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ABSTRAK

Nama : Enny Santiastuti, S.H.
Program Studi . Magister Hukum Perdagangan Ingonal
Judul . Analisa Pemberlakuan SNI Baja Pelat danu@gdn

Canai Panas Secara Wajib Terhadap Industri Baja

Turunannya

Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil seb@rlakunya perjanjan
perdagangan bebas di beberapa regional telah mémiasang-masing negara di
dunia ini untuk cenderung melakukan tindakan yangpati melindungi
keberlangsungan industri di dalam negeri. Usahg ylilakukan tersebut berupa
pemberlakuan hambatan perdagangan. Meskipun WT@ padarnya hanya
memperbolehkan pemberlakuan hambatan tarif namu® Wia memberikan
pengecualian yang bersifat umum sebagaimana ditlam Pasal XX GATT
yang memberikan kemungkinkan pemerintah bertindak perdagangan untuk
melindungi manusia, hewan dan tanaman, kehidupan késehatan dengan
ketentuan tidak menyebabkan timbulnya hambatasegangan yang tidak perlu.
Proteksi yang dilakukan berdasarkan ketentuan peladjan dalam GATT
mengarah pada pemberlakuan hambatan non tarifinSedgentuan dalam WTO
yang telah meminimalisir penggunaan hambatan telfagai jalan proteksi
industri dalam negeri, penggunaan standar dan péakbannya secara wajib
akan meningkatkan kemampuan produsen menghasilkatiulp yang mampu
memasuki pasar internasional.

Menurut Michael E. Porter sektor industri yang nidmperan penting dalam
mendorong daya saing nasional karena di dalam rsehttustri sumberdaya
manusia, modal dan kekayaan alam dikelola dan daattan untuk
memproduksi barang/jasa pada tingkat biaya yarsgeaefidan menjualnya kepasar
secara kompetitive. Keunikan Indonediatfonal differencess) merupakan faktor
pembeda yang dapat menjadi komponen unggulan bragul-produk impor.
Keunikan-keunikan ini dapat diakomodir dalam bergtgndar produk.
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Salah satu usah untuk memulihkan kondisi industjaB/ang terkena guncangan
hebat pemerintah telah memberlakukan Standar redsindonesia (SNI) Baja
Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas secai. WWgmberlakukan ini
diharapkan akan memberikan perbaikan pada konisistri baja dalam negeri.
Namun dikarenakan kurangya kajian resiko sebelutveriiikukannya telah
menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugiladusen dalam negeri,
sehingga perlu pengkajian ulang sehingga tidak keEmenerugikan industri

dalam negeri.

Xi
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ABSTRACT

Name : Enny Santiastuti, S.H.
Study Programe . Master of International Trade Law
Title . Analysis of Implementation of SNI Plateshd Hot

Rolled Coil Steel Compulsorily Against to Compulgor

Derivatives Industry

Conditions of an unstable world economy and theyemito force of the Free
Trade Agreement on several regional have made @agtftry in the world to tend
to perform actions that can protect the sustaingbdf the industry in their
country. The work done in the form of impositiontcdde barriers. Although the
WTO is basically only allows the application of WT@riff barriers but it also
provides a general exception under Article XX of T3A which provides
possibility of government to act on trade to proteeman, animal and plant life
or health of the provisions do not cause barrierdrade are not necessary.
Protection conducted pursuant to the provisionfy@nGATT exception leads to
the application of non-tariff barriers. In additiém provisions in the WTO which
has been to minimize the use of tariff barrieraagay of protection of domestic
industry, the use of mandatory standards and egrioeat will improve the ability
of manufacturers producing products that are capabéntering the international

market.

According to Michael E. Porter's industrial sectms an important role in
boosting national competitiveness in the industsiattor for human resources,
capital and natural resources are managed andeatiio produce the goods /
services at efficient cost levels and sell thenthi® market is competative. The
uniqueness of Indonesia (National differencess) défferentiating factor that can
be superior components for imported products. Usngss of this uniqueness can

be accommodated in the form of product standards.

Xii
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One need to restore the condition of the steelstrigithit by huge shock to the
national government has implemented Standar Nasiownmnesia (SNI) steel

sheets, plates and hot rolled coils are mandaténjorcement is expected to
provide improvements to the condition of the doneesteel industry. But due to
lack of risk assessment prior to the enactmentent rssues has given rise to
many adverse domestic manufacturers, so it needvi®w so as not to harm the

domestic industry.

Xiii
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BAB |
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengaturan tentang akses pasar yang merupakagamgpengaturan
dalam WTO sangat berperan dalam proses pengendiéhijakan oleh
Pemerintah. Ada 2 kategori utama dalam hambatsesgkasar yaith:

1. Hambatan Tarif ; dan
2. Hambatan Non tarif.

Katagori hambatan tarif yaitu pemberian bea masaarig impor.
Sedangkan kategori hambatan non tarif teridiri gamgetatan jumlah barang
(quantitative restrictioly ketidakjelasan peraturan perdagangan, peraturan
persaingan tidak sehat, aturan Kepabeanan, danatamieknis perdagangan.

Alasan yang melandasi pengoptimalan penerapanakaiijhambatan
non tarif dalam bidang perdagangan adalah semakkembangnya perjanjian
regional maupun multilateral yang menurunkan thed masuk menjadi 0%
(nol persen). Hal ini telah menyebabkan besarnl@apg barang impor masuk
ke dalam pasaran dalam negeri. Berikut contoh p&ja multilateral yang di
dalamnya terdapat kesepakatan penurunan bea maguk isalah satunya
adalah China — ASEAN Free Trade Are&AFTA). Untuk menghambat
masuknya barang impor maka perlu diambil kebijaRemerintah. Kebijakan
hambatan perdagangan ini diatur dalam Pasal XX GA@mg merupakan
aturan pengeculaian secara umungengral exception Aturan ini
memperbolehkan negara-negara anggota WTO melakukambatan
perdagangan.

Dalam pembukaan perjanjiamechnical Barrier to Trade(TBT)
menyebutkan bahwa penggunaan standar internaslanglenilaian kesesuaian

akan dapat meningkatkan produktifitas dan memfasili produk produk

! peter Van Den Bossche, The Law and Policy of tieltTrade Organization Text, Case and
2I\/Iaterial, Cambridge, 2008, hal 402.
Ibid
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industri untuk memasuki pasar internasichBembukaan Perjanjian TBT juga
menjelaskan bahwa dalam penerapan standar dareipankesesuaian tidak
boleh menimbulkan hambatan perdagangan yang tiddl. Selain dari pada
itu perjanjian TBT juga menyadari bahwa masing-mgsiegara tidak dapat
dicegah untuk menetapkan suatu ukuran untuk metaastiarang ekespor,
atau untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbhulkahidupan atau
kesehatan atau mencegah tidakan curang pada batasgnpantas sehingga
tidak menyebabkan hambatan perdagangan intern&siona

Sejumlah bentuk pengamanan pasar dalam negeriungkamnbatan
non tarif diantaranya pemberlakuan Standar Nasidmaonesia (SNI),
ketentuan label, dan sejumlah peraturan lainnylaitedengan pengamanan
pasar dalam negeri.

Sektor industri yang akan mengalami pukulan kerdgbaa
pelaksanaan perjanjia@hina — ASEAN Free Trade Are&AFTA) adalah
industri baja/besi, elektronik, petrokimia, tekstian produk tekstil (TPT),
makanan dan minuman dan produk holtikultirdntuk meningkatkan dan
mengamankan kepentingan ekspor serta mempertahgalsan domestik dari
serbuan produk China pemerintah telah merumuskam mdenerapkan 10
kebijakan yaitt:

1. Mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasiodainbsia (SNI) yang
sudah kadaluwarsa dan menerapkannya secara wdjilx yang terkait
dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan funghsingan dengan
terlebih dahulu menotifikasikan ke WTO.

2. Mengefektifkan fungsi Komite anti Dumping (KADI) danenangani setiap
kasus dugaan praktek dumping dan pemberian sutestdra langsung oleh
negara mitra dagang.

3. Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagahgdonesia (KPPI)

dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pdakm negeri.

% Wold Trade Organizatioi;he Legal Text The Result of the Uruguay Roundulfilsteral Trade
Negotiation,Cambridge University Press, 2005, hal 121.

4 Badan Standardisasi Nasional, SNI Penguat Daysy®singsa, Gerakan Nasional penerapan SNI
(Genap SNI), hal 12.

® Ibid, hal 13.
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4. Meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan @kdmdonesia
antara lain dari ancaman ekspor Indonesia antdra dari ancaman
dumping dan subsidi oleh negara mitra dagang.

5. Mengakselerasi penerapan dari Instruksi Presidemddd Tahun 2008
tentang Fokus Ekonomi 2008-2009.

6. Melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM) postanfuk produk hilir
sehingga diharapkan akan mengacu investasi dansdayg

7. Mengefektifkan tugas dan fungsi aparat kepabeatsmasuk mengkaji
kemungkinan penerapanjalur merah bagi produk yangwam
penyelundupan produk ilegal.

8. Membatasi/Melarang ekspor bahan baku mentah untwdncokupi
kebutuhan energi bagi industri dalam negeri selsindgpat mendorong
tumbuhnya industri pengolahan ditingkat hulu sekelimemperkuat daya
saing industri lokal.

9. Mempertajam kebijakan tentang fasilitas PPg untakal@aman Modal di
bidang Usaha Tertentu dan atau di daerah tertentu.

10. Melanjutkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagandémor 56 Tahun
2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelalutiak lima produk
tertentu yaitu alas kaki, barang elektronik, maiaaak-anak, garmen serta
makanan.

Industri Baja merupakan industri strategis karemenainkan peranan
penting dalam memasok bahan baku vital untuk pegwaan di berbagai
bidang mulai dari penyediaan infrastruktur (geduyatgn, jembatan, jaringan
listri dan komunikasi), produksi barang modal ( megabrik dan material
pendukung serta suku cadangnya) alat transpokapal laut, kereta api dan
relnya) hingga persenjataan. Pada Tahun 2008 sahapain 2009 harga baja
HRC (hot rolled coi) sempat mencapai angka US$ 1.250 per ton (buli@n Ju
merosot hingga hanya US$ 450 per ton pada bulasrilzs 2008 dan hingga
pada titik terendah US$ 395 per ton pada Mei 2009.

% |bid, hal 55
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Sejak 1 Januari 2010 untuk HR@of rolled coi) sesuai kerangka
CAFTA diberlakukan pembebasan tarif bea masuk samg@agan 0% (nol
persen), hal ini membuat baja dari China sangatpetitive ditambah dengan
adanya insentif pemerintah China dalam bentukifasiExsport VAT rebate
(subsidi pajak) sebesar 9%-13%.

Masuknya Baja dari China telah mengkhawatirkan strudalam
negeri. Saat ini produksi dalam negeri belum mammmenuhi kebutuhan
konsumsi baja nasional. Pada Tahun 2010 diperkirgikesokan baja nasional
hanya mencapai 5-6 juta ton sedangkan konsumsitdgaesia mencapai 8-10
juta ton sehingga ada kekurangan pasokan sel@X¥ad&i konsumsi.

Seperti kita ketahui bahwa telah disinyalir adapyaktek dumping
oleh beberapa negara yang mengekspor Baja ke Isidomegara-negara yang
disinyalir telah melakukan dumping tersebut adafahina, Singapura dan
Ukraina. Produk Baja yang masuk ke Indonesia dengarga dumping
dimaksud adalah produk BjP dengan nomor HS 72080310 dan HS. 7208.
52.00.00. Dengan masuknya prouk tersebut dengaya ldarmping maka telah
menimbulkan kerugian industri dalam nefieBeberapa kasus dumping yang
terjadi antaralain dumping yang terjadi pada Ingbe:

a. Cina, Ukraina, dan Singapura dengan nomor HS 7208090 dan
72.08.52.00.00;

b. India dan telah dikenakaBea Masuk Anti-Dumping (BMAD) antara
12,95-56,519%"

c. Rusia dan telah dikenak@ea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dikenakan
5,58-49,479;

d. Taiwan, telah dikenakaBea Masuk Anti-Dumping (BMAD) 037,02%,
dan impor dari Thailand dikenakdea Masuk Anti-Dumping (BMAD)
7,52-27,44%7

” Ibid, hal 56.

® http://bataviase.co.id/node/155848

° http://gresnews.com/ch/Economy/cl/Coil/id/2027 7884/1/Penyelidikan-Dumping-Baja-Canai-
Panas-Rampung

19 http://m.inilah.com/read/detail/85343/baja-bangksukan-faktor-dumping;

1 http://m.inilah.com/read/detail/85343/baja-bangisukan-faktor-dumping

4
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e. Korea dan Malaysia terhadap proddk.

1) canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargaselebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepigh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan tebanjut selain
dicanai panas, dengan pola relief, sebagaimanakdudgpada pos tarif
7208.10.00.00;

2) canai lantaian dari besi atau baja bukan paduamgagelebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepligh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan tebanjut selain
dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dielagan pola relief,
dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, untuk dicankng,
sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.25.10.00;

3) canai lantaian dari besi atau baja bukan paduamgattelebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepigh atau tidak
dilapiai, dalam gulungan yang tidak dikerjakan tebanjut selain
dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dielagan pola relief,
dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, tidak untwardii ulang,
sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.25.90.00;

4) canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargaselebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepligh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan tebanjut selain
dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dielaan pola relief,
dengan ketebalan 3 mm atau lebih, tetapi kurang 4&5 mm
sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.26.00.00;

5) canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargatelebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepligh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan thebanjut selain

dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dielagan pola relief,

12 http://m.inilah.com/read/detail/85343/baja-bangksukan-faktor-dumping
13 http://paninsekuritas.co.id/?page=Dberita&id=SU5GkMTEWM]E4MTIXNDA1LnhtbA==

5

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



6)

7)

8)

9)

dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimanaksiigos tarif
7208.27.00.00;

canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargaselebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepligh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan tebanjut selain
dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tldagan pola relief,
dengan ketebalan melebihi 10 mm, sebagaimana dudakada pos
tarif 7208.36.00.00;

canai lantaian dari besi atau baja bukan paduamgagelebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepigh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan tebanjut selain
dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tldagan pola relief,
dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidalelite 10 mm,

sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.37.00.00;

canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargaselebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepigh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan thebanjut selain

dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidagan pola relief,
dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang datb mm,

sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.38.00.00;

canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargatelebar 600 mm
atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepigh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan thebanjut selain

dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tldagan pola relief,
dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimanaksiimgrada pos
tarif 7208.39.00.00;

10)canai lantaian dari besi atau baja bukan paduargaselebar 600 mm

atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidakepligh atau tidak
dilapisi, dalam gulungan sebagaimana dimaksud ppds tarif
7208.90.00.00.
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Mengingat proses penerapan aturan anti dumping akem waktu
yang lama manun kerugian yang dialami produsemdalegeri semakin besar
maka instrumen kebijakan yang dapat diambil dalamktw secepatnya oleh
pemerintah Indonesia untuk menciptakan persaingang ysehat adalah
penerapan standar secara wajib. Penerapan standamgtinkan dan
diperbolehkan dalam aturan WTO.

Pasal XX GATT 47 Perjanjian Umum mengenai Tarif dan
Perdagangan memungkinkan pemerintah untuk bertiradak perdagangan
untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman, kphid atau kesehatan,
asalkan mereka tidak mendiskriminasi atau menggmaki sebagai proteksi
terselubunyf. Selain itu pemberlakuan standar betujuan untukcipegkan
persaingan usaha yang sehat serta peningkatan praduk industri. Hal ini
memungkinkan negara untuk menetapkan standar meskdiri. Penetapan
standar dalam suatu peraturan harus didasarkan aga pengetahuan.
Penerapan standar harus diperlakukan sama pada segara.

Penerapan standar diharapkan akan dapat memben&ajay
Lembaran, Pelat dan Gulungan asal impor yang migrkilialitas tidak sesuai
dengan SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Garaas (B).P)Hot rolled
coils) (SNI 07-06-01-2006). Penerapan standar pada prddlaim negeri juga
diharapkan akan meningkatkan kualitas produk sefaindapat bersaing di
pasar internasional serta bertujuan untuk menaptgersaingan yang sehat
pada industri Baja nasional.

Dalam hal untuk menjamin mutu poduk dan mencapga dguna
produksi, memberikan perlindungan konsumen dan ip&hkan persaingan
usaha yang adil maka Pemerintah menerapkan Stawasional Indonesia
(SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai P@BgB) secara wajib.
Penerapan SNI secara wajib ini dituangkan dalamat@@n Menteri
Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pertakuan Standar

Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat datuigan Canai Panas

! The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouniokilateral Trade negotiations, WTO 2008,
him.455.

7

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



(Bj.P) Secara Wajib sebagaimana telah diubah teraddngan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/3/20089.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindusi@mor 01/M-
IND/PER/1/2009 sebagaimana telah diubah terakhigae Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/3/2009 ada 19 Nontearmonized
Systenm(HS) 10 digit yang dimana di dalamnya memberi#afinisi yang lebih
spesifik tentang produk yang dimaksud guna penertteaaran bea masuk bagi
produk impor}® yang diberlakukan SNI Baja Lembaran, Pelat danuGydn
Canai Panas (Bj.P) secara wajib dengan Nomor SN06D1-2006. Kel9
(sembilan belas) (HS) tersebut adaiah:

Tabel 1
HS BjP Yang Diberlakukan SNI 07-0601-2006 Secargilwa
Jenis Produk No.SNI Pos Tarif/ Harmonized

System (HS)
Baja Lembaran, Pelat dan 07-0601-2006 72.08.25.10.00
Gulungan Canai Panas 72.08.25.90.00
72.08.26.00.00
72.08.27.00.00
72.08.36.00.00
72.08.37.00.00
72.08.38.00.00
72.08.39.00.00
72.08.51.00.00
72.08.52.00.00
72.08.53.00.00
72.08.54.00.00
72.08.90.00.00
72.11.13.10.00

15 Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007.

16 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PHR009 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dalu@an Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib ,
Pasal 2, hal 2.
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72.11.13.90.00
72.11.14.10.00
72.11.14.90.00
72.11.19.10.00
72.11.19.90.00

Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas)(Bjd® rolled
coils) merupakan produk yang terdengar asing bagi seabdggsar orang.
Produk ini lebih dikenal oleh para produsen penglpasduk akhir dari Baja.
Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas) @j&tah bahan baku dari
berbagai macam produk baja, hal ini menyebabkaerrkelaannya akan sangat
mempengaruhi banyak aspek industri.

Secara umum berdasarkan nomor Pos Tarif dalam Bigkii Bea
Masuk Indonesia (BTBMI) yang merupakan identifikggbduk atau nama
produk dalam jalur perdagangan internasional, Blagmbaran Pelat dan
Gulungan Canai Panas (Bj.P) tergolong dalam Pa3872yang didefinisikan
sebagai produk canai lantaian dari besi atau baarb paduan, dengan lebar
600mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalugkidisepuh atau dilapidi.
Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas) (jBg@ tergolong dalam
Pos 72.11 yang didefinisikan sebagai canai lantdemn besi atau baja bukan
paduan dengan lebar kurang dari 600 mm tidak diptdiak disepuh atau tidak
dilapisi'® Kedua definisi tersebut masih bersifat sangat umum

Berdasarkan data ekspor dari Biro Pusat Statigit% produk Baja
Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas yangakbkan SNI 07-06-01-
2006 secara wajib cenderung mengalami penurunanekispor. 3 (tiga belas)
jenis produk yang termasuk dalam Pos 7208 sebagaidienaksud dalam tabel
1 memiliki jumlah total ekspor dari 261.601 ribu P&da tahun 2009 menjadi
244.424.000 US Dolar ditahun 2010, sedang unty& gang memiliki nomor

" Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai : SE-37/BC/208ftang Petunjuk Pelaksanan Penggunaan
Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 (BTBMI 2007n@gal :12/15/2006, Angka 2.1 huruf b.

'8 Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007, H&89.

9 1bid, hal. 664.

9

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



pos tarif 72.11.13.90.00, 72.11.14.90.00 dan 72990.00 mengalami
peningkatan dari 13 ribu US Dolar ditahun 2009 jain87.000 US Dolar
ditahun 2010. BjP dengan nomor HS 7211.1310.00,1.7210.00 dan
7211.1910.00 tidak ada ekspor dari IndonéSia.

Untuk nilai impor dari 13 jenis produk sebagaimé&raantum dalam
tabel 1 yang termasuk dalam Pos 7208 mengalaminglatian dari
569.848.000 US Dollar sampai dengan 620.069.000 Dg8ar, 6 (enam)
produk BjP dengan yang termasuk dalam Pos 72.1lga jomengalami
peningkatan dari 30.553.000 US Dollar menjadi 32.060 US Dollaf!
Gambaran penurunan ekspor dan peningkatan impat délhat dalam tabel

berikut:

Tabel 2
INDONESIAN EXPORT OF FLAT-ROLL IRON & NA STEEL NJUROOMM WD HOT-RL,
NOT CLAD (HS 7208)
BY COMMODITY HS 10 DIGIT, 2005 TO JANUARY-OCTOBER®0

e T =y [ = | 0w [ =T |
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WEALLE IN USS oo
THIRS 10000 FIEF il L o . o . o
H 136364 | 191816 L 456599 163,411 134 .87L
2 | THE200000 + |
ST 105.7ED 136855 | 197143 51564 | 364
s O =
T pac] o= ET.843 4T OFE 43512 4T 253 | TSEaZ
THE3 60000 =G
=10 prinlin = Jrel-ln 2 T frefa et =1 =i
rein T drfn Ta2 ) Ealy L
T = 21700 703 63
B TGS 3000
= < SRS 1.2=7 =1 1.0
DL =) -
Lt bk Pt -1
Ed ==
= = - =
i bk 3
o [ AT FER-Toneg
oy Faa s LS, e B T e R = =5 1asa =15 T 142 | zoTa
00 mEn
1] T 20E3 B0l T M
2w QT IO IT T | =
LSS SRy
O X0 = a 2T 4O oz
=z PN NN
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Doirre o, Doncml Doand of Dmos goo, grooarcd by OF € of Barke cOo v o

Ex porrinformadon Dic Cos NED

20 Data dari Biro Pusat Statistik
21 Data dari Biro Pusat Statistik
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Grafik 1 Ekspor HS 7211......

100,000

@ Hat-rolled iron/nas, HRNC,wicth
>600 mm, of a thickness > 10
mm

W Other Hat-rolled iron/nas

0O Hat-rdlled iron/nas, HRNC width
>600 mm, 4,75 < thickness <
10mm

0O Hat-rdlled irornvnas, HRC, width
>600 mm, thick >10 mm

B flat-rolled iron/nas, HRC, width
>600 mm, of a 4,75< thick<
10mm

@ Hat-rdlled iron/nas, HRNC,wicth
>600 mm, 3 < thickness < 4,75
mm

B Hat-rolled
iron/nas, HRC,pickled width>
600 mm.thick>= 4.75 mm,not
re-rolling

O Hat-rdlled iron/nas, HRNC width
>600 mm, thickness < 3mm

B Hat-rdled iron/nas,HRC, relief
width > 600 mm

B flat-rolled iron/nas, HRC, width
>600 mm, of a 3< thick< 4,75
mm

O Hat-rdlled iron/nas, HRC, width
>600 mm, thick< 3mm

3 4 O Hat-rolled
iron/nas, HRC,pickled width>
600mm, of athickness of less
than 3mm
B Hat-rolled
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Tabel 3

INDONESIAN EXPORT OF FLAT-ROLL IRON & NA STEEL UN@MM WD, NOT
CLAD ETC (HS 7211)

BY COMMODITY HS 10 DIGIT, 2005 TO JANUARY-OCTOBER®0

2005 2006 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
VALUE IN US$ 000

HS COMMODITY

1 | 7211901000 | Oth Hoop&strip iron/not

alloy,not clad width < 400mm - - - - 10
2 | 7211233000 | Oth flat-rolled iron/not
alloy,not clad cr, carbon < = = - R 2

0,25%,thick < 0.17 mm

3 | 7211139000 | Rolled on 4 faces/in closed
box,HR, not clad, oth 225 84 87 15 1 51
shape,thick<=4mm,
width>150mm

4 | 7211909000 | Oth flat-rolled iron/not
alloy,not clad thickness > 39 - 60 11 1 0
0.17 mm

5 | 7211199000 | Oth flat-rolled iron/not
alloy,not clad hr, carbon - 11 46 24 - 26
<=0,6%, 0.17<thick<4.75 mm
6 | 7211149000 | Oth flat-rolled iron/not
alloy,not clad hr, carbon - 19 7 - - 8
<=0,6%,thick>=4,75mm
7 | 7211299000 | Oth Hoop&strip iron/not
alloy,not clad cr, carbon >= 7 1 33 10
0,25%, width < 400mm
8 | 7211239090 | Oth flat-rolled iron/not
alloy,not clad cr, carbon < 64 - 29 1
0,25%, thick >= 40 mm
9 | 7211903000 | Oth flat-rolled iron/not

alloy,not clad thickness <= - - 6
0.17 mm

10 | 7211291000 | Flat-rolled iron/not
alloy,CR,not clad corrugated, - - 4

carbon >= 0,25%
11 | 7211902000 | Oth flat-rolled iron/not

alloy,not clad corrugated, - 7
carbon < 0,6%
TOTAL 335 | 122 | 272 | 61| 13 87

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa alapgmberlakuan
SNI BjP secara wajib melalui Peraturan Menteri itrstrian Nomor 01/M-
IND/PER/1/2009 sebagaimana telah diubah terakmgae Peraturan Menteri
Perindustrian  Nomor 38/M-IND/PER/3/2009 1 (satu) huta sejak
pemberlakuanya, data tersebut mengambarkan beluoaptenya tujuan
pemberlakuan SNI secara wajib sebagainama diatamdRasal 6 Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 teerg Standardisasi,
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Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional InddBidsiag Industri atau

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian m&o 86/M-

IND/PER/10/2009 tentang Standar Nasional IndonBgiang Industfi’ yang

menyebutkan bahwa pemberlakuan SNI salah satunyes Harkait dengan

pertimbangan ekonomis dan kepentingan nasionaldar

Penurunan nilai ekspor dan peningkatan nilai imBt telah tidak
memberikan solusi terhadap permasalahan besardga impor BjP baik
dikarenakan dumping maupun perjanjian perdagangbas(Fredrade Area
Agreement yang telah menimbulkan persaingan tidak sehat darta
terganggungnya industri dalam negeri.

Mengingat Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Caaaa® sebagai
bahan baku dari beberapa jenis produk khususnya patustri di sektor
konstruksi, Maritim (khususnya untuk pelabuhan Bapal), Minyak dan Gas
dan transportasi maka keberadaannya akan sanggbengaruhi industri dari
sektor-sektor tersebut.

Dari informasi di atas muncul beberapa kemungkiyang telah
menyebabkan terjadinya peningkatan impor. Kemuragkkemungkinan
tersebut diantaranya adalah:

1. kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhnkea SNI 07-06-
01-2006 masih sangat kurang sehingga lebih banyadupen luar negeri
yang dapat memenuhi ketentuan dimaksud,

2. terkaitan dengan kemampuan produsen dalam negememéi kebutuhan
total BjP dalam negeri yang belum dapat maksimal;

3. pemberlakuan SNI belum dapat memacu industri dategeri untuk
meningkatkan kualitas produk sehingga tidak dapatsding di pasar
internasional;

Untuk mendapatkan kepastian atas penyebab termgiepingkatan

nilai impor dan penurunan nilai ekspor produk BjBbagai akibat dari

22 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/P&ER006 tentang Standardisasi, Pembinaan
dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidagthh

23 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PEIR2009 tentang Standar Nasional
Indonesia Bidang Industri, Pasal 4
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pemberlakuan kebijakan SNI Baja Lembaran, Pelat@alnngan Canai Panas

seacara wajib dalam suatu produk hukum, maka peelakukan kajian

hukum terhadap kebijakan tersebut. Kajian hukum akan menganalisa
permasalahan mulai dari proses pengambilan kelijaketa mekanisme yang
diberlakukan dalam hal penerapan SNI 07-06-01-2666a pengawasan
pelaksanaannya. Analisa kebijakan ini diharapkaanakemberikan masukan
terhadap perbaikan kebijakan ataupun perbaikan meka pelaksanaan
kebijakan yang melibatkan instansi dan lembagaaierk

Berdasarkan pemaparan latarbelakang permasalaharagli, kajian
hukum ini akan sangat terkait dengan azas-azasnhyemberlakuan suatu
standar (khususnya produk industris) secara wdgh suatu negara sebagai
salah satu implementasi atau penerapan keter@eaeral Execeptiondalam

WTO khususnya perjanjian hambatan teknis perdagagigechnical Barirrer

to Trade Agreemeht

Berikut adalah peraturan perundang-undangan yasg éikaji:

1. General Agreement on Tariff and Trade (GATT);

2. Agreement on Technical Barrier to Trade;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeafiaambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 3612) sebagaimdah tkubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Nedrepublik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaragafdeRepublik
Indonesia Nomor 4661);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentat@pd&rdisasi
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199 bahan Lembaran
Negara Nomor 4020);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 ifaP@01 tentang

Komite Akreditasi Nasional;
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6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER0D06 tentang
Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standan&laghdonesia
Bidang Industri yang telah di cabut dengan Peratitanteri Perindustrian
Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasidndbnesia Bidang
Industri;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PERIB/ tentang
Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Penga@tasalar Nasional
Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa ygipgrdagangkan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mergstagangan Nomor
30/M-DAG/PER/7/2007;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PHR0O09 tentang
pemberlakuan SNI Baja Lembaran, Pelat dan Gulu@garai Panas seacara
wajib sebagaimana telah diubah dengan PeraturarteklePerindustrian
Nomor 38/M-IND/PER/3/2009.

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PERM tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dadésau

PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini saya akan membahas tentarggprpengambilan
kebijakan hukum tentang pemberlakuan standar industcara wajib,
penerapan dan pengawasanya. Hal terpenting dalarelitpn ini adalah
pengeksplorasian kebijakan pemerintah yang berkalengan pemberlakuan
suatu standar pada produk industri yang terkaitgaenpeningkatan mutu
produk dan penelitian ini akan menjawab beberapamgaan tentang:

1. Bagaimana faktor-faktor perkembangan perdagangéernasional yang
terjadi saat ini mendorong pemberlakuan SNI sewajib dalam kaitannya
dengan Perjanjian Hambatan Perdagangan dalam WTQO?

2. Bagaimanakah akibat penerapan kebijakan Pemberlakbll Baja
Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.Fgr&&tajib terhadap

perkembangan industri Baja Nasional dan industdpk turunannya?

15
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C  TUJUAN PENELITIAN.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menelaamasalahan
yang terjadi dalam pelaksanaan pemberlakuan sdahdas industri secara
wajib. Hasil analisa dari penelitian ini diharapkakan memberikan masukan
guna penyusunan kebijakan Pemerintah yang bertupeamngkatkan kualitas
produk industri sehingga menghasilkan kesempatdyaite memasuki pasar
internasional. Kebijakan industri akan membimbiraggppelaku usaha untuk
memenuhi standar produk industri yang berkualitaggt dengan harga yang
bersaing serta terjaminnya perlindungan konsumen.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mMmealga
permasalahan yang terjadi akibat pemberlakuan §RIsBcara wajib, dimana
BjP bukan merupakan produk akhir. Menganalisa kasiandustri serta para
pihak terkait dalam penerapan SNI BjP secara weierta analisa keterkaitan
peraturan dalam pelaksanaan SNI secara wajib yangs tsaling mendukung

dan selaras.
D. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori merupakan landasan dari teori diékungan teori
dalam membangun atau memperkuat kebenaran darigba@sdn permasalahan
yang dianalisa. Kerangka Teori adalah kerangka kigami atau butir pendapat,
penulisan sebagai pegangan baik disetujui atak titetujui** Fungsi teori
dalam penelitian ini guna memberikan petunjuk sereanprediksikan gejala
yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitiaornmatif dengan
menggunakan pendekatan:

a. perbandingan hukum:
Penelitian perbandingan hukum adalah sebuah tipelipan hukum

normatif yang mencoba membandingkan sebuah aturkom di suatu

24 M. Slly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, Mamddaju, Bandung, 1994, hal.80
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wilayah atau negara dengan aturan hukum pada Wilatau negara
lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian perbandmigakum adalah untuk
mengetahui beberapa perbedaan juga persamaan hdngnterkandung
dalam beberapa wilayah hukum yang berbeda.

Pendekatan analisis hukuan@lythical approach

Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan mahetaengkaji secara
mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perwuhalzgngan dan juga
putusan-putusan pengadilan.

Pendekatan peraturan perundangan.

Dalam pendekatan ini seorang peneliti akan bergja#ta aturan-aturan
hukum atau putusan putusan pengadilan. la akan agbhanmengkaji

keberlakuan sebuah aturan perundangan.

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah

IImu hukum dalam aliran Positivis dikemukakan oleh:

a.

Jhon Austin dimana hukum adalah seperangkat phririfaik langsung
ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuaspade warga
masyarakatnya yang merupakan masyarakat politikg yardependen,
dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

Blackstone, menurut beliau hukum adalah suatu mttirmlakan-tindakan
yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa begig-orang yang
dikuasi, untuk ditaati.

Hans Kelsen, berdasarkan pendapat beliau hukunatadalatu perintah
memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adedadhah-kaidah
primer yang menetapkan sanksi-sanksi.

Positivisme merupakan salah satu aliran yang tetemdominasi

pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbaggara sejak abad XIX.

Penganut paham ini akan senantiasa menggunakamegiarahukum positif —

bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positiikumelakukan

penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanismaeki hperundang-

undangan. Dengan penggunaan aliran ini dimana p&kegnya

mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taaa Pengikutnya berharap
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(bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastiam ketertiban serta
mempertegas wujud hukum dalam masyarakat.

Aliran ini mendekonstruksi kosep-konsep Hukum aliFlukum Alam,
dari konsepnya yg semula metafisik (hukum sebiagaitau azas-azas keadilan
yg abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hukwehagailege atau aturan
perundang-undangan), oleh sebab itu harus dirumusteara jelas dan pasti

Dalam penulisan ini terdapat definisi baik yanggsdrterkait dengan
azas-azas hukum dalam pemberlakuan hambatan tp&riggangan hingga
definisi yang bersifat sangat teknis yang terkahghn produk industri dan
penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Defil@finisi tersebut
memberikan batasan yang nyata dalam dalam proséseapermasalahan yang
timbul. Istilah-istilah yang digunakan dalam pesah ini terdapat dalam
peraturan — peraturan internasional maupun nasional

Prinsip-prinsip dasar World Trade Organization (WTy@ng terdapat
dalam GATT seperti prinsip tidak ada diskrimingsion Discrimination,
Prinsip national treatment dan prinsip transparansrupakan prinsip yang
mendasari azas-azas hukum pemberlakukan suatuastaeagai Regulasi
Teknis oleh suatu negara. Pasal XX GATT memungkinkgemerintah
bertindak dalam rangka perdagangan untuk melindungnusia, hewan,
tumbuhan atau kesehatan dengan penerapan stanBaenerapan standar,
prosedur penilaian kesesuaian merupakan bagian pggrerapan hambatan
Teknis Perdagangaféchnical Barrier on Trade(TBT) dalam bentuk regulasi
teknis>.

Berdasarkan ketentuan dari WTO yang telah disgpdbersama,
bahwa semua peraturan yang akan diberlakukan aleltu snegara yang
berhubungan dengan pemberlakuan suatu standar dempunyai pengaruh
yang berarti terhadap perdagangan internasional lu per
dinotifikasikan/diberitahukan kepada WTO. Prosedifikasi pada WTO

merupakan implementasi dari prinsip dasar transgar®roses notifikasi juga

% peter Van Den Bossche, The Law and Policy of tleldVTrade Organization, hal.806. Cambridge,
2008
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merupakan kesempatan bagi negara-negara anggota WW®R mengajukan
berbagai pertanyaan ataupun sanggahan terhadapepekolan suatu standar
secara wajib oleh suatu negara. Pemberlakuan steatdar secara wajib oleh
suatu negara harus diberlakukan sama pada semaarsedningga tidak terjadi
diskriminasi. Perlakuan yang sama terhadap senmagukiindustri baik produk
yang berasal dari impor maupun produk dari proddism negeri dalam hal
penerapan standar yang diberlakukan secara wajd@mdpasar alam negeri
adalah pelaksanaan prinsip dasar WTO khususnysipnational treatment
Pengaturan standar di Indonesia didasarkan pa@d#uRer Pemerintah

Nomor 102 Tahun tentang Standar Nasional Indond3adam Peraturan

Pemerintah tersebut terdapat pengerfan:

1. standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatudidagukan termasuk tata
cara dan metode yang disusun berdasarkan konseaesusa pihak yang
terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesé&@makeamanan,
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu gi@hgan dan
teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa&mmasa yang akan
datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-yasarn

2. standardisasi adalah proses merumuskan, menetapk@merapkan dan
merevisi standar, yang dilaksanakan secara teaibbedkerjasama dengan
semua pihak

3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standag yditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secai@nahs

Terkait dengan produk, definisi Baja Lembaran, Pdn Gulungan

Canai Panas (Bj.P) adalah baja yang berbentuk,mfhat dari baja berbentuk

slab yang dilakukan proses canai panas diatas tatupeekristalisasi. Syarat

mutunya mencakup dimensi, komposisi kimia, sifakamés, sifat tampak dan
bentuk?” Selain dari definis dalam SNI 07-06-01-2006 dsfinBjP juga

ditentukan berdasarkan nomor Hi&a(monized systendalam hal ini nomor

% peraturan Pemerinrah Nomor 102 Tahun 2000 terStamylarisasi Nasional, Pasal 1
" SNI 07-06-01-2006
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pos tarif. Nomor Pos Tarif merupakan identitas bmagitu produk yang akan

memasuki alur dan sistem perdagangan internasional.

Pemberlakuan SNI produk industri secara teknis udiadalam
Peraturan Menteri Perindustrian khususnya Peratidanteri Perindustrian
Nomor 86/M-IND/PER/10/2009 dan khusus pemberlak&l BjP secara
wajib dalam Peraturan Menteri Perindustrian NomdAVBIND/PER/1/2009
tentang pemberlakuan SNI Baja Lembaran, Pelat ddon@an Canai Panas
seacara wajib sebagaimana telah diubah dengan uReratMenteri
Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/3/2009. Dari kedBaraturan Menteri
dimaksud terdapat pengertian tentdhg:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang sedlaygudisebut SPPT-
SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda $N{ ylikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang puamemproduksi
Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) isestsyaratan SNI.

2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disél®Rro adalah lembaga
yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Pengagaianda SNI.

3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang metak kegiatan
pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikatside uji SNI.

4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya didgdb8N adalah lembaga
non struktural, yang berada di bawah dan bertargggawab langsung
kepada Presiden dengan tugas menetapkan sisteditasirelan sertifikasi
serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga daoramrium untuk

melakukan kegiatan sertifikasi.

5. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dasetata khusus terhadap
perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPTa&il konsistensi
penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.

6. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jadari#ti yng selanjutnya
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di putsai daerah yang

%8 pasal 1, Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Stamtisional Indonesia Bidang Industri,
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PEHR0O09 tentang pemberlakuan SNI Baja
Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas seacgia wa
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ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang @an gsa di lokasi
produksi dan diluar lokasi kegiatan produksi yandNirfya telah
diberlakukan secara wajib atau yang diterapkan raesakarela oleh

produsen.
E. LINGKUP

Penelitian ini akan melibatkan peraturan dan kd&bip industri terkait
dengan pemberlakuan SNI suatu produk industri aeaajib sebagai suatu
produk hukum pemerintah. Disamping itu penelitianjuga akan menyajikan
suatu perbandingan pemberlakuan kebijakan yang ina®ppa pada negara
lain guna mengetahui faktor-faktor apa yang merpadiimbangan bagi negara
lain memberlakukan suatu standar secara wajib sgteganalisa langkah apa
saja yang dapat diambil pemerintah apabila tejatidak sempurnaan ataupun
kesalahan dalam implementasi peraturan pemberal8Nl secara wajib.
Studi kebijakan yang dituangkan dalam produk hukiemtang penerapan
standar pada suatu produk yang merupakan bahanumlkk produk lainnya.
Penelitian ini juga akan mencari tahu tentang upagmerintah untuk
menanam nilai pentingnya peningkatan kualitas geddthadap perlindungan

konsumen serta terbukanya akses pasar internasional

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitiartkim normative
karena penelitian dilakukan dengan cara menelitiabapustaka atau data
sekunder belak&.Di dalam penelitian hukum ini, data sekunder ragnp:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat dan terdiri
dari:

29 Soerjono Seokanto, Sri Mamudii, Penelitian Hukuotrhatif, Rajawali Pers, hal 13.
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a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu PembukaalangnrUndang
Dasar 1945.
b. Peraturan dasar.
Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR
c. Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
Peraturan Pemerintah dan peraturan setaraf
Keputusan Presiden dan peraturan setaraf
Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
Peraturan Daerah
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi,
e. Yurisprudensi.
f. Traktat
g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hinggankasih berlaku
seperti, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasargenai bahan
hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang| pesglitian, hasil

karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikatinpgk maupun
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primeref@amder, contohnya
kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metpaieg
memiliki kajian lebih bervariasi. Penelitian ini nggunakan metode deduksi.
Metode deduksi dipilih guna menyimpulkan pengetalpengetahuan
kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepat umtekyesaikan suatu
permasalahafl

Proses yang harus dilakukan dalam penelitian ialcdd

30 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Ragdii@to Persada 2010, him 71
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1.

Melakukan tinjauan literatur kebijakan publiperaturan perundang-
undangan terkait standar, ekonomi makro dan mikomemi serta proses
produksi.

Mengamati kelompok sasaran terutama produksindBjP dan produk-

produk hilirnya.

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitialahda

a. Pendekatan perbandingan hukum:

Penelitian perbandingan hukum adalah sebuah tgeelijian hukum

normatif yang mencoba membandingkan sebuah aturkam di suatu

Hukum internasional dan hukun nasional. Tujuankdi@annya penelitian
perbandingan hukum adalah untuk mengetahui bebgrafgmedaan juga
persamaan hukum yang terkandung dalam beberapgatviltukum yang
berbeda.

Pendekatan analisis hukum (analythical approach)

Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan mahelfaengkaji secara
mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perunohal@gngan dan juga
putusan-putusan pengadilan.

Pendekatan peraturan perundangan.

Dalam pendekatan ini seorang peneliti akan bérp@da aturan-aturan
hukum dan putusan putusan pengadilan. la akan rhancoengkaji

keberlakuan sebuah aturan perundangan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari 8 Bab yang disusun gebaerikut:

BAB |

Pendahuluan
Latar Belakang Penulisan

Permasalahan

BAB I

World Trade Organization;
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TBT

ISO/IEC Guide

Pemberlakuan SNI Secara Wajib
Pemberlakuan SNI BjP Secara Wajib

BAB Il

Standarisasi dan Daya Saing

Perjanjian TBT Sebagai Landasan Kebijakan Pemérinta
Standardisasi

Perjanjian Saling Pengakuan

Penggunaan Harmonize System (HS) Dalam Penentoan Y ang
Sninya Diberlakukan Secara Wajib

Lembaga Penilaian Kesesuaian

BAB IV

Baja Pelat Dan Gulungan Canai Panas Dan SNI 07-260&
Masalah —Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Edakinan Sni
BjP Secara Wajib

- Pengaturan Tentang Pengecualian

- Persyaratan Nilai Cpi/Cpk Untuk Mendapatkan SétfiSppt SNI

- Pengawasan Pelaksanaan SNI BjP

Analisa Terjadinya Penyebab Permasalahan Dalaak$siaan

Pemberlakuan Sni Bjp Secara Wajib

BAB V

Kesimpulan

Saran
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A.  WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Kegagalan pembentukdnternasional Trade OrganizatioiTO) pada
tahun 1948 telah tidak menghalangi perkemban@anaral Agreement on
Tariffs and TradgGATT) yang merupakan bagian dari rancangan stdiu®.
Genaral Agreement on Tariffs and Trad€ATT) merupakan perwujudan
keinginan negara-negara untuk menciptakan perag@aag dapat menertibkan
perdagangan duri&?

Pada awalnya status kelembagaan GATT menjadi pelatas utama
dengan munculnya pertanyaan “Apakah GATT merupalaganisasi
internasional ataukah hanya suatu perjanjian iageomal?”. Pertanyaan ini
akhirnya terjawab dengan berakhirnya Putaran Umugweang menghasilkan
suatu perjanjian pembentukan Organisasi PerdagaDgam (Vorld Trade
Organization (WTO)). WTO terbentuk pada tanggal 1 Januari 19889
merupakan salah satu perjanjian yang dihasilkamndaPutaran Uruguay.
GATT 47 diintegrasikan dalam salah satu perjanyang merupakan annex
perjanjian WTO yaknMultilateral Agreement On Trade In GOGD

Tujuan didirikannya WTO terdapat dalam mukadimalrjgpgan
pembentukan WTO yang berbunyi sebagai berikut:

‘ Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegekanomi negara-
negara anggota harus dilaksanakan dengan maksukimeningkatkan standar
hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peniagkpenghasilan nyata,
memperluas produksi dan perdagangan barang dand@gsgan penggunaan
optimal sumber daya dunia sesuai dengan tujuan gegoinan berkelanjutan.

Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidupnaamngkatkan cara-

*lHata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GAIRTWITO Aspek-Aspek Hukum dan Non
Hukum, Refika Aditama,2006, hal 9.

33 |bid, hal 87.
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cara pelaksanaanya dengan cara-cara yang sesumindkebutuhan masing-

masing negara yang berada pada tingkat pembangiloaomi yang berbeda.

Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya skabutuhan akan langkah

langkah positif untuk menjamin agar negara berkempb&hususnya negara

paling terbelakang mendapat bagian dari pertumbuhmerdagangan
internsional sesuai dengan kebutuhan pembangunanoetfnya®. Untuk
mencapai tujuan-tujuan ini diadakan suatu pengaturgang saling
menguntungkan yang diarahkan kepada pengurangdirséaara substansial
dan juga hambatan — hambatan non tarif terhadagagangan serta untuk
menghilangkan perlakukan diskriminasi dalam hubungperdagangan
internasional.

Hasil kesepakatan Putaran Uruguay telah menghasilkeberapa
perjanjian yang diantaranya adaldharket access Textiles and clothing
Agriculture, Services Intellectual property Subsidies and countervailing
measure, Safeguardnti-dumping Trade-related invesment measure (TRIMS),
Technical barrier to trade (TBT)Sanitary and phytosanitry measure (SPS)
Import licensing procedureustom valuationPreshipment inspectiorRule
of origin, GATT—understanding on interpretatio@overnment procurement
The World Trade Orgainizatigispute settlement systefrade policy review
mechanismdan lain sebagainya. Dari banyaknya perjanjian tendapat
sejumlah prinsip yang menjadi landasan bagi sigierdagangan multilateral,
yaitu*>:

a. Most — favoured — natiofM FN): perlakukan yang sama bagi semua.
Negara-negara anggota WTO tidak boleh melakukahkridisasi atau
memberikan perlakuan khusus kepada suatu negansipPini terdapat
dalam Pasal 1 GATT. Prinsip ini juga berlaku un@dneral Agreement on
Trade and Services GATS sebagaimana tercantum dalam Pas&iiah

% The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouiudiflateral Trade negotiations, Marrakesh
Agreement Establishing The World Trade OrganizatidiO 2008, him.4.

% Gofar Bain, Uruguay Round dan Sistem PerdagangasaNbepan, Djambatan, 2001, hal.103.
% The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouhdiutiflateral Trade negotiations, General
Agreement on Trade and ServicésTO 2008, him.287.
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Agreementon Trade—Related Aspects of Intellectual ProperighR
TRIPS sebagaimana tercantum dalam Padal 4

Pengecualian pemberlakuan prinsip ini dalam haltetén tetap
diperbolehkan, misalnya negara-negara dalam sud@yal membuat
kesepakatan perdagangan bebas dan tidak berlakprbdgk yang berasal
dari luar kelompok tersebut. Pengecualian jugartigdehkan ketika suatu
negara meningkatkan hambatdvarfier) terhadap produk dari negara-
negara tertentu yang dianggap telah melakukan gangmn secara tidak
jujur seperti melakukan dumping atau memberikan sislibdi luar
ketentuan WTO.

b. National treatment Perlakuan yang sama ter hadap lokal dan asing.
Ketentuan dalam perdagangan barang menyebutkanabatogduk-produk
impor setelah memasuki wilayah suatu negara haperlakukan sama
dengan produk domestik. Perlakuan yang sama jugadi@n berlaku bagi
foreign and domestic services and foreign locatiémmarks, copy right and
paten(Jasa dari luar negeri dan domestik, merek dadangaten dari luar
negeri dan lokal). Prinsip ini terdapat dalam P&&ATT dan Pasal 17
GATS serta Pasal 3 TRIPNational Treatmentnulai berlaku sejak suatu
produk memasuki suatu wilayah negara.

Kembali pada keinginan negara — negara untuk rpe&rk@n peraturan
yang dapat menertibkan perdagangan dunia, di d&@&NT juga mengatur
hal-hal yang sering kali menjadi persengketaanranggara. Hal-hal yang
menjadi persengketaan antar negara tersebut teldw@gan upaya para anggota
untuk melindungi produksi dalam negerinya. Salatu $gpaya negara untuk
melindungi produk dalam negerinya yaitu dengan negtakukan hambatan
perdagangan, hambatan perdagangan tersebut dapapabéambatan
perdagangan melalui pemberlakuan tardr{ff Barriers).

3" The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouniflofilateral Trade negotiationsgreement on
Trade —Related Aspects of Intellectual PropertyhRig' TO 2008, him.323
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Perjanjian GATT, termasuk berbagai komitmen taahgy membentuk
tariffs schedles merupakan bagian yang tidak dipisahkan. Betiaberapa
kewajiban bagi para anggotan WTO yang tercantuand&etentuan GATH:

a. kewajiban utama sebagaimana terkandung dalam Pgsé#lu menyangkut
jadwal penurunan tarif. Pasal ini mengatur komitmani dari tiap negara
untuk membatasi tarif untuk item-item tertentu dengjumlah yang
dinegosiasikan dalam rinciachedule tarifimerupakan inti dari kewajiban
internasional dalam sistem GATT;dan

b. kewajiban perlakuamNational Treatmensebagaimana diatur dalam Pasal
M.

Di dalam GATT juga diatur tentang pembatasan tiadagemerintah
dalam membatasi impor. Pembatasan tersebut médaifjikuota, subsidi, dan
mekanisme perusahaan negastate trading mechanigii. Schedule tariff,
selain merupakan kewajiban utama dalam GATT jugaupakan bentuk
pembatasan terhadap tindakan pemerintah dalam nesnl@por. Pasal VI
memperbolehkan negara secara unilateral menerapiantervailing duties
untuk menangkal subsidi asing. Yang terakhir adalattakanstate trading
yang ditunjukan pada suatu sistem pengaturan iygoog mengharuskan suatu
impor dilakukan oleh badan atau perusahaan netmusobeh suatu badan yang
diberi hak monopoli. Hal-hal yang mengatur tentatgte tradingterdapat
dalam Pasal XVII GATT.

Selain kewajiban-kewajiban utama, GATT juga mengatentang
pengenaan tarif lewat prosedur pabean. Dalam Kearajewajiban ini GATT
memberikan batasan pada:

a. sistem penilaian v@luation) bagi tujuan kepabeanan sebagaimana diatur
dalam Pasal VII GATT;

b. jenis pungutan-pungutan dan formalitas yang dapkéendkan dalam
kaitannya dengan impor dan ekspor, hal ini tergantlalam Pasal VI
GATT,;

% Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GAaRTWTO Aspek-Aspek Hukum dan Non
Hukum, Refika Aditama,2006 hal. 63
% Ibid, hal 64.
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C. jenis tanda asal barang sebagaimana diatur dalaah RaGATT; dan

d. persyaratan bagi publikasi dan administrasi peaatyserdagangan yang
diatur dalam Pasal X GATT.

Selain mengatur tentang kewajiban-kewajiban, GAUgdaj mengatur
tentang pengecualian-pengecualian yang dapat difakan oleh negara-negara
anggota. Tindakan-tindakan pengecualian ini padsipnya memperbolehkan
negara anggota melakukan suatu tindakan yang kemtgan dengan prinsip
Most Favoured Nation Treatmeii®FN), National Treatmenterta proteksi
melalui tarif. Pengecualian tersebut yaitu:

a. waiver yang diatur dalam Pasal XXV. Pasal ini memperdaeh
CONTRACTING PARTIES yang Dbertindak bersama-sama untuk
membebaskan kewajiban GAYT

b. memperbolehkan pengenaan kuota apabila terjads krésaca pembayaran,
hal ini diatur dalam Pasal XII-XIV;

c. Custom uniondan free trade areadiperbolehkan untuk menyimpang dari
prinsip MEN sebagaimana diatur dalam Pasal XXIduat

d. Penyimbangan aturan aturan GATT untuk menerapkeatysan — peraturan
nasional tentang keshatan atau keselamatan darakeammasional, hal ini
diatur dalam Pasal XX dan Pasal XXI.

GATT melarang proteksi industri. Proteksi yangakiilkan oleh suatu
negara masih dapat diterima sepanjang sesuai déegantuan pengecualian
dalam GATT. GATT mensyaratkan proteksi yang dikd bersifat
transparan. Transparansi ini dapat tergambar padagrlakukan hambatan
tarif yang harus dirundingkan diantara negara-reeganggota WTO
sebagaimana diatur dalam Pasal 1l GATTProteksi yang dilakukan
berdasarkan ketentuan pengecualian dalam GATT mamgapada
pemberlakuan hambatan non tarif. Salah satu PuRgamdingan GATT yang
menghasilkan ketentuan tentang hambatan non taiéla Putaran Tokyo. Dari

Putaran tersebut hambatan non tarif terdiri*éari

4% |bid 65.
“L bid, hal 90.
42 |bid, hal 92.
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. The Agreement On Technical Barrier To Trade(TBAgrjanjian ini sering
kali disebut sebagabtandard Code Pemerintah negara-negara anggota
dapat membuat hambatan atas dasar alasan-alassimatees keamanan,
perlindungan konsumen, atau lingkungan hidup. Pdaiean TBT tidak
boleh menciptakan hambatan yang tidak perlu terjad

. Agreement On Government Procuremegrjanjian ini dimaksudkan guna
menjamin persaingan internasional yang lebih l@dand penawaran kontrak
pemerintah. Di dalamnya terkandung ciri-ciri tendagi kontak-kontrak
dimaksud.

. Agreement On Interpretation and Application of @lgiVI, XVI and XXII
yang dikenal dengaisubsidies CodeMenurut perjanjian ini pemerintah
harus menjamin agar setiap penggunaan subsidi ticekgganggu
kepentingan dagang negara anggota WTO sedangkkakén batasan untuk
menghilangkan dampak negatif subsidi tidak boleh ngganggu
perdagangan internasional juga.

. The Agreement On Implementation of Aticle VII a@ustom Valuation
Code.Perjanjian ini bertujuan untuk meletakan suatiesisyang adil, netral
dan seragam dalam penilaian barang untuk kepamipgbean. Perjanjian
ini mengariskan aturan — aturan penilaian yangi,rimenentukan secara
spesifik cara-cara penerapan ketentuan umum pemilgiabean yang
terdapat dalanGeneral Agreement

. The Agreement On Import Licensing Procedyetjanjian ini mengakui
bahwa prosedur lisensi impor memiliki kegunaan gydapat diterima tetapi
juga hal yang tidak layak sehingga menghambat gardgan internasional.
Perjanjian ini memastikan bahwa tindakan yang dibatnikan merupakan
suatu restriksi terhadap impor.

. The Agreement On Implementation of Article pé&rjanjian ini dikenal
sebagaiAnti-Dumping Code Perjanjian menafsirkan ketentuan Pasal VI
General Agreement yang menggariskan ketentuan entkketn bagaimana

anti dumping dapat dikenakan sebagai perlawandmadap barang impor
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yang di-dumping. Ketentuan dalam perjanjian iniedigikan dengan

pengaturan dalafBubsidies code
B. TECHNICAL BARRIER TO TRADE AGREEMENT (TBT)

Dalam perjanjian TBT penerapan standar dan sistesnilgian
kesesuaian diharapkan akan dapat meningkatkanerefisiproduksi dan
memfasilitasi produk industri untuk masuk ke paséernasional. Selain dari
pada itu penerapan Regulasi Teknis, Standar, tekngsengemasan,
persyaratan label, prosedur penilaian kesesuaidaluneegulasi teknis dan
standar tidak boleh menimbulkan hambatan yang tigeklu dalam
perdagangdfl. Tujuan penerapan Standar ditujukan untuk meligtdomanusia,
hewan, tumbuhan atau kesehatan, perlindungan Inggku hidup atau
pencegahan tindakan perusakan pada batasan yagfukign. Penerapan
standar tidak boleh dilakukan secara diskrimireatiar negara anggota WTO.

Dalam Annex | perjanjian TBT dikemukakan tentandirdsi dari
Regulasi Teknis. Regulasi Teknis adalah sebuahdekuyang menjelaskan
karakteristik produk atau hal yang terkait dengars@s pembuatan produk dan
metode produksi, termasuk ketentuan administr&#menuhan ketentuan
Regulasi Teknis bersifat wafib Regulasi Teknis juga dapat terkait secara
khusus dengan terminologi, simbol (tanda), pengamgsersyaratan label yang
dilakukan terhadap produk, proses, atau metodeujasdd

Sedangkan definisi dari standar adalah dokumen gédmduarkan oleh
lembaga berwenang yang penggunaannya bersifat temmerus, sebagai
pengaturan, pedoman atau karakteristik produk eld@it dengan proses serta
metode produksi yang pelaksanaanya diberlakukaak tisecara wajft.

Standar juga dapat terkait secara khusus dengamnt#ogi, simbol (tanda),

“3The Legal Texts The Result of the Uruguay RounMiofilateral Trade negotiations, Preambule
Agreement on Technical Barrier To TradTO 2008, him 121.

* The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouniflofilateral Trade negotiations, Annex |
Agreement on Technical Barrier To TradTO 2008, him 137.

“Ibid.

“© Ibid.
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pengemasan, persyaratan label yang dilakukan t@phptbduk, proses, atau
metode produksi.

Perbedaan sifat dalam pemenuhan ketentuan dalamaRegeknis dan
Standar telah memberikan konsekuensi yang berbedi perdagangan
internasional. Perbedaan konsekuensi tersebut tafpibat ketika suatu barang
impor tidak memenuhi ketentuan dalam Regulasi ekmaka barang tersebut
tidak dapat memasuki pasar dalam negeri, sedarghéa suatu produk impor
tidak memenuhi ketentuan standar, produk tersekagihmdapat memasuki
pasar dalam negeri.

Selain dari pengertian Regulasi Teknis dan Stamtialalam Perjanjian
TBT juga terdapat pengertian Prosedur Penilaianesiggan ¢onformity
assessment procedird’rosedur adalah prosedur yang dipakai langsteng a
tidak langsung untuk menetapkan bahwa persyaragang yelevan dalam
regulasi teknis atau standar telah terpenuhi.

Dalam Pasal 2 Perjanjian TBT menyatakan bahwa ppaarRegulasi
Teknis dan Standar harus diperlakukan sama padaaseegara tanpa adanya
diskriminasi. Pasal 2.4 menerangkan prinsip mengkam standar
internasional yang relevaalam Pasal ini disarankan apabila telah terdapat
standar internasional maka ketika akan diberlakukastu Regulasi Teknis,
Regulasi Teknis tersebut harus menggunakan stantiEmnasional sebagai
bagian yang relevan darinya. Hal ini dapat dikekaal apabila standar
internasional yang dimaksud atau bagian yang relelainya akan menjadi
sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untegnuhan tujuan sah yang
akan dicapai, misalnya karena standar internasibeyadt menjadi tidak efektif
karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor gafig yang mendasar atau
masalah teknologi yang mendasar. Ketentuan iniudigialam Pasal 2.4
Perjanjian TB1".

Dalam Perjanjian TBT ditentukan bahwa negara-negaggota WTO
dalam membuat Regulasi Teknis, standar dan progeehifaian kesesuaian

yang memiliki kesesuaian dan keharmonisan dengeariat internasional 1SO,

4T |bid 122, TBT
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IEC dan Codex Alimentarius sebagai acuan dalam roatnperaturan atau
kebijakan di bidang standardisasi. Pengaturan ishksérkan Pasal 2.4 — 2.6,
Annex 3(F)-(G) Perjanjian TBTode of GoodPracticedan pasal 5.4 dan 5.5
mengatur regulasi teknis. Secara sederhana ketentuadisebut sebagai
Prinsip Harmonisasi.

Prinsip  Transparansi berdasarkan Pasal 2.9 Perjanjian TBT
merupakan hal yang pentitigPrinsip ini menggambarkan keterbukaan antar
anggota WTO dalam hal pemberlakuan suatu Regukdani3. Dalam prinsip
Transparasi berarti bahwa setiap negara anggotikakehembuat atau
menerapkan suatu regulasi teknis, standar maupnitajg@ kesesuaian wajib
diumumkan dan memberikan kesempatan kepada pubtikk umemberikan
tanggapan terhadap rancangan regulasi teknis, astalah prosedur penilaian
kesesuaian yang akan dikeluarkan.

Dalam menerapkan Regulasi Teknis harus melakukgiankaisiko.
Kajian resiko ini terkait dengan tersedianya infasmnilmiah dan teknis,
teknologi pemprosesan terkait atau kegunaan akijiran dari produk.
Regulasi Teknis tidak dapat diberlakukan lagi alpakeadaan atau tujuan yang
menyebabkan ditetapkannya peraturan tersebut tdizk lagi, atau apabila
keadaan dan tujuan yang berubah tersebut dapg@aiidangan cara yang tidak
terlalu membatasi perdagangan

Dalam prosedur penilaian kesesuaian, pengertiab&iam-hambatan
yang tidak perlu dijelaskan dalam pasal 5.1.2 y@erpunyi:

“Conformity assessment procedures are not preparadopted or
applied with a view to or with the effect of creati unnecessary
obstacle to international trade. This means, iraéa, that conformity
assessment procedures shall not be more stricteoraplied more
strictly than is necessary to give the importing mMber adequate
confidence that products conform with the appliealtechnical
regulations or standards, taking account of theksishon conformity
would create”

“% |bid, hal.123.
“9TBT Agreement Pasal 2.2.
0 TBT Agreement Pasal 2.3.
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Prosedur penilaian kesesuaian disusun dengan matidakl untuk
menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdgge internasional.
Dengan demikian prosedur penilaian kesesuaian Hehis sederhana atau
diterapkan lebih mudah sehingga dapat menimbulkaperlcayaan kepada
anggota pengimpor bahwa produk yang dimaksud telamenuhi Regulasi
Teknis atau Standar yang diterapkan. Hal ini dikaku dengan
mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Dalam teajadi perubahan
terhadap spesifikasi suatu produk setelah kesesuRéegulasi Teknis atau
standar maka perlu dilakukan modifikasi. Apabilagiasi Teknis yang
disusun telah menimbulkan hambatan perdagangantigaigperlu maka akan
dilakukan necessity te3t Dalam perjanjian TBT tidak mengatur mengenai
necessity testhnamun hal ini dapat dilihat dari beberapa kasug yada di
WTO.

ISO/IEC GUIDENCE

Ketentuan dalam Pasal 2.6 Perjanjian TBT menyebutkahwa
"Dengan maksud untuk mengharmoniskan Regulasi Seatas dasar seluas
mungkin, negara anggota harus berperan sepenuhrglamd batas
kemampuannya dalam menyusun standar internasi@m gesuai dengan
produk yang telah mereka tetapkan atau untuk meketa regulasi
teknisnya® dengan demikian negara-negara anggota WTO sedapagkin
untuk membantu pembentukan standar internasion&ingga tercipta
keharmonisan yang akan mempermudah perdagangamaisittnal. Dalam

Pasal 9 Perjanjian TBT menyebutkan bahwa untuk anenj kesesuaian

*1wro agreements contain a number of provisions, whiovhole or in part are commonly referred
to as "necessity tests". Notably, these includécket XX and Xl of the GATT; GATS Articles XIV
and VI:4, paragraph 2(d) of Article XII and paragia5S(e) of the Annex on Telecommunications;
Articles 2.2 and 2.5 of the TBT Agreement; Articl2® and 5.6 of the SPS Agreement; Articles 3.2,
8.1 and 27.2 of the TRIPS Agreement; and Article228f the Agreement on Government
Procurement. For ease of reference, the texts efettprovisions are annexed to this Note. Since
several of them have not yet been subject to dispettiement procedures, no jurisprudence has been
developed on them to date, "NECESSITY TESTS" IN TWEO Note by the Secretariat WTO, 2003.

2 The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouniflokilateral Trade negotiationd\greement on
Technical Barrier To TradéeNTO 2008, him.123.
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Regulasi Teknis dengan standar internasional negayara anggota dapat
merumuskan dan mengadopsi sistem internasionalmddial penilaian
kesesuaiall. Dengan demikian keberadaan standar internasiafaddm
penerapan suatu regulasi teknis tentang penerag@andas telah menjadi
persyaratan utama.

Dilatarbelakangi oleh kegiatan sertifikasi produkrkait dengan
penerapan standar oleh negara — negara di dun@ ry@mbutuhkan suatu
wadah khusus yang memiliki tugas dan fungsi tegp@mbentukan standar dan
panduan maka munculamternational Organization for Standardization
Panduan sertifikasi internasional yang dihasilks@ pertama kali muncul pada
tahun 1970. Terbitnya panduan ini berdasarkan pgak@&egara — negara angota
ISO.

Untuk dapat menjual produk industri ke pasar irdsional secara
kompetitif produsen dalam negeri ditantang oleh &éan pemenuhan
tingginya kualitas mutu produk yang di minta olebn&umen internasional.
Pemenuhan standar yang dipersyaratkan merupakan yang tidak dapat
ditawar lagi. SNI sebagai suatu standar nasion@ndgroses perumusannya
dapat mengadopsi standar internasional. Dengankaenkemampuan industri
dalam negeri dalam pemenuhan SNI yang memiliki tkegan dengan standar
internasional akan mewujudkan daya saing yang leik

Alasan untuk mengadopsi Standar ISO/IEC karesvadsir internasional
dimaksud telah diadopsi oleh banyak negara damagitan oleh pabrikan,
organisasi perdagangan, pembeli, konsumen, labanaigengujian, regulator
dan pihak lain yang berkepentingan. Standar inggonal secara umum
mencerminkan pengalaman terbaik dari industri, pengeliti, konsumen, dan
regulator secara menyeluruh serta mencakup kebutddagai negara. Dari
penjelasan tersebut standar internasional merupsddam satu unsur penting

dalam penghapusan hambatan teknis dalam perdagangan

3 The Legal Texts The Result of the Uruguay Rouniflokilateral Trade negotiationd\greement on
Technical Barrier To TradéeNTO 2008, him.130.
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Dalam Perjanjian TBT-WTOWTO-TBT Agreemendianjurkan bahwa
agar selalu diupayakan untuk mengadopsi dan meagganstandar ISO/IEC
sebagai bagian dari Standar NasidhalDengan demikian perlu pula
mengupayakan penarikan Standar Nasional Indoneargy ybertentangan
dengan standar ISO/IEC sesegera mungkin sehingtgk tmenimbulkan
hambatan yang tidak perlu. Perjanjian TBT memurigkin untuk tidak
mengadopsi standar internasional secara menyeldgalam kasus-kasus
tertentu atau untuk kasus tertentu yang terkaitgaenaspek keamanan,
perlindungan kesehatan dan keselamatan manusiaj p&lindungan
lingkungan, atau faktor iklim, geografi atau mabkaldéeknologi yang
mendasar>

Di Indonesia yang bertugas menjaiquiry point/notification body
adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penet@f&l sebagaenquiry
point/notification bodyberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahuh 200
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,3$agaganisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, Badand&t@isasi Nasional
mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksahagas pemerintahan
di bidang standardisasi nasional. Dalam merumuSRhiIrBSN bersama Panitia
Teknis (Pantek) yang beranggotakan instansi tedapedoman pada standar
internasional. Dalam memberikan pedoman BSN telahydk mengadopsi
ketentuan dalam pedoman ISO/IHSQ/IEC Guide.

ISO / IEC diterbitkan dalam dua bagian yaitu bagdiaProsedur untuk
pekerjaan teknis dan bagian 2: Aturan untuk stru@an penyusunan Standar
Internasional. Selanjutnya, ISO dan IEC telah matlen prosedur

independen. Segala bentuk pengaturan yang terkamgath proses

** pasal 9 Perjanjian TBT.

%5 pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 03.1:200p#id&iandar Internasional dan Publikasi
Internasional lainnya, Bagian 1: Adopsi Standagimasional menjadi SNI (ISO/IEC Guide 21-
1:2005,Regional or national adoption of International Stiands and other International Deliverables
— Part 1: Adoption of International StandarddOD), Pendahuluan, hal. iii.
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pengembangan standar diberikan dalam prosedur dudakrosedur dimaksud

yaitur®;

a. Arahan, bagian ini menetapkan prosedur yang haiilautid dalam
Organisasi Internasional untuk Standarisasi (1S&)) ldomisi Elektroteknik
Internasional (IEC) dalam melaksanakan pekerjaaknide mereka
khususnya terkait pengembangan dan pemeliharaama8tdnternasional
melalui kegiatan komite teknis dan badan dibawahit$® / IEC JTC 1
telah memiliki prosedur yang berbeda dalam masiaging bagian dari
yang berlaku dalam ISO dan IEC. Baik ISO dan IECmimerikan
bimbingan tambahan dan alat untuk semua mereka padgli dengan
penyiapan dokumen teknis.

b. modifikasi dari teks penghubung;

c. masuknya waktu maksimal yang diperbolehkan untukgesbangan
publikasi;

d. penambahan prosedur untuk penarikan Panduan;

Prosedur ini telah ditetapkan oleh ISO dan IEC gumenciptakan
pengeluaran biaya yang efektif dan tepat waktuassecara luas diakui dan
berlaku umum. Dalam rangka mencapai tujuan inisgdar didasarkan pada
berikut konsep:

a. teknologi dan manajemen modern program
Dalam rangka prosedur ini, pekerjaan dapat dipatcegan tugas
ahli dan sekretariat difasilitasi baik dengan perdgn teknologi baru yang
progresif dan modern metode pengelolaan program;

b. Konsensus yang mensyaratkan resolusi keberatatasslad. Hal ini adalah
penting karena merupakan prosedural prinsip dawlikbgang diperlukan
untuk penyusunan Standar Internasional yang akan
diterima dan digunakan secara luas. Negosiasi tdipprlukan untuk
pekerjaan teknis guna kemajuan, kecepatan, ses@use perselisihan
teknis yang signifikan.

*% http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/&sads%20Activities/International%20Standardizat
ion/ISO/ISO_IEC_Directives_Partl.pdf
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c. Disiplin, badan-badan nasional perlu untuk memastikdisiplin
sehubungan dengan tenggang waktu dan jadwal.

Dokumen ISO/IEC memiliki karakteristik yang umum nda
merefleksikan kegiatan yang nyata. Dokumen seafikyang dipersiapkan
ISO/IEC dan menjadi pedoman standar internasionbliatl berdasarkan
persyaratan-persyaratan WTO dalam membangun pedorstandar
internasional. Ciri umum dari dokumen ISO/IEC attaltidak perspektive dan
tidak menghalangi. Ketentuan penerapan dokumemerupakan pernyataan
dari suatu kebijakan. Dokumen ISO/IEC merupakan udwn yang
memaparkan tentang suatu proses.

Terkait dengan sertifikasi produk, ISO/IEC Guidenjadi pedoman
penentuan jenis skema yang akan digunakan dalasegpreertifikasi terkait
pemberlakuan suatu standar secara wajib melaluulRgigTeknis. Dokumen
sertifikasi dalam ISO/IEC Guide terdiri dari lim8Q@/IEC Guide’. Kelima
ISO/IEC Guide tersebut adalah ISO/IEC Guide 67:20BO/IEC Guide
28:2004, ISO/IEC Guide 53:2005, ISO/IEC Guide 6949 ISO/IEC
17030:2003.

ISO/IEC Guide 67:2004 telah diadopsi dalam PedoS8tandardisasi
Nasional (PSN) Nomor 302:2006. Kegiatan sertifikasnurut Pasal 4.1.2 PSN
adalah kegiatan dimana suatu pihak ketiga membejé&ainan tertulis yang
menyatakan bahwa suatu produk (termasuk prosegadah telah memenuhi
persyaratan standar. Kegiatan sertifikasi dihamapBapat dilakukan pada
kepentingan publik dan dilakukan oleh lembaga yadgpenden.

Terdapat tiga manfaat fundamental dari sertifikpsoduk yaitu
pertama untuk mengatasi kekhawatiran konsumen,go@iagdan semua pihak
yang berkepentingan, melalui pembentukan kepercayaag terkait dengan
pemenuhan persyaratan; kedua sertifikasi produlatddpergunakan oleh
pemasok untuk menunjukkan keterlibatan pihak ketigdam hal ini Lembaga

Sertifikasi) kepada pasar;dan yang terakhir bahwsdifikasi tidak harus

®"|SO Standard dan Guide On Product CertificatiotGbgeme Drake, Head of Confirmity
Assassment , ISO Central Secretariat, Regional $anx on Certfication, New Delhi, 2004
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menggunakan sumber daya yang berlebihan sehinggegelmabkan harga
produk menjadi mah3i.

Secara umum sertifikasi merupakan suatu teknik kumengatasi
permasalahan yang terkait dengan desain, proddiksiibusi, pemakaian dan
pembuangan produk. Sertifikasi produk merupakariakag yang dilakukan
lebih dari 100 tahun sehingga banyak bentuk deasfi produk yang efektif
dilaksanakan diberbagai berbagai penjuru duniaktiitas suatu proses
sertifikasi bergantung pada pemilihan skema yaran akiberlakukan secara
wajib oleh regulator.

Berdasarkan Pasal 5.1.2 Sertifikasi produk setitiénya memadukan
tiga tahapan fungsi yaitu seleksi (sampling) deteasi; dan review dan
penetapan (keputusan). Selain dari ketiga elemealiet ada elemen lain yang
dapat dimasukan seperti asesmen proses produksisapling dipasar.
Penambahan item ini berdasarkan tingkatan sedifif@oduk. Tingkatan

sertifikasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 4 Bentuk/ Jenis Sistem Sertifikais Produk

Elemen Sistem Sertifikasi Produk Sistem sertifikasduk

lalib| 2| 3] 4| 5] 6| N°
1. Seleksi (sampling) sesugix | X | X | X | X| X
Kebutuhan

2. Determinas? karakter, sesuaix | X | X | X | X | X | X
kebutuhan melalui:
a) Pengujian (ISO/IEC 17025)
b) Inspeksi (ISO/IEC 17020)
c) Penilaian desain

d) Asesmen jasa

3. Review'? (evaluasi) x| x| x| x x| x X

4. Keputusan sertifikasi X | X | X| X]| X]| X]| X

%8 pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302:2004ngrRenilaian kesesuaian — Fundamental
sertifikasi produk, Pasal 4.2.2.
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Pemberian, pemeliharaan, perluasan,

pembekuan, pencabutan, sertifikasi

5. Lisensi (penetapdn
Pemberian, pemeliharaan, perluasan, |x |X |X |[X |X |X
pencabutan hak menggunakan

sertifikat atau tanda kesesuaian.

6. Surveilan X X | X

a)

Pengujian atau inspeks

sample dari pasar

b) Pengujian atau inspesi dari X | X | X
pabrik X | X

c) Audir sistem mut%
dikombinasikan dengan X | X | X [X
pengujian acak atau inspeksi

d) Asesmen proses produksi atau
jasa

a. Apabila diperlukan elemen-elemen di atas dapatitiiédva dengan
asesmen awal dan surveilan terhadap sistem mutuohmen
(contoh diberikan kepada ISO/IEC Guied 53) ataisrase awa
terhadap proses produksi, urutan dimana asesmex didgkukan
bervariasi.

b. Sistem sertifikasi produk harus sekurang-kurangyanaakup
elemen 2,3 dan 4.

c. Model sistem sertifikasi produk yang sering dipekan dan
berhasil baik diuraikan dalam ISO/IEC Guide 28; mlothodel
itulah berhubungan dengan sistem 5.

d. Untuk sistem sertifikasi terkait dengan produk yapgsifik, istilah
skema dipergunakan.

e. Sistem yang menggunakan bacth testing dan 100%gedapat

merupakan sistem sertifikasi apabila sekurang-lgmga

memasukan elemen-elemen pada sistem la.
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f. Lihat definisi ada PSN 303-2006.
g. Pada sejumlah sistem, eveluasi diartikan sebagerndmasi,

sedangkan pada sistem lainnya sebagai review.

Dari gambaran tabel 2, di dalamnya terdapat 6msistertifikasi yaitu

Sistem 1la, Sistem 1b, Sistem 2, Sistem 3, SisteBisfem 5 dan Sistem 6.

Penetapan pemilihan penggunaan salah satu sistsebw¢ dalam suatu

Regulasi Teknis didasarkan pada tingkat kemampuodaostri produk yang

standarnya akan diberlakukan secara wajib. Tingkgukuran kemampuan ini

sangat bergantung pada kebutuhan industri dan paaibusi. Berikut
penjelasan dari masing-masing sistem:

a. Sistem la, sistem ini mencakup pengujian sampelubro/ang dinilai
kesesuaiannya. Sampling yang diambil dapat mewatkl tidak mewakili
(statistically significant keseluruhan populasi prodiik Berdasarkan
urutan proses sistem sertifikasi ini mencakup:

1. permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi;

2. determinasi karakteristik melalui pengujian ataesasen;
3. evaluasi laporan pengujian atau asesmen;

4. pengambilan keputusan.

b. Sistem 1b, Sistem ini mencakup proses pengujiansdameling produk
yang dinilai kesesuaiannya. Sampling mencakup @elpopulasi produk.
Sertifikat kesesuaian diberikan kepada setiap grodung terwakili oleh
sampel’. Sistem sertifikasi ini meliputi proses:

1. permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi;
determinasi karakteristik melalui pengujian ataesasen;
evaluasi laporan pengujian atau asesmen;

pengambilan keputusan;

o ~ w0

penerbitan lisensi

% pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-2010&rtg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.2.
% pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-2016rtg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.3.
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C.

Sistem 2, sistem ini mencakup pengujian dan s@aweiasar. Surveilan
pasar dilakukan dengan mengambil sampel produkpadaar dinilai untuk
mengetahui keberlanjutan kesesuaiafthyaSistem sertifikasi ini
melingkupi proses:

1. permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi;

2. determinasi karakteristik melalui pengujian ataesasen;

3. asesmen awal terhadap proses produksi atau sisiém sesuai
kebutuhan;

evaluasi laporan pengujian atau asesmen;

pengambilan keputusan;

penerbitan lisensi;

N o o k&

surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi datapepasar;

Perlu diperhatikan bahwa sistem ini dapat mengifilesti dampak dari
rantai distribusi terhadap kesesuaian, namun sudde yang diperlukan
untuk dapat melaksanakan sistem ini sangat bayaimping itu, apabila
ketidaksesuaian yang signifikan ditemukan, tindgkaventif yang efektif
dilakukan bersifat terbatas karena produk sudaistdiolisikan ke pasar.
Sistem 3, Sistem ini mencakup pengujian dan sawegiabrik. Surveilan
pabrik dilakukan dan sampel produk yang diambili dampat produksi
yang dinilai untuk diketahui keberlanjutan keseamay&®. Sistem
sertifikasi ini mencakup proses:

1. permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi;

2. determinasi karakteristik melalui pengujian ataesasen;

3. asesmen awal terhadap proses produksi atau sisiém sesuai
kebutuhan;

evaluasi laporan pengujian atau asesmen;

o

pengambilan keputusan

o

penerbitan lisensi;

®1 pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-20106&rtg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.4.
%2 pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-2016értg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.5.
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7. surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi datapepabrik dan
asesmen pada proses produksi.

Sistem ini tidak dapat mengidentifikasi dampak dsaluran distribusi

terhadap kesesuaian, namun apabila ketidaksesug&rg serius

diketemukan, kesempatan untuk mengatasi ketidaksgstersebut masih

terbuka sebelum produk didistribusikan secara kegsasar.

e. Sistem 4, Sistem ini mencakup pengujian dan saweiérhadap sampel
dari pabrik atau dari pasar, atau kedu&hysSistem sertifikasi ini
mencakup proses:

1. permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi;

2. determinasi karakteristik melalui pengujian ataesasen;

3. asesmen awal terhadap proses produksi atau sistetm, rsesuai
kebutuhan;

evaluasi laporan pengujian atau asesmen;

pengambilan keputusan;

penerbitan lisensi;

N o o &

surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi dasiapepabrik dan

asesmen proses produksi;
8. surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi datapepasar.
Perludi ingat bahwa sistem ini dapat mengidentsiildampak dari saluran
distribusi terhadap kesesuaian dan menyediakan miszha pra-pasar
untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaj@ng serius.
Duplikasi usaha yang signifikan dapat terjadi bgmioduk yang
kesesuaiannya tidak terpengaruh pada saat pratabusi.

f. Sistem 5, Sistem ini mencakup pengujian dan swaweiérhadap sistem
mutu yang terkait. Surveilan terhadap sistem mutaksanakan pada

sampel produk dari pabrik atau dari pasar atau &eyhu Penilaian

% pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-2016rtg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.6.
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dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan kesesogd@h Sistem

sertifikasi ini mencakup proses:

1.
2.

© N o 0 &

permintaan sampel oleh lembaga sertifikasi;

determinasi karakteristik melalui pengujian ataesasen;

asesmen awal terhadap proses produksi atau sisiém sesuai
kebutuhan;

evaluasi laporan pengujian atau asesmen;

pengambilan keputusan;

penerbitan lisensi;

surveilan proses produksi atau sistem mutu ataugked;

surveilan dengan cara pengujian atau inspeksi datapgabrik atau

dari pasar, atau keduanya.

Catatan: Sejauh mana ketiga elemen surveilan ditakdapat disesuaikan

dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian msiste meyediakan

fleksibilitas yang luas bagi pelaksanaan surveilan.

g. Sistem 6

Sistem ini khususnya mengarah pada sertifikasiesrasau jasa Sistem

sertifikasi ini mencakup:

N o o bk~ 0w Db P

determinasi karakteristik melalui asesmen prosas jasa;
asesmen awal terhadap sistem mutu, sesuai kebytuhan
evaluasi;
pengambilan keputusan;
penerbitan lisensi;
surveilan dengan audit sistem mutu;
surveilan dengan cara asesmen terhadap prosgasdau
ISO/IEC 28:2004 (Conformity assessment) merupaledoman untuk

pihak ketiga dalam sertifikasi produk. Gambaran omuntuk 28:2004 adalah

merupakan suatu pendekatan operasional pada pedédikasi produk untuk

%4 pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-2016&rtg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.7.
% pedoman Standardisasi Nasional Nomor 302-2016rtg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 6.3.7
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Sistem 5. ISO/IEC 28:2004 telah diadopsi secarah upada Pedoman
Standardisasi Nasional Nomor 304:2006. Pedomamarnberikan panduan
umum untuk suatu sistem sertifikasi produk yangssie Sistem sertifikasi

produk yang diuraikan dalam pedoman ini terkaitgdensertifikasi produk
Sistem 5 sebagaimana diuraikan dalam PSN 302 -.20@& menentukan
kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan yaitah tditetapkan

dilaksanakan melalui pengujian awal terhadap samppaduk, asesmen dan
surveilan, sistem mutu yang terkait dengan pembugaduk itu, serta
surveilan melalui pengujian sampel produk yang tidaari pabrik atau pasar
atau keduanya.

Proses sertifikasi berdasarkan pedoman ini diadedigan pengajuan
permohonan sertifikasi yang diajukan oleh produs@n pemasok atau sesuai
skema sertifikasi yang ditetapkan. Proses selaygutadalah Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro) melakukan asesmen awdbatap permohonan
yang dilakukan. Dalam proses asesmen awal tergapses terdapat asesmen
produksi dan asesmen mutu.

Tahapan setelah dilakukan asesmen awal adalahatahagngujian.
Proses pengujian diawali dengan pengambilan sapipduk untuk pengujian
dan penilaian produk dilakukan sesuai dengan pextya yang ditetapkan
dalam skema sertifikasi produk. Sampel sebaiknypatdanewakili secara
representatif untuk semua lini atau kelompok progakg disertifikasi, dan
sebaiknya diambil dari komponen dbagian perakitanyang identik dengan
yang dipergunakan di produksi. Produk yang diamb#bagai sampel
diproduksi dengan peralatan dan metoda yang dipakgun dalam pelaksanaan
produksi. Apabila pengujian didasarkan pada sammbtipe, maka pengujian
untuk konfirmasi atau pemeriksaan yang diperlukaru$ diambil dari sampel
produksf®.

Proses evaluasi (kajian) harus dilaksanakan untekemukan apakah

hasil asesmen awal terhadap proses produksi amsmutu serta pengujian

% pedoman Standardisasi Nasional Nomor 304-2016értg Penilaian Kesesuaian —Fundamental
Sertifikasi Produk Pasal 5.3.1
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awal memenuhi persyaratan. Setelah proses evalilmgikan maka keputusan
sertifikasi harus diambil. Pernyataan kesesuaiarg ytalah diputuskan dapat
dituangkan dalam bentuk laporan.

Terkait dengan pengaturan kondisi di mana tanda skemifikasi
kesesuaian dapat dipergunakan, serta penetapan atanksi apabila terjadi
penyalahgunaan, LSPro wajib menyampaikan perjanjisensi. Lingkup
sertifikasi lisensi dapat diperluas dengan pengajysermohonan harus
mengajukan permohonan. Dalam hal ini, LSPro damahutuskan untuk tidak
melakukan asesmen terhadap proses produksi atiunsimutu, akan tetapi
tetap harus melaksanakan pengujian terhadap sajepsl produk yang
ditambahkan untuk menentukan kesesuaian produkebigtrs terhadap
persyaratan acuan. Apabila hasil pengujian menuajukhasil yang positif,
maka lingkup sertifikasi dapat diperluas dan pé@gan lisensi dapat
dimodifikasi. Apabila produk yang akan ditambahkifgak mengacu pada
persyaratan acuan yang sama, atau mencakup tamiasiiaas produksi yang
tidak tercakup dalam lisensi maka diperlukan pelakan asesmen semua
bagian prosedur permohonan yang tidak mencakupisidrattu tersebut.

Dalam rangka pengawasan penerapan ketentuan dédachas LSPro
melakukan surveilan secara berkala maupun secaidemal apabila terjadi
kondisi tertentu. Untuk dapat membedakan antardytrgang telah memenuhi
ketentuan standar dan telah memiliki sertifikat esemian maka kegiatan
penandaan pada produk oleh penerima serfifikat

ISO/IEC Guide 53:2005 tentang penilaian kesesug@onformity
Assessmehtadalah suatu pendekatan pemanfaatan sistempadgusertifikasi
produk oleh LSPro. Pedoman ini menggunakan penaek8istem 5 pada
sertifikasi Produk. Pendekatan Sistem 5 mensyarafi@nggunaan Sistem
Manajemen Mutu Quality Management Systgm(SMM /MQS) dalam
menentukan keputusan sertifikasi produk. Penil@lalam sistem ini terkait
dengan Pengujian Produk pada:

a. line produksi (At the production line);

7 pasal 10, PSN 304:2006.
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b. Pasar (From the market);

c. Keberlangsungan Sistem manajemen mutu (yang tigakn mlibuktikan
dengan kepemilikn Sertifikat Manajemen Mutu) seqesyaratan sistem
manajemen mutu; dan

d. Penilaian pada Audit Pabrik suplayer pada untulitdau sistem
manajeman.

ISO/IEC Guide 53:2005 diadopsi secara keseluruhatand Pedoman

Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 305:2006 tenkaglaian Kesesuaian,

Pedoman Penggunaan Sistem Manajemen Mutu Orgamsésmin Sertifikasi

Produk.

Bentuk skema sertifikasi produk dalam pedoman inelipati
pelaksanaan fungsi

a. seleksi;

Fungsi Seleksi terkait dengan informasi yang dibkdun guna pelaksanaan
penentuan kesesuaian terhadap persyaratan. Bilanisagi telah
menerapkan sistem manajemen mutu, lembaga sestifileaus mereview
dokumen yang terkait, untuk mengetahui kesiapan Hemampuan
organisasi itu serta sejauhmana sistem manajemgnitadelah terbentuk.
Penerapan sistem najemen mutu tergantung pada sertifikasi produk
yang diterapkan dan sejauhmana skema itu menggunp&esyaratan
sistem manajemen mutu. LSPro harus memstikan bpemahon setidak-
tidaknya telah memiliki tingkat pengalaman yang imum dalam
penerapan sistem manajemen mutu, sebelum organisasebut
mengajukan permohonan sertifikasi produk.

b. determinasi;
Fungsi determinasi dilakukan dengan didahului aseestigasi oleh tim
asesmen pada fasilitas organisasi pemohon. Dalasepini tim asesmen
harus melakukan sejumlah tindakan sebagai berikut :
a). memastikan bahwa seluruh informasi yang dipbrodalam

permohonan sertifikasi benar dan lengkap;
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b). memeriksa bahwa organisasi memiliki peralattaf, dan fasilitas
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang harus
dilaksanakannya, sehubungan dengan pelaksanaara skentifikasi
produk;

c). meminta organisasi menunjukkan kemampuannyakumemonitor
dan mengukur produk yang disertifikasi, agar kemesuproduk itu
terhadap persyaratan produk yang dipergunakan das&ema
sertifikasi produk dan dapat dipastikan hal ini atapnencakup
verifikasi hasil uji atau laporan inspeksi;

d). memastikan bahwa organisasi melaksanakamsistenajemen mutu
yang perlu diterapkan oleh organisasi sebagai baakama sertifikasi
produk, dan organisasi memiliki pengaturan yan@rnesna untuk
memastikan agar sistem manajemen mutu itu dapatagkan secara

efektif dan dipelihara secara kontinyu.

review dan penetapan;dan

Dalam melaksanakan fungsi review dan penetapan d.-Seapat
menyaksikan secara langsung seluruh pengujian atspeksi yang
dilakukan,termasuk pengambilan contoh (sampling®u amenyaksikan
secara langsung sebagian jenis pengujian atauksispgau mereview
hasil uji atau laporan inspeksi dan menerima hagisdtau laporan inspeksi
tersebut apabila kebenarannya dapat diyakini. Dd&lahskema sertifikasi
produk, dimana produsen dapat diberikan wewenamggni) untuk
menggunakan tanda kesesuaian bagi produk yang slumaklalam

sertifikasi produk, maka fungsi review diterapkandsi surveilan.
surveilan.
Fungsi surveilan diperlukan untuk memperoleh kepasbahwa produk

yang telah disertifikasi dapat secara kontinyu marhepersyaratan acuan

dalam periode waktu yang ditetapkan dalam sersifikgoduk. Prinsip
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umum yang harus diberlakukan dalam menjalankansiungveilan adalah

sebagai berikut:

a)

b)

dalam melaksanakan surveilan pada fasilitag& rarganisasi, asesor
lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa selyatsyaratan
sistem manajemen mutu yang dicakup dalam skeméksesit produk
dapat dipenuhi, dan bahwa produk yang dimaksudndalertifikasi
produk dapat dipertahankan dan dikendalikan kesmsuga terhadap
persyaratan acuan. Untuk itu biasanya surveilansh@iga mencakup
penyaksian (witnessing) sejumlah pengujian atapeiks, verifikasi
rekaman, dan penilaian kesesuaian produk terhaglagaratan.
Selama surveilan, kriteria yang dipergunakamusadiperhatikan,
apabila dalam kategori produk yang telah disedsdikerdapat produk
baru atau produk yang telah dimodifikasi.

Setelah ditentukan bahwa adanya perubahan itu dagaungkinkan
penggunaan tanda kesesuaian pada produk yang bdloiai
kesesuaiannya, asesor harus berkonsultasi denggbapeatau
kelompok di lingkungan lembaga sertifikasi, yangnmiki tanggung
jawab untuk menetapkan sertifikasi.

Frekuensi minimum kunjungan surveilan haruerditkan dalam
skemasertifikasi produk. Surveilan harus dilakutexhadap seluruh

lokasi yang dicakup dalam skema sertifikasi produk.

ISO/IEC Guide 65:1996 merupakan persyaratan umuotakubadan-
badan yang mengoperasikn sistem-sitem sertifikedam panduan ini terdapat
persyaratan struktur organisasi, perilaku organidas kegiatan organisasi.
Organisasi tersebut memberikan pelayanan jasa dgrambuatan perjanjian
untuk melakukan proses sertifikasi, pengujian damgpmbilan keputusan
sertifikasi.

ISO/IEC Guideyang terakhidalam serifikasi produk adalahlSO/IEC
17030:2003 yang merupakan persyaratan umum untak dietiga terhadap
penandaan kesesuaiddedoman iniberisi:

a. Rancangan dan Aplikaddésign and application)
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b. Kepemilikian dan pengawasa@wnership and control);
c. Proses penanda#&Rrocess of issuing marks);
d. Pengawasan penggunaan tanda keses(M@mtoring the use of marks).

ISO/IEC 17030:2003 telah diadopsi secara menyeldaléan Pedoman
Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 306:2006 tenParglaian Kesesuaian —
Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian prexhaidap SNI. Dalam
pedoman ini Pembubuhan tanda kesesuaian SNI padakpnarus dilengkapi
dengan informasi tentang:

(@) nomor SNI yang diacu;
(b) kode lembaga sertifikasi yang menerbitkambisesesuai dengan ketetapan
KAN.

Informasi tersebut diperlukan agar SNI yang diaeselsuaiannya dan
lembaga sertifikasi yang menyatakan kesesuaiarebgrsdapat ditelusuri
dengan mudah. Tanda kesesuaian SNI harus dibubidrkgsung pada produk,
kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena akuproduk tersebut terlalu
kecil atau karena sifat dari produk tersebut; datehyang demikian, tanda
kesesuaian SNI harus dibubuhkan pada kemasan iteykeg dipergunakan
dalam memasarkan produk tersebut. Pembubuhan k&asésuaian SNI harus
diletakkan pada tempat yang mudah terlihat denda@aman yang sedemikian
rupa agar tanda kesesuaian SNI dan informasi papnga dapat terbaca

dengan mudah tanpa alat bantu.

D. PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESI SECARA WAIIB.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-gatigtandar yang
berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskeh Panitia Teknis yang
beranggotakan instansi teknis terkait dan ditetap&keh BSN. Agar SNI
memperoleh keberterimaan yang luas antara paraelsiler, maka SNI

dirumuskan dengan memendiiTO Code of good practie yaitu:

88 http://www.bsn.or.id/sni/about_sni.php
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a. Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang
berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengeyaba®NI;

b. Transparency (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang
berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNlaimdari tahap
pemrograman dan perumusan sampai ke tahap peneyapariban dapat
dengan mudah memperoleh semua informsi yang bankadengan
pengembangan SNI;

c. Consensus and impartiality(konsensus dan tidak memihak): Tidak
memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapayalurkan
kepentingannya dan diperlakukan secara adil;

d. Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internaseyea
perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi pgakembangan pasar
global dan memperlancar perdagangan internasidaal;

e. Development dimension (berdimenss pembangunan): Berdimensi
pembangunan agar memperhatikan kepentingan puldlik keepentingan
nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomaaronal. (sumber
Strategi BSN 2006-2009)

Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup séwmgemtan yang
berkaitan dengan metrologi teknis, stnadar, peagwjan mutu. Hal ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 200@&ngnStandardisasi
Nasional. Tujuan Standardisasi nasional adalahkthtu
1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen,lgberiusaha, tenaga
kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamateeamanan,
kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungarphidu
Membantu kelancaran perdagangan;

3. Meujudkan persaingan usaha yang sehat dalatageargan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini lembaga yang bestuga
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dglstindaridasi adalah

Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas fdagsi Badan

% peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 terStamylardisasi Nasional, Pasal 3
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Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukleh Komite Akreditasi
Nasional. Badan Stasndardisasi Nasional menyusanntenetapkan Sistem
Standardisasi Nasional dan Pedoman dibidang stdisdar nasional.

Perumusan Standardisasi Nasional Indonesia disolalui proses
perumusan Rancangan Standar Nasional IndonesiamBsan Rancangan
Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Rahgknis melalui konsensus
dari semua pihak yang terk&itRancangan Standardisasi Nasional Indonesia
ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia olébpala Badan
Standardisasi Nasiorfal Kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia
dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konserdars semua pihak yang
terkait®>. Dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasiiuaiesia, kaji
ulang Standar Nasional Indonesia, dan revisi StaNdaional Indonesia, badan
Standardisasi Nasional dan instansi teknis dap&tkuean kegiatan Penelitian
dan Pengembangan StandardiSasi

Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh \alayRepublik
Indonesia. Standar Nasional Indonesia bersifatrel&kaintuk diterapkan oleh
pelaku usaha. Dalam hal standar Nasional Indonésikaitan dengan
kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan miestlyatau pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekosoinstansi teknis dapat
memberlakukan secara wajib sebagian atau selursifikasi teknis dan atau
parameter dalam Standar nasional Indoriési@enetapan Standar Nasional
Indonesia dilakukan melalui kegitan sertifikasi ddmeditasi. Barang dan jasa
yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi wajibulolihi tanda SNI.
Sertifikasi produk dilakukan oleh lembaga sertifikproduk

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun E@9¢/ebutkan
bahwa Standardisasi Nasional Indonesia yang diédm secara wajib

dikenakan sama, baik terhadap barang dan ataupjastksi dalam negeri

0 peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 terSsamylardisasi Nasional, Pasal 6
" peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 terStamylardisasi Nasional, Pasal 7
"?Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentemgi&rdisasi Nasional, Pasal 8
3 peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 terStampardisasi Nasional, Pasal 10
" peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 terSsamylardisasi Nasional, Pasal 12
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maupun terhadap barang dan atau jasa impor. Baadawg jasa impor,
pemenuhan standarnya ditunjukan dengan sertifikatg yditerbitkan oleh
lembaga sertifikasi produk yang telah diakredit&simite Nasional atau
lembaga serrifikasi negar pengekspor yang diakumite Akreditasi Nasional.
Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksnbdga pelatihan atau
laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akrsdidasional didasarkan
pada perjanjian saling pengakuaMitual Recognition ArrangemeliMRA)
baik secara bilateral maupun multilateral.

Prinsip tranparansi dituangkan dalam Pasal 20 @WaratPemerintah
Nomor 102 Tahun 2000 dengan mewajibkan notifikasniperlakuan Standar
Nasional Indonesia kepada Organisasi Perdagangamia.DuSetelah
memperoleh masukan dari instansi teknis yang bemgerdan dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nakidndonesia yang
diberlakukan secara wajib berlaku efektif. Pemlber@ secara wajib suatu
standar dituangkan dalam Peraturan dari Instang&ni$e Pembinaan dan
pengawasan bagi SNI yang diberlakukan secara waitupakan kewenangan
Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah Da&ambinaan tersebut
meliputi  konstitusi,  pendidikan, pelatthan, @ dan  psyarakatan
standardisa$i.Pembinaan dan pengawasan bagi SNI yang tidak|aliodean
secara wajib merupakan kewenangan lembaga yangrii&ae Sertifikat
Kesesuaian. Masyarakat dan lembaga perlindungarsukeen swadaya
masyarakat melakukan pengawasan terhadap baragdpgeadar di pasaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 1 Peraturepald Badan
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentdPgdoman
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sa¥ajib, Regulasi Teknis
didefinisikan sebagai dokumen yang menetapkan tenialtk barang dan atau
jasa atau metode dan proses yang terkait dengangdan atau jasa tersebut,
termasuk persyaratan administratif yang sesuai ysergenuhannya bersifat

wajib, Regulasi Teknis dapat juga secara khususcakemp terminologi,

> peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 terStampardisasi Nasional, Pasal 23

53

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atabela@layang digunakan

pada barang dan atau jasa, proses atau metodekgifbdStandar Nasional

Indonesia pada dasarnya dikembangkan sebagai nsifeqgasar yang

penerapannya bersifat sukarelalgntary)’’. Dalam hal SNI berkaitan dengan

kepentingan nasional, keselamatan, keamanan, Keselmaasyarakat atau

pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimlangkonomis, pemerintah

melalui instansi teknis terkait dapat mengeluark&ebijakan untuk

memberlakukan secara wajib sebagian atau selumslygratan atau parameter

dalam SNI melalui regulasi tekdfs

Sebelum mengeluarkan suatu kebijakan tentang ptakbkan suatu

SNI secara wajib instansi teknis melakukan anahsanfaat dan resiko

pemberlakuan suatu SNI secara wajib. Analisa marmfaa resiko dimaksud

antara lain mencakup hal-hal sebagai befikut

a. tujuan pemberlakukan SNI secara wajib serta petai@sa yang ingin
diatasi termasuk tingkat resiko barang dan ataa fashadap keamanan,
keselamatan dan kesehatan konsumen; apabila dikiEsikan ada
alternatif cara yang lebih efektif untuk mencapawan tersebut maka
sebaiknya dipilih alternatif tersebut;

b. analisa sumberdaya yang mungkin akan diinvestasikdnk penerapan
regulasi, termasuk infrastruktur penilaian kesesuai

c. antisipasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib pakembangan
pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil dan mate(idMKM) serta
kelancaran perdagangan;

d. ketidak cukupan peraturan perundang-undangan ydagian kecukupan
SNI untuk mengatasi permasalahan;

e. potensi hambatan perdagangan internasional yamgbditkan , termasuk

ketidak selarasan SNI terhadap standar interndsiona

S peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riiahun 2011, Lampiran | Pasal 2.1.

" peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oK@rfiahun 2011, Lampiran | Pasal 3.1.1
8 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@rfiahun 2011, Lampiran | Pasal 3.1.3
" peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@rfiahun 2011, Lampiran | Pasal 3.2.2
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f. tenggang waktu pemberlakuan Regulasi Teknis tetseboara efektif
dengan memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yark@iteoleh regulasi
teknis dan persyaratan perjanjian TBT WTO,;

g. reaksi pasar yang diharapkan terjadi dalam penaapajuan tersebut.

Sebelum menerbitkan suatu Regulasi Teknis perlu pedmatikan faktor

kesiapan pelaku usaha, kesiapan Lembaga Penilaiesesidaian (LPK),

Validitas SNf°. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdiri dambaga

Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguiji

Dalam pemberlakuan regulasi teknis, instansi tekarus menugaskan

LPK yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dendamgkup SNI yang

diwajibkan. Apabila belum tersedia LPK yang diakt@sl KAN®', maka

instansi teknis bersama-sama dengan BSN mendoemggkatan kompetensi

LPK tersebut untuk dapat diakreditasi KXNLPK asing yang melakukan

kegiatan penilaian kesesuaian dalam menjamin pema@npersyaratan SNI

harus diakreditasi untuk ruang lingkup yang sesuleh badan akreditasi
negaranya yang telah melakukan MRA (Internatioradddratory Accreditation

Cooperation (ILAC) / Asia Pacific Laboratory Accredion Cooperation

(APLAC) maupun MLA, IAF/PAC dan memiliki perjanjiasaling pengakuan

antar instansi teknis baik secara bilateral, reajianaupun multilater&.

Pengawasan penerapan SNI secara wajib dilakukaarasdxerkala
dan/atau sewaktu-waktu berupa pengawasan pra-ffasamarket) dan pasar

(post-market). Pengawasan pra-pasar dilakukan dlembaga Penilaian

Kesesuaian yang menerbitkan Sertifikat Produk untugmastikan bahwa

barang dan/atau jasa serta proses, sesuai dengsyernaégan SNI sebelum

didistribusikan ke pas#t Pengawasan pasar terhadap barang dan jasa yang

bertanda SNI di seluruh wilayah RI harus dilaksanmakecara konsisten dan
berkesinambungan. Pelaksanaan pengawasan pasaipakeru hak dan

tanggung jawab instansi teknis dan/atau PEMDA sedeagan peraturan

8 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riiahun 2011, Lampiran | Pasal 5.1.
81 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riahun 2011, Lampiran | Pasal 9.1.3.
8 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER009, Pasal 33.

8 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riiahun 2011, Lampiran | Pasal 9.1.3.
8 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riiahun 2011, Lampiran | Pasal 9.1.2.
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perundangan yang berlaku. Tata cara pelaksanaaawasan penerapan SNI

secara wajib diatur dalam Pedoman Standarisasbh&s{PSN). Pengawasan

pasar terhadap penerapan SNI secara sukarela fagludilakukan oleh BSN
bersama dengan pihak lain terkait. BSN memberikasiliths penanganan
pengaduan terkait dengan penerapan SNI. Tata eagawasan penerapan SNI
secara sukarela diatur dalam PSN.

Dalam hal penerapan SNI secara wajib yang dituangialam
Regulasi Teknis, pengawasan pasar menjadi bagian talaggung-jawab
instansi  teknis yang menetapkan Regulasi Teknis akiod dan
pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi tekaisnya dan atau
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundadaggaff. Tata cara
pengawasan penerapan SNI yang diwajibkan melalyulasi teknis diatur
dalam PSN. Masyarakat dan lembaga perlindungan ukosis swadaya
masyarakat melakukan pengawasan terhadap baramgbgmedar di pasar
Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan tepgemerapan SNI dapat
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundamaganberlaku.

Selain  ketentuan dalam Pedoman Standardisasi N#sion
pemberlakuan SNI secara wajib dalam bidang indwdtitur dalam suatu
Peraturan Menteri Perindustrian. Saat ini ketentuwarsebut dituangkan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/P#R009 tentang
Standar Nasional Indonesia Bidang Industri. Ket@mtwdalam Peraturan
Menteri ini sangat perpegang pada prinsip-pringigad dalam perjanjian TBT,
yaitu:

a. Prinsip Non Diskriminasi sebagaimana diatur dalamsaP 4 yang
menyatakan bahwa pemberlakuan SNI secara wajilgagbana dimaksud
pada ayat (1) diberlakukan sama terhadap barang@anjasa produksi
dalam negeri atau impor yang diperdagangkan dalgewyath Indonesia.

8 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riiahun 2011, Lampiran | Pasal 9.2.4.
8 peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oN@riiahun 2011, Lampiran | Pasal 9.3.
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b. Prinsip Transparansi sebagaimana dimaksud dalasal P& yang
menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Menteri sefzagadimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) harus:

1. disosialisasikan kedapa produsen, asosiasi mstansi terkait oleh
Direktorat Jenderal Pembina Industri terkait bedsama dengan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

2. dinotifikasi kepada Sekretariat Organisasi Pgadgan Dunia (WTO)
melalui BSN oleh BPPI.

Menurut Pasal 6 ayat (2) tanggapan atau masukarhasil sosialisasi dan

notifikasi sebagaimana dimaksud dapa ayat (1) nadsarp bahan

pertimbangan dalam penyempurnaan Rancangan PeratMenteri
sebelum di sahkan. Apabila terjadi revisi terhadaidl yang diacu,
pemberlakuan SNI secara wajib harus diatur ulamgale mengacu kepada

SNI hasil revisi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 aj2t Pengaturan ulang

dimaksudkan untuk dapat selalu memberikan infornteddaru kepada

dunia internasional tentang standar yang kita gamak

c. Prinsip harmonisasi terdapat dalam Pasal 13 yangeraegkan bahwa
Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksudnddtasal 11 ayat
(1) dapat melakukan kerjasama dengan Laboratoriengdi atau
Lembaga Inspeksi di luar negeri yang telah memphrpkenunjukan oleh
Menteri. Penunjukan Menteri dapat diberikan sepanjamegara yang
bersangkutan telah memiliki perjanjian bilaterah daultilaterial dalam
bidang regulasi teknis dengan Republik Indonesai pasal ini tergambar
adanya usaha harmonisasi standar dengan melaljanjen saling
pengakuan dan kerjasama bidang regulasi teknis aagmra. Kententuan
dalam pasal ini memberikan posisi tawar yang sedatar negara-negara
dalam perdagangan internasional. Perjanjian b#hteregional dan
multilateral antar negara memberikan kesempatarrfzelsama dengan
negara besar dan membuka akses pasar untuk men@esdda negara

besar.
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Pengawasan barang atau jasa yang diberlakukan egldtaswajib atau
Spesifikasi Teknis secara wajib, dilakukan secagekdla dan atau secara
khusus di lokasi produksi dan di luar lokasi prosfifk Pengawasan pasar
menjadi bagian dari tanggung jawab instansi telgarsy menetapkan regulasi
dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instaksistdainnya dan atau
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perunddaggaff.

Pembinaan penyelenggaraan pemberlakuan SNI seegtadan terkait
dengan perlindungan konsumen dilakukan oleh Meratau Menteri dari
Instansi Teknis Terkait. Pembinaan dilakukan dengpran untuk:

a. menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yseltat antara
pelaku usaha dan konsumen,;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swanagyarakat;
dan

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia sertangieinya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindukgasumen.

Dalam hal pemberlakukan suatu SNI secara wajib makatapan jenis
produk yang diberlakukan SNInya secara wajib ditkawt berdasarkan nomor
Pos Tarif (Harmonize System (HS)) dalam Buku TBefa Masuk Indonesia
(BTMI). Penggunaan nomor HS ini ditujukan untuk npemmudah dan
menseragamkan pengenalan produk dalam lintas jglerdagangan
internasional. Tidak ada ketentuan yang secaraifigpesenyatakan bahwa
penentuan jenis produk yang SNinya diberlakukanarsecwajib harus
menggunakan HS. Pengaturan tentang pendefinisiadubrdalam BTBMI
diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai-3%BC/2006 tentang
Petunjuk Pelaksanan Penggunaan Buku Tarif Bea Masd&nesia 2007
(BTBMI 2007) Tanggal :12/15/2006.

Penetapan jenis produk yang SNinya diberlakukanaraeavajib

dituangkan dalam Regulasi Teknis tentang pembeaxlakbNI secara wajib.

87 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PEHR009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri, Pasal 16.
8 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri, Pasal 17.
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Regulasi Teknis pemberlakuan SNI secara wajib paaldeknya dibuat dalam
suatu Peraturan Menteri dan untuk petunjuk pelaksaeng bersifat sangat

teknis dituangkan dalam Peraturan Direktur Jend@aibina Teknis.

PEMBERLAKUAN  STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA
LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SEBRA
WAJIB

Pemberlakuan SNI BjP secara wajib dituangkan daRematuran
Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 teety Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja LembaranatR#dn Gulungan Canai
Panas (BjP) Secara Wajib sebagaimana telah divdadpad Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/3/2009. Aturanitebanjut dan bersifat
sangat teknis dalam hal pelaksanaan pemberlakudnBgN secara wajib
dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Loltasin Tekstil dan Aneka
Nomor 19/ILMTA/PER/8/2009. Dalam hal penunjukan lega Penilaian
Kesesuaian guna pelaksanaan sertifikasi telah udikedn Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/3/2009 tentang urgukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Paikieenl dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja LembarantRia Gulungan Canai
Panas (BjP) Secara Wajib yang telah dicabut daantiglengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/20Xnhtang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pembanakan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Atas 58 (Lima Ruldelapan) Produk
Industri Secara Wajib. Pemberlakuan SNI BjP 4 (dinpalan sejak tanggal
ditetapkan.
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BAB Il
KETERKAITAN PERATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN REGULASI TEKNIS

A. STANDARDISASI DAN DAYA SAING

Pada awalnya strategi industrilaisasi ditahunO&d8i5dan awal 60an
yang biasa digunakan ditujukan untuk mengembanghk@ustri-industri yang
berorientasi pada pasar domestik dengan menerggabatasan-pembatasan
perdagangan seperti tarif dan kuota dalam rangkaadateng proses
penggantian barang-barang manufaktur yang diimgogan produk-produk
domestik?® Strategi ini disebut sebagai strategi industraiissubstitusi atau
penggantian barang impor.

Alasan strategis mengapa substitusi impor yapijjlusebagai strategi
industrialisasi merupakan paduan dari berbagaofakiertimbangan ekonomi
dan politik. Pertama adalah diera tahun 1970an dlamggara berkembang
meragukan kemampuan dan kemungkinannya untuk mepgekbarang-
barang manufaktur. Mereka mempercayai bahwa indlisési harus lebih
didasarkan pada suatu usaha substitusi impor pbisiri domestik dibanding
usaha menggalakan ekspor manufaktur secara larfgsukgdua, dalam
banyak kasus kebijakan industrialisasi substitogiar secara alamiah terkait
dengan bias-bias poliftk Dalam kebijakan ini dipercaya bahwa perekonomian
dunia cenderung menutup bagi pendatang baru. Dewganiain kepentingan
negara-negara maju yang telah mapan terlalu bes&wk umembiarkan
berkembangnya perekonomian industri baru. Hal #laht menyebabkan
beberapa negara yang memiliki pandangan ekstrimh talnemutuskan
hubungan dengan negara maju.

Seiring perkembangan ekonomi dunia dan perdagabhghas maka

semakin kecil batasan antar negara dalam melaktrkasaksi perdagangan.

Paul R. Krugman Maurice Obstfeld, Ekonomi Internnal Teori dan Kebijakan, PT. Indeks
Kelompok Gramedia, 2004, hal 323

! |bid, hal 323.

%2 |bid, hal 323.
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Peningkatan perekonomian dunia telah meningkatkamaknpuan negara-
negara untuk membangun industri manufaktur di reeger dan mulai
merambah pasaran internasional.

Teori-teori perdagangan yang sebelumnya mengaad&unggulan
komparatif pada perkembangannya kemudian konseyebier sudah mulai
bergeser sejalan dengan perkembangan globalisashoek, sehingga
munculah suatu konsep dalam perdagangan yang tlisebagaicompetitive
advantage of natiorfMichael E. Porter, 1993 seorang ekonom dari Harva
Univeristy). Dalam teori ini Michael Porter menggkan kekuatan dalam
bersaing yang digambarkan dalam bentuk sebuahabgbiamond. Kelima
kekuatan itu akan menumbuhkan keunggulan bersanatu sperusahaaan /
negara.

Ada lima kekuatan bersaing bagi industri dalam negeaupun
internasional yaitu masuknya pesaing baru, ancadaain produk pengganti
(substitusi), kekuatan penawaran pembeli, kekupEmawaran pemasok dan
pesaing-pesaing yang &da Kelima kekuatan bersaing ini menentukan
kemampuan industri untuk memperoleh rata-rata labgestasi. Kelima
kekuatan bersaing itu bervariasi dari satu indusgriindustri lain. Kekuatan
masing-masing dari kelima kekuatan dimaksud merapakingsi struktur
industri, atau kerangka ekonomi dan teknis yangdasari suatu industfi Hal
ini dapat digunakan untuk menganalisa kemampuarusphaan untuk
berfungsi dalam pasar nasional, serta menganatisaikpuan pasar nasional
untuk bersaing di pasar internasicnal

Michael E. Porter seorang ekonom dari Harvard Urste (1980)
melihat bahwa salah satu faktor yang paling pentimjuk menghadapi
persaingan global adalah kemampuan kompetitif ydingliki suatu negara.

Jika suatu negara mempunyai keunggulan dalam kairféiaya atau faktor

% Michael E.Porter, Keunggulan Bersaing Menciptattan Mempertahankan Kinerja Unggul,
Binarupa Aksara, 1994, hal.4.

** Ibid, hal.5.

% http://en.wikipedia.org/wiki/National_Diamond
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mutu yang digunakan untuk menghasilkan suatu proohdlka negara itu akan
menjadi tempat produksi, kemudian ekspor akan migrkganegara lain.

Menurut Michael E. Porter bahwa sumber utamanuiatan daya
saing adalah produktivitas dan rata-rata peningkataduktivitas’® Menurut
beliau sektor industrilah yang memiliki peran pegtdalam mendorong daya
saing nasional karena di dalam sektor industri ®rddya manusia, modal dan
kekayaan alam dikelola dan dimanfaatkan untuk medyksi barang/jasa pada
tingkat biaya yang efisien dan menjualnya kepassmarm kompetitivé’
Menurut Porter bahwa kelimpahan sumber daya alalak ticukup untuk
menciptakan daya saing suatu negara yang berupchg standar hidupiing
standard yang tinggi. Sementara daya saing makro ekon@microeonomic
competitivenegshanya memberikan dukungan terhadap produktivsizatu
negard®. Produktivitas sepenuhnya tergantung pada pexbaitikro ekonomi
dari suatu negara dan kecanggihan industri {8kal

Dalam persaingan suatu industri/produk, terdapgd tpersyaratan
umum yang harus dipenuhi agar dapat menjadi perggrensaingat?®
a. menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tetappeneatikan mutu

pada tingkat biaya yang efisien sehingga dapatbwyslalam harga jual.

b. Diferensiasi dalam pengertian bahwa produk yangsiikan mempunyai
keunikan tersendiri dan mampu secara jitu mengkakasikan mutu dan
harga produk untuk membangun dan menciptakgerior perceived value
%%ibenak konsumen.

c. Cluster developmendengan fokus untuk mengerjakan suatu bidang atau

produk tertentu yang berbasiskan kelimpahan sumalgargang dimiliki

% Badan Standardisasi Nasional, SNI Penguat Daymy$aingsa, Jakarta, 2010, hal 16.
97 i
Ibid, hal 16.
% |bid, hal 16.
% |bid, hal 16.
100 http://beritasore.com/2011/06/07/optimalisasi-pgalgan-sumberdaya-ekonomi-nasional-guna-
meningkatkan-kemandirian-dan-daya-saing-dalam-rakgitahanan-nasional/
Nilai kualitas yang dirasakampérceived valugadalah pendekatan menyeluruh dari utilitas suatu

produk jasa layanan berdasarkan persepsi terhgump/ang dirasakan atau nilaade off antara
manfaat dengan biaya yang dirasakaethaml, 1988; Chen, 2008)
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yang mempunyai keunggulan kompetitif ataupun komifarsehingga
menghasilkan produk yang berbeda dauperior perceived value.

Lester Carl Thurow (born 1938) (mantan Dekan MIdadl School of
Management) mengungkapkan bahwa suatu saat koasagdulan komparatif
itu akan bergeser memperhitungkan teknologi sebagaur dinamis, oleh
karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolagirtempu menghasilkan
peralatan canggih untuk menggeser sebagian besagatekerja manusia,
sehingga ratio modal/tenaga kerja bukan lagi meéngtabel-variabel penting,
walaupun tenaga kerja tetap dibutuhkan namun pengmamenjadi sangat
kurang dalam proses produl®éi Perubahan teknologi merupakan determinan
kuat bagi penghalang mastk Perubahan teknologi dapat mempertinggi atau
memperendah skala ekondMi Perubahan teknologi dapat mengubah jumlah
modal yang diperlukan untuk bersaing. Perubahamdielgi juga memainkan
peran penting dalam pembentukan pola diferensiagduix dalam suatu
industri, contohnya perubahan teknologi dapat mesmdp tercapainya
standarisasi proddf.

Secara jelas Porter menyebutkan sebuah strategg yaapat
dipergunakan dalam memenangkan persaingan adataktegst teknologi.
Strategi ini merupakan pendekatan perusahaan tgghpgéngembagan dan
penggunaan teknolddf. Strategi ini melibatkan peranan organisasi formal
penelitan dan pengembangan. Teknologi yang diml@miluntuk

mempengaruhi struktur industri dan keunggulan hegs¥.
PERJANJIAN TBT SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PEMERTAH

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan tersebemesintah

memiliki peranan yang sangat penting dalam mendetan mengaplikasikan

192 hitp:/lismailfekon.edublogs.org/2009/02/11/hellor/

193 Michael E.Porter, Keunggulan Bersaing Menciptattan Mempertahankan Kinerja Unggul,
Binarupa Aksara, 1994, hal.174.

1% bid, hal.174.

1% bid, hal 175.

1% bid, hal 178.

17 Ibid, hal 179.
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berbagai kebijakan yang menawarkan kondisi iklirmhasyang kondusif. Dari
uraian di atas maka kebijakan yang dapat diamloilgomtah dalam penerapan
teori kompetitif dan pengembangan teknologi tinggitu dengan penerapan
standar.

Terkait dengan perdagangan internasional, pembrintalam
mengambil suatu kebijakan harus sejalan dengamtikete dalam World Trade
Organization, mengingat Indonesia telah menjadigatey dalam WTO.
Ketentuan dalam WTO yang memberikan peluang dalampémberlakuan
suatu standar produk adalah Perjanjian TBT. Sepelgh disebutkan dalam
Bab Il bahwa penggunaaan Perjanjian TBT oleh suwgara ditujukan
untuk:%

a. melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, heéwabuhan;

b. perlindungan kelestarian lingkungan;

c. kepentingan keamanan nasional;

d. pencegahan praktek perdagangan tidak sehat daa daigjang; dan atau
e. kepentingan konsumen lainnya.

Kelima tujuan ini akan memberikan pengaruh terha#efestarian
keunikan yang dimiliki Indonesia. Seperti yang lekdta semua ketahui bahwa
negara kita kaya akan sumberdaya alam dengan leérjesngs produk yang
hanya dapat dihasilkan di Indonesia dalam jumlaigysangat besar serta luas
wilayah yang besar serta besarnya penduduk, untekjaga kelestarian
lingkungan hidup tempat sumberdaya alam berada sshjaga keamanan an
keselamatan penduduk dan negara itu diperlukamu o penanganan yang
baik dan memiliki tolak ukur yang menjadi acuandveas.

Keberlimpahan sumber daya alam tidak menjamin késsjaan suatu
bangsa. Contohnya Indonesia, secara ideal Indomzpat menjadi negara
super power bermodalkan kekayaan alam yang dinsiékia jumlah penduduk.
Selama ini kekayaan alam yang kita miliki belumetiika dengan dengan
maksimal dan bijaksana serta penuh kearifan dengamggunakan teknologi

dan pola manajeman yang baik.

108 pasal XX GATT.
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Indonesia merupakan negara kepulauan terbesarnii.ddegara ini
juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligngnjadikannya strategis.
Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang du&r pada di antara dua
samudera dan dua benua sekaligus memiliki pergmag menjadi salah satu
urat nadi perdagangan internasional. Selain itmb&s daya alam Indonesia
juga sangat melimpah, bahkan jika kita masih iregid lagu yang syairnya
berbunyi, Bukan lautan tapi kolam susu, ikan dan udang menmgia
dirimu... kayu dan tongkat ditanam jadi tanamiamdal ini merupakan
representatif dari betapa kayanya negara ini detayjaahnya yang amat subur.
Indonesia sangat jauh tertinggal jika dibandingkd#engan negara-negara
tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailandn&riarusalam, Vietnam,
dan Australia®®

Data kemiskinan makro yang terakhir dihitung BP8lad posisi Maret
2010 dan dirilis tanggal 1 Juli 2010. Jumlah dars@etase penduduk miskin
dihitung per provinsi dengan garis kemiskinan ydmggbedabeda. Di DKI
Jakarta besaran garis kemiskinan mencapai Rp33hé6%apita per bulan,
sementara di Papua Rp259.128. Data di level ndsioeaipakan penjumlahan
penduduk miskin di seluruh provinsi, sehingga jumf@enduduk miskin di
Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta (1B£&8en dari total
penduduk) dengan garis kemiskinan sebesar Rp21h&P2&apita per bulan.
Pada bulan Maret 2011 BPS akan kembali melakukarguysepulan data
Susenas dan hasil penghitungan penduduk miskin dk#is tanggal 1 Juli
2011. Perkembangan jumlah dan persentase pendudikinnpada periode
19962010:°

Keberlimpahan sumber daya alam akan memberikanl heasig
maksimal apabila dikelola dengan pola yang berkesbungan dan
berkelanjutan serta penjaminan kualitas produk yaligasilkan. Dalam
kehidupan nyata kita akan membutuhkan banyak seg@ndar untuk

melindungi semua aspek kehidupan. Secara ideal asegtandar harus

199 http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/12/indoresgara-kaya-yang-miskin/
10 http://tanjabbarkab.bps.go.id/index.php/home/5djglasan-data-kemiskinan.html
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diberlakukan secara wajib sehingga keseluruhan kaggghidupan kita
terlindungi.

Keunikan perusahaan/negara dalam sebuah aktivitais ditentukan
oleh sejumlah penentu pokokasic divery. Penentu keunikan adalah alasan
mendasar yang menyebabkan sebuah aktivitas meatjsiditas yang unik*
Tanpa mengidentifikasi penentu keunikan ini perasaimegara tidak dapat
benar-benar mengembangkan sarana yang menciptakamukdentuk
diferensiasi/keunikan baru atau mendiaknosis dalyart keunikan yang ad.
Aktifitas yang dapat mendorong penciptaan suatunikan perusahaan/negara
yang akan melahirkan suatu standar yaitu mengkkasysada
a. ciri-ciri produk dan kemampuan kerja produk yangwarkan;

b. pelayanan yang disediakan;

c. intensitas aktivitas yang dilakukan (misalnya: Iloega biaya
pengiklanan);

d. isi aktivitas (misalnya: informasi yang disediakdalam pengelolaan
pesanan);

e. Teknologi yang digunakan dalam melaksanakan sebakfivitas
(misalnya membuat Baja Lembaran dan Gulungan (Ranaas);

f. Mutu masukanigput) yang diadakan bagi sebuah aktivitas (misalnya
kualitas bahan baku suatu produk);

g. Prosedur yang mengatur tindakan pegawai dalam Belak#ivitas
(misalnya frekuensi pemeriksaan);

h.  Tingkat keterampilan dan pengalaman pegawai yargdses melakukan
sebuah aktivitas dan pelatihan yang disediakan;

I Informasi yang dipakai untuk mengendalikan sebaidfvitas (misalnya
temperatur, tekanan dan variabel lain yang digumaka

Keterkaitan antara masing-masing aktivitas ataai-nilai yang ada

sehinga membentuk suatu sistem sering kali dibatnhlntuk menentukan

11 Michael E.Porter, Keunggulan Bersaing Menciptattan Mempertahankan Kinerja Unggul,
Binarupa Aksara, 1994, hal.122.
112 i
Ibid.
3 |pid.
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suatu keunikan** Keterkaitan dengan pemasok akan mempermudah proses

produksi dan pengembangan inovasi karena keteesediahan baku maupun

peralatan yang butuhkan dalam berproduksi maupunggmbangan produk

telah mendapat jamind™ Keterkaitan saluran distribusi juga dapat

menciptakan keunikan. Keunikan ini tercipta darbikbnasi antara saluran

distribusi sehingga memperlancar proses.

Selain dari ketiga keterkaitan tersebut masih fgmtaujuh variabel lain

yang dapat menentukan keunikan suatu perusahaardénelflasing-masing

ketujuh variable tersebut adalah:

a.

pengaturan waktu, keunikan dapat merupakan hasil wdaktu yang
ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan untu&i melakukan
aktivitas*® Kecepatan memulai dan kecepatan dalam menyedesaik
proses produksi dapat menjadi faktor yang membuattus
perusahaan/negara menjadi unik.

Lokasi, letak suatu perusahaan/negara dapat meéwmbguengaruh yang
sangat besar dalam menggambarkan keunikafthyaContohnya
Indonesia yang terletak pada dua lintas perdagadgara yaitu Lautan
Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia daudeAustralia, letak
ini sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam bBaibpkaan akses
pasar internasional.

Hubungan timbal balik, keunikan aktivitas nilai daptimbul dari
menjalankan aktivitas secara bersama-sama dengénusaha yang
berbeda dalam suatu perusahaan atau industri yehgda dalam suatu
negara atau wilayah yang berbétfa.

Pembelajaran dan pelimpahan, keunikan sebuah taktividapat
merupakan hasil dari belajar melaksanakan suatitesti secara lebih
baik, misalnya tercapainya mutu yang konsistenndgeoses manufaktur

merupakan hasil dari proses belajar.

1% |bid hal.123.
115 |bid, hal 124.
118 |bid, hal.124.
17 bid.
118 |hid.
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e. Integrasi, intergrasi dapat menyediakan lebih blanghktivitas untuk
menjadi sumber diferensiasi, misalnya menyediakasaip pelayanan
tersendiri yang terintergrasi dengan keseluruhanyang ada dan bukan
menggunakan pihak ketiga untuk memberikan pelay&iian

f. Skala, skala besar dapat memungkinkan dilaksamya sebuah aktivitas
dengan cara unik yang tidak mungkin dilaksanakdandakala kecil.

g. Faktor kelembagaan, kelembagaan memainkan peragr@img dalam
membuat perusahaan/negara menjadi unik demikiaa hugpungan baik
dengan serikat  pekerja/organ-organ negara memukagkin
perusahaan/negara membuat definisi kerja yang baii kariawan
perusahaan/badan-badan dalam negara.

Dalam Perjanjian TBT terdapat 3 hal yang diatuasegelas, ketiga hal
tersebut adalah Regulasi Teknischnical regulatiol standar tandard, dan
prosedur penilaian kesesuaiaorfformity assessment procedut® Ketiga hal
ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisaldalam kaitannya dengan
kebijakan suatu negara di bidang perdagangan. BeEgigknis merupakan alat
legalisasi bagi suatu negara memberlakukan suamdat secara wajib di
dalam wilayahnya.

Standar merupakan suatu keunikan yang telah dkaiptaari banyak
variabel yang saling mendukung. Penerapan stammsuknya SNI tidak hanya
terkait dengan kualitas mutu produk namun jugagiedengan penerapan suatu
manajemen yang menjamin mutu sehingga variablentlgaan memiliki
peran yang sangat penting juga dalam proses priodelesn variabel-variabel
penentu keunikan yang bersifat teknis. Penilaisse&eaian merupakan proses
pengujian atas penerapan suatu standar oleh Lentbagéaian Kesesuaian
(LPK) pada suatu industri.

Perjanjian TBT berisikan hak negara untuk mengadagtandard yang

diperlukan untuk tujuan kebijakan domestik yang ipl perlindungan

"9 bid, hal.125.
120 The Legal Texts The Result of the Uruguay Rountflokilateral Trade negotiations, Preambule
Agreement on Technical Barrier To Trad®TO 2008, him 121
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kepentingan konsumen dan lingkuntfanManfaat penerapahBT Agreement

antara lain:

a. TBT Agreement menciptakan mekanisme untuk memastilegulasi
teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuddak menciptakan
hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan;

b. penggunaan Standar Internasional yang seragam oegreghemat biaya
dan sumber daya;dan

c. penggunaan Standar Internasional dapat berkonitripada transfer
teknologi dari negara maju kepada negara berkembang

Dengan demikian, Perjanjian TBT dapat mencegah htanbperdagangan

yang tidak perlu sebagai alat untuk melindungi sitdudomestik terhadap

persaingan dengan produk impor.

C. STANDARDISASI

Misi  standardisasi adalah untuk meningkatkan lkamlithidup
masyarakat?’ Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkiam
diterapkan oleh organisasi nasional, regional, ri@igional atau asosiasi,
bermanfaat untuk membangun suatu budaya berbksissensus yang bersifat
universal dan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh yarakat untuk saling
berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki salpgngertian antar
masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau melitéasperdagangaf?>

Semua standar yang mencakup definisi, lambang,arsatikuran,
metode gambar, spesifikasi produk, sistem manajemetode uji dan metoda
analisa, metode pengambilan contoh, standar prquokes dan jasa, kualitas
dan keselamatan, bila diterapkan dengan benarrakaghasilkan sesuatu bagi
masyarakat, konsumen dan pemakai yang seharushya baik dan lebih

handal. Standar juga dapat dijadikan bahan penalatajdan pelatihan bagi

121 http://www.scribd.com/doc/46554749/Pengertian-DimggDalam-Konteks-Hukum-Perdagangan-
Internasional-Adalah-Suatu-Bentuk-Diskriminasi-Hatgternasional-Yang-Dilakukan-Oleh-Sebuah-
an-At
z; Buku Pengantar Standardisasi, Badan Standardisaginal (BSN), Tahun 2009, hal.1

Ibid.
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sumber daya manusia atau digunakan untuk menirgkatkemahaman
pengetahuan teknis, alih teknologi, landasan uimtokasi?*.

Katastandar berasal dari bahasa Inggristédndard, dapat merupakan
terjemahan dari bahasa Peranagisrmé dan “etalori. Istilah “normé€ dapat
didefinisikan sebagai standar dalam bentuk dokunsmmlangkan “etalon”
adalah standar fisis atau standar pengukuran. Untrkbedakan definisi dari
istilah standar tersebut, maka istilatandard diberi makna sebagantrmé,
sedangkan €talori dalam bahasa Inggris diartikan sebagaleasurement
standard.'*Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarerysakan
sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tery@amg disusun berdasarkan
konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan disetujui oleh suatu
lembaga yang telah diakui bersathaDefinisi Standar dari PP No. 102 Tahun
2000 adalah sebagai berik8Btandar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu
yang dibakukan termasuk tata cara dan metode y#upwh berdasarkan
konsensus semua pihak yang terkait dengan memi@mmasyarat-syarat
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan higenkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, pbdafegan masa kini dan
masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat s@ogsar besarnya.
Standardisasiadalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan da
merevisi standar, yang dilaksanakan secara ter@lalom kerjasama dengan
semua pihak yang berkepentingan. Standardisasntalkauatu kegiatan yang
statis, di seluruh dunia standardisasi mengalamkepebangan, baik mengenai
ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penergpafin

Dalam penyusunan suatu standar berdasarkan ketedalam Pasal
2.4 Perjanjian TBT disarankan untuk menggunakamdsta internasional
sebagai bagian yang relevan dari standar dimakBiglnakannya standar

internasional sebagai acuan bertujuan untuk memmEain penerapannya

124 |pbid, hal 2.
125 |bid , hal 4.
126 |hid.

127 |bid, hal 5.
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dilapangan serta tidak menimbulkan hambatan perdmgayang tidak perlu.

Berikut prinsip-prinsip dalam penyusunstandar adalatf®

1. Transparan (Transparent);
Transparan, dalam arti prosesnya mengikuti suatsegiur yang dapat
diikuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan tidrapan dalam proses
dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang berkaman.

2. Keterbukaan (Openness);
Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan umekgikuti program
pengembangan standar melalui kelembagaan yang itted@ngan
pengembangan standar, baik sebagai anggota PTi&eeknik) / SPT (Sub
Panitia Teknik) maupun sebagai anggota masyarbleaidaknya pihak yang
berkepentingan dapat terlibat untuk memberikan kasu menyatakan
persetujuan atau keberatan mereka terhadap suaangan standar.

3.  Konsensus dan tidak memihak (Consensus and Imiggjtia

Memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki képgan berbeda
untuk mengutarakan pandangan mereka serta mengdksikan

pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebuarssekonsensus
(mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihalade pihak tertentu.
Hal ini dilaksanakan melalui proses konsensus rdjkét PT, dan juga di
rapat konsensus nasional serta di tingkat jajaldgest dan pemungutan
suara. Untuk menjamin hal ini harus ada Prosedursiuosus yang tidak

memihak.

4.  Efektif dan relevan (Effective and Relevant);
Untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha dauonk umencegah
hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, mukadas nasional
tersebut harus relevan dan efektif memenuhi kelamyfasar, baik domestik
maupun internasional sehingga bila diadopsi staakian dipakai oleh dunia
usaha atau pihak pengguna lainnya. Selain itu jhgeus memenuhi

128 Badan Standardisasi Nasional, Buku Pengantar &tiaadi, 2009, hal 48.
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kebutuhan regulasi dan pengembangan iptek. Sedapagkin standar
nasional berlandaskan unjuk kerja dari pada berkasadisain atau
karakteristik deskriptif dan hasilnya dapat ditéwap secara efektif sesuai

dengan konteks keperluannya.

5.  Koheren (Coherent);
Untuk menghindari ketidakselarasan diantara standwka BSN perlu
mencegah adanya duplikasi dan tumpang tindih dekeggiatan perumusan
standar sejenis lain. Agar harmonis dengan kegigemkembangan dan
perumusan standar perlu ada kerjasama dengan lsdadar lain baik
regional maupun internasional. Pada tingkat nakidoplikasi perumusan

antara PT dan antara tahun pembuatan harus dihindar

6. Dimensi pengembangan (Development Dimension);

Hambatan yang biasanya dialami oleh usaha kecitilengah untuk ikut
berpartisipasi dalam perumusan standar nasional harus menjadi
pertimbangan. Dalam memfasilitaseikut-sertaan UKM serta penyuaraan
pendapat mereka ini, diperlukan upaya yaggta. Pembinaan peningkatan
kemampuan UKM harus dikedepankan sehingga Ukkhn mampu
memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar. Hatimaksudkan agar
UKM dapat bersaing di pasar regional/internasiodah dapat menjadi
bagian dariglobal supply chainDengan demikian standar yang dihasilkan
akan memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

masyarakat dan negara.

Mengingat uraian tersebut di atas maka dalam kagipengembangan
standar baru harus diperhatikan sejumlah keterdaanfaktor penting agar betul-
betul menyentuh keperluan pemangku kepentingargaebarikut*?

1. Harus memenuhi kebutuhan industri, perdagangan, pemgetahuan dan

teknologi nasional;

129 pjd, hal 51.
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10.

Harus sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara lam di masa
mendatang;

Harus memperhatikan kepentingan produsen mauplsukoen;
Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan darolii tetapi tetap
memperhatikan kemampuan berbagai sektor ekonomi;

Dirancang sedemikian rupa agar memacu pengembarigen cara
pelaksanaan kegiatan usaha dan dimanfaatkan selvejana untuk
pengoperasian yang lebih efisien dan efektif;

Tidak dimaksudkan atau berpotensi menimbulkan laambperdagangan
yang berlebihan atau yang tidak diperlukan.;

Sedapat mungkin harmonis dengan standar interrasigang telah ada
(mengadopsi standar internasional yang relevar@ubeketentuan tersebut
memenuhi kebutuhan dan obyektif yang ingin dicagmaia sesuai dengan
faktorfaktor kondisi klimatik, lingkungan, geologidan geografis,
kemampuan teknologi serta kondisi nasional spelsifilnya;

Apabila tidak mengacu pada satu standar intemakiyang relevan
(menggunakan beberapa standar) maka harus dilakudatasi terhadap
hasil rumusan tersebut;

Sejauh mungkin menyangkut pengaturan Kkinerja damghiadarkan
ketentuan yang bersifpteskriptif

Memenuhi ketentuan TBT WTO dan perjanjian regiontfnasional yang
berlaku.

Ada banyak sekali jenis standar internasional umdduk industri.

Contoh dari standar internasional di bidang Induging sering digunakan

diantaranya adalah Codex Alimentarius yaitu stamot@rnasional yang biasa

digunakan pada industri produk pangdapan International StandardJIS)

adalah salah satu standar internasional yang pakmiopg digunakan pada

industri baja dan otomotifinternational Electrotechnical CommissiqiEC)

adalah salah satu standar internasional untuk indefektornik. Standar

Internasional mengatur secara terperinci masingagaenis produk, selain itu

juga standar internasional juga mengatur berbagg@kadalam proses poduksi

mulai dari pengelolaan manajemen hingga pendistidinuhasil industri.
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Terkait dengan peningkatan daya saing industrionati penggunaan
standar internasional merupakan salah satu strategg penting untuk
dilakukan. Penerimaan pasar internasional atas m&me standar
internasional sangat besar. Penerimaan terhadagestaternasional dimaksud
didasarkan pada kenyataan bahwa standar interaasielah diadopsi oleh
banyak negara dan diterapkan oleh pabrikan, orgsinerdagangan, pembeli,
konsumen, laboratorium pengujian, regulator dan alpihlain yang
berkepentingan. Standar internasional secara umemncenminkan pengalaman
terbaik dari industri, para peneliti, konsumen, dagulator secara menyeluruh
serta mencakup kebutuhan berbagai negara.

Keberadaan standar internasional yang diadopsidkanggara tidak
menutup kemungkinan bahwa suatu negara dapat todaentingkat standar
yang lebih baik dan lebih tinggi dari standar intsional namun seperti telah
disebutkan jika hal ini terjadi makharus dilakukan validasi terhadap hasil
rumusan tersebuSebagai ilustrasi, salah satu penentuan starasmal yang
lebih tinggi dari standar internasional adalahairpada penentuan kandungan
standar kandungan pengawet nipagirethyl parahydroxi benzogtpada mie
instan. Hal ini tergambar jelas pada kasus ketigavan menarik peredaran
Indomie dari sejumlah supermarket lantaran dianggapngandung zat
pengawet nipagin (methyl parahydroxi benzoatelntgkap bahwa zat yang
biasa digunakan untuk produk kosmetik ini terdggaata kecap yang disertakan
dalam kemasan mie instaff.

Menurut keterangan Badan Pengawas Obat dan Mak@ROM)
kandungan nipagin pada kecap manis dalam variaentar produk Indomie
sudah sesuai peraturan menteri kesehatan tentangyapsan standar
kandungan pengawet makarfah.Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MENKES/PERB tentang

Bahan Tambahan Makanan batas maksimum Na Benzakthatl gr/ k&*>

130 RI Minta Taiwan Klarifikasi Kasus Indomei, Hari&eputar Indonesia, 13 Oktober 2010.
131 H
Ibid.
132 ihat Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Non®¥/MIENKES/PER/IX/88 tentang Bahan
Tambahan Makanan
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Batas maksimal penggunaan nipagin pada kecap nZ&tismiligram per

kilogram. Aturan tersebut mengacu pada standar &eam makanan global

Codex Alimentarius Comission. Batas maksimal penggu nipagin dalam

kecap manis pada Codex Alimentarius Comission m&taih besar yakni

1.000 miligram per kilograit®>. Standar lebih ketat dikeluarkan oleh Brunei

dan Jepang 250 miligram per kilogram untuk semunds jenakanan sedang

Indonesia dalam SNI Mei Instan memberlakukan hafjygama dengan Brunei

dan Jepang®

Penggunaan standar internasional dapat dikecuadipabila standar
internasional yang akan menjadi sarana yang tidektie atau tidak sesuai
untuk pemenuhan tujuan sah yang akan dicapai, mysakarena standar
internasional dapat menjadi tidak efektif karenltda iklim yang mendasar,
atau faktor geografis yang mendasar atau masakaioltgi yang mendasar.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2.4 Perjanjian ¥BTontoh Standar

Internasional yang dikecualikan karena kedaan ikdidalah standar produk

elektronik untuk iklim subtropis. Terkait denganink negara kita yang tropis

maka persyaratan tertentu standar produk elektrddikn subtropis tidak
mungkin kita adopsi.

Untuk standar internasional produk baja yang gemigunakan
negara-negara di dunia antara lain adalah:

a. Standar Korea/Korean Standard (KS) yaitu standagyditetapkan oleh
Pemerintah Korea berdasarkan standarisasi dan fp@aneamandemen,
konfirmasi serta penghapusan yang dilakukan séediagahun setelah
kesepakatan/konsensus. Selain itu, KS Sertifikaddapsi untuk
menjamin kualitas dan teknologi pengolahan ber#tasaGtandar Industri
Korea. Sertifikat ini adalah digunakan untuk babaku secara luas dan
bagian dalam industri atau produk yang digunakeh atasyarakat yang

mengkonsumsi tidak mengetahui kualitas tanpa pasiolyang tepat dan

133 RI Minta Taiwan Klarifikasi Kasus Indomei, Hari&eputar Indonesia, 13 Oktober 2010
134 http://www.paepok.co.cc/2010/10/info-bpom-kasuseimie-di-taiwan. html.
% bid 122, TBT

75

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



inspeksi. KS simbol dapat ditampilkan pada prodetielah memperoleh
memperoleh persetujuan dari KS Sertifikat Instifdte

b.  Japan International Standard (J(S)A T2 #i#% Nippon Kigyo Kikaku)
menentukan standar yang digunakan untuk kegiatdnsin di Jepang.
Proses standarisasi ini dikoordinasikan oleh Kon8tandar Industri
Jepang dan dipublikasikan melalui Asosiasi Stariggrand>’ Berikut
beberapa contoh divisi di dalam JIS yang berkaitamgan produk Baja

dan Logam:
Tabel 5
JIS KODE KODE NAMA PRODUK
HURUF | ANGKA

JIS G Ferrous Materials and Metallurgy

JIS G 3101 | Rolled steel for general structure

JIS G 3104 | Steel bars for riverts

JIS G 3105 | Steel bars for chains

JIS G 3106 | Rooled steels for welded structure

JIS G 3108 | Rooled carbon steel for cold finished
steel bar

JIS G 3109 | Steel bars for prestressed concrete

JIS G 3111 | Rerolled carbon steel

JIS G 3112 | Steel bar for concrete reinforcement

JIS G 3114 | Hot rolled atmospheric corrosin
resisting steels for welded structure

JIS G 3117 | Rerolled steel bars for concrete
reinforcement

JIS H Nonferrous materials and metallurgy

JIS H 2105 | Pig lead

JIS H 2107 | Zinc ingots

JIS H 2113 | Cadmium metal

136 http://www.dkis.co.kr/ENGLISH/products/03_02.php
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Industriahrilards
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de

nd

JIS H 2116 | Tungsten powder and tungsten carb
powder

JIS H 2118 | Aluminum alloy ingots for die castings

JIS H 2121 | Electrolytic cathode copper

JIS H 2141 | Silver bullion

JIS H 2201 | Zinc alloy ingots for die casting

JIS H 2202 | Copper alloy ingots for castings

JIS H 2211 | Aluminium alloy ingots for castings

JIS H 2501 | Phosphor copper metal

JIS H 3100 | Copper and copper alloy sheets, plates
and strips

JIS H 3110 | Phosphor bronze and nickel silver
sheets, plates and strips

JIS H 3130 | Copper beryllium alloy, copper
titanium alloy, phosphobronze,
copper-nickel-tin alloy and nickel
silver sheets, plates and strips for
springs

JIS H 3140 | Copper bus bars

JIS H 3250 | Copper and copper alloy rods and
bars

JIS H 3260 | Copper and copper alloy wires

JIS H 3270 | Copper beryllium alloy, phosphor
bronze and nickel silver rods, bars a
wires

ASTM (American Society Testing Materipls

Standar

baja ASTM adalah

instrumental dalam mesgktasi,

mengevaluasi, dan menentukan bahan, sifat kinfat,mekanis, dan sifat

metalurgi dari berbagai jenis baja, yang terutanigurthkan dalam

produksi komponen mekanik, bagian industri, darmele konstruksi,
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serta aksesoris lainnya yang berhubungan dengaekeeBaja dapat

berasal dari karbon, struktural, stainless, feritikistenitik, dan jenis

paduan. Standar-standar baja sangat membantu dalambimbing

laboratorium metalurgi dan kilang, produsen prodldg pengguna akhir

dari baja dan variannya dalam pengolahan yang tdpat prosedur

aplikasi untuk memastikan kualitas terhadap penagmryang amafi®

Berikut beberapa contoh standar yang dikeluarkahMS

Architectural Metal Fence Systems

Designation

F2408 - 09

F2453 /| F2453M -
05(2011)el1

F2589 - 06

Bars

Designation

A29 / A29M - 11

A108 - 07

Title

Standard Specification for Ornamental

Fences Employing Galvanized Steel
Tubular Pickets

Standard Specification for Welded

Wire Mesh Fence Fabric (Metallic-

Coated or Polymer Coated) for Meshes
of 6 in2[3871 mnd] or Less, in Panels

or Rolls, with Uniform Meshes

Standard Specification for Ornamental

Fences Employing Steel Tubular

Pickets

Title

Standard Specification for Steel Bars,

Carbon and Alloy, Hot-Wrought,

General Requirements for

Standard Specification for Steel Bar,

Carbon and Alloy, Cold-Finished

138 http://www.astm.org/Standards/steel-standards.html
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A125 - 96(2007)

A255 -10

A304 - 05(2011)

A311/ A311M -
04(2010)

A322 - 07

A355 - 89(2006)

A400 - 69(2006)

A434 - 06

A499 - 89(2008)

A575 - 96(2007)

A576 - 90b(2006)

A663 / AG63M -

Standard Specification for Steel

Springs, Helical, Heat-Treated

Standard Test Methods for Determin

Hardenability of Steel

Standard Specification for Carbon and
Alloy Steel Bars Subject to End-

Quench Hardenability Requirements

Standard Specification for Cold-

Drawn, Stress-Relieved Carbon Steel

Bars Subject to Mechanical Property

Requirements
Standard Specification for Steel Bars,
Alloy, Standard Grades

Standard Specification for Steel Bars,

Alloys, for Nitriding

Standard Practice for Steel Bars,

Selection Guide, Composition, and

Mechanical Properties

Standard Specification for Steel Bars,
Alloy, Hot-Wrought or Cold-Finished,

Quenched and Tempered

Standard Specification for Steel Bars

and Shapes, Carbon Rolled from “T”

Rails

Standard Specification for Steel Bars,

Carbon, Merchant Quality, M-Grades

Standard Specification for Steel Bars,

Carbon, Hot-Wrought, Special Quality

tandard Specification for Steel Bars,
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89(2006) Carbon, Merchant Quality, Mechanic
Properties

Standard Specification for Steel Bars,

A675 | AG75M -
03(2009)

Carbon, HotWrought, Special Qualit'

Mechanical Properties

Standard Specification for Carbon and

A689 - 97(2007)el

Alloy Steel Bars for Springs

AISI (American Iron and Steel Instityte

Bekerjasama dengan ASTM & SAE, AISI mengklasifikas Besi

komersial dan Produk Baja. Yang diatur dalam A&Rlith kearah produk

besi baja yang dibuat secara manual apabila dibgkan dengan yang

telah distandarisasi. Standar ini berisi PemililfarPenggunaan Besi,

simbolisasi Kualitas menurut Nomor, chacteristicaNal Besi & Baja,

Definisi Istilah, Metode Eksperimen, Toleransi Stardisasi, dan

Kemasan, serta itu mengklasifikasikan 19 kategori.

(1) Carbon Steel: Half-finished products for Forginggldars for CR &
HR, Rebars for HR Concrete

(2) Carbon Steel: Steel Sheet, Structural section,stéekt pile

(3) Alloyed-Steel Sheet

(4) Alloyed-Steel: Half-finished rebar products for &R

(5) Carbon Steel Thin Plate

(6) Carbon Steel Strip

(7) Materials for Zinc factory

(8) Carbon Steel: Timber

(9) Carbon Steel: Flat Steel

(10) Materials for track or rail

(11) Wheels for vehicles

(12) Forging rail axle

(13) Alloyed-Steel: Thin plate & Strip

(14) Stainless Steel & Heat-Resisting Steel
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(15) Tool Steel

(16) Alloyed steel vessel

(17) Electronic Steel sheet

(18) High-strength & low-alloyed Steel

(19) Caron Steel: Steel pipe for piping, strudtyrigpe, Oil well pipes
Steel, Pipeline Steel

Indication
1 2 & &

Middle value of Carbon Range
Approximate or Classified ally Content in Standard Mo,
Category

Untuk standar yang digunakan sebagai acuan noraghatiblam SNI
Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bflah Japan
International Standarad (JIS G 1253-20029n and steel — method for spark
discharge atomic emission spectrometric analysfs).

Selain standar kualitas produk, untuk mendapatletifi@at Produk
Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) produsen juga hausenuhi ketentuan
dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008gyaerfokus pada
efektifitas prosescontinual improvement dimana dalam setiap proses
senantiasa dilakukan dengan perencanaan yang mataplgmentasi yang
terukur dengan jelas, dilakukan evaluasi dan aeatlata yang akurat serta
tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring pal@kannya agar benar-
benar bisa menuntaskan masalah yang terjadi dnisias.

Pilar berikutnya yang digunakan demi menyukseskaiosgs
implementasi 1ISO 9001 ini, maka ditetapkanlah dmfaprinsip manajemen
mutu yang bertujuan untuk mengimprovisasi kinergdesn agar proses yang
berlangsung sesuai dengan fokus utama yadffiectivitas continual

improvementdelapan prinsip manajemen yang dimaksud a&lah

139 SNI 07-0601-2006, Baja Lembaran , Pelat dan Gnr@anai Panas (BjP).
140wawan Setyawan, Prinsip-Prinsip Dasar ISO 90@820
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Customer Focus Semua aktifitas perencanaan dan implementasersyst
sematamata untuk memuaskan customer.

Leadership Top Management berfungsi sebagai Leader dalangavesd
implementasi System bahwa semua gerak organis&du gerkontrol
dalam satu komando dengan commitment yang samageia@k yang
sinergi pada setiap elemen organisasi

Keterlibatan semua orangSemua element dalam organisasi terlibat dan
concern dalam implementasi system management maeguas fungsi
kerjanya masingmasing, bahkan hinggéice boysekalipun hendaknya
senantiasa melakukan yang terbaik dan membuktikaerjanya layak
serta berqualitas, pada fungsinya sebagai offige bo

Pendekatan Prosedktifitas implementasi system selalu mengikutiral
proses yang terjadi dalam organisasi. Pendekatagepsdaan proses
dipetakan melalui business process. Dengan demikemborosan
karena proses yang tidak perlu bisa dihindari aghaliknya, ada proses
yang tidak terlaksana karena pelaksanaan yang sdsitai dengafiow
process itu sendiri yang berdampak pada hilangnya keperraya
pelanggan

Pendekatan sistem ke manajemémplementasi system mengedepankan
pendekatan pada cara pengelolaan (managementys drakan sekedar
menghilangkan masalah yang terjadi. Karena itu épkaizen, continual
improvement sangat ditekankan. Pola pengelolaannya bertujuan
memperbaiki cara dalam menghilangkan akar (penyebwisalah dan
melakukan improvement untuk menghilangkan potersatah.

Perbaikan berkelanjutan Improvement, adalah roh implementasi ISO
9001:2008

Pendekatan Fakta sebagai Dasar Pengambilan Keputus@etiap
keputusan dalam implementasi system selalu didasgrkda fakta dan
data. Tidak ada data (bukti implementasi) sama aengidak
dilaksanakannya system ISO 9001:2008
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8. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasS8kpplier
bukanlah Pembantu, tetapi mitra usahssiness partnekarena itu harus
terjadi pola hubungan saling menguntungkan.

Hal kedua yang harus dipenuhi selain penerapaerSisianajemen
Mutu adalah pemenuhan ketentuan dalam SNI khusugaya terkait dengan
kualitas produk. Pemenuhan kualitas produk dalarhsaNgat terkait dengan
pemenuhan syarat mutu. Syarat mutu tersebut tetaliriDimensi, Komposisi
Kimia, Sifat Mekanis, Sifat Tampak dan Bentuk,

Dari kedua persyaratan utama dalam penerapan SN glangan
pengaplikasikan Sistem Manajemen Mutu dan pemenpkesyaratan dalam
SNI. Maka pemberlakuan SNI secara wajib bukan hangaupakan kebijakan
peningkatan mutu produk namun juga merupakan saékmis untuk
memberikan hambatan pada perdagangan. Hambatars te&rdagangan /
technical barriers to trad€TBT) adalah tindakan atau kebijakan suatu negara
yang bersifat teknis yang dapat menghambat perdaganternasional, dimana
penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehinggaimhbatkan suatu

hambatan perdagangan.

PERJANJIAN SALING PENGAKUAN

Seperti yang telah di paparkan dalam BAB Il ketantdalam WTO
yang mengatur tentang hak suatu negara anggota WAtGk melindungi
industri dalam negerinya yang tertuang dalam ketntpengecualian secara
umum General Exception Salah satu ketentua@eneral Exceptiordalam
WTO yang memberikan hambatan secara teknis di gigandagangan adalah
Agreement on Technical Barrier to Trag€BT). Penerapan Perjanjian TBT
pada setiap negara anggota WTO berpegang padappNos diskriminasi,
transparansi dan harmonisasi. Ketiga prinsip iniupgkan modal dasar untuk

mencegah terciptanya hambatan-hambatan perdaggaggrtidak diperlukan.
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Atau dengan kata lain Perjanjian TBT pada prinsgpmgengatur hal-hal

sebagai berikut:

a. Sejauh mungkin pengembangan standar nasional tddajukan untuk
atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan;

b. Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuaastaecara wajib
tidak dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkembatan
perdagangan yang berlebihan. Sejauh mungkin staedsabut mengacu
pada standar internasional. Regulasi teknis hamstifikasi melalui
suatu notification body nasional untuk memberikan kesempatan bagi
semua anggota WTO untuk bertanya atau memberikaatapat énquiry)
selama sedikitnya 60 hari.

BSN telah ditunjuk sebagaotification bodydanenquiry pointuntuk TBT dan

Kementerian Pertanian sebagational notification authoritglannational

enquirypointuntuk SPS.

Dalam hal untuk menyeragamkan pola pengaturan dakamerapan
Perjanjian TBT, di beberapa orgaisasi regional yaamnggotakan negara —
negara dalam suatu kawasan tertentu telah membogtampm harmonisasi
penerapan standar. Dalam Prinsip Harmonisasi negayara anggota WTO
disarankan untuk membuat Regulasi Teknis, Standarptosedur penilaian
kesesuaian selaras dengan standar internasiorattiskEg0O, IEC dan Codex
Alimentarius. Pengaturan ini didasarkan Pasal 22.6- Annex 3(F)-(Gf*
Perjanjian TBTCode of GoodPracticedan pasal 5.4 dan 5.5 mengatur regulasi
teknis™*? Selain prinsip harmonisasi, di dalam pelaksanaarnafjian TBT
harus memperhatikan Kebijakan standar mutu pr¢kluksusnya dalam kaitan
TBT) dimana setiap negara anggota harus saling mekaln informasi tentang
standar yang digunakan, menerima prin€ipnformity Assesmerdan/atau
saling mengakui standar masing —masing Negara dgmgabentukaMutual

Recognition ArrangemeiiMRA).

141 \World Trade Organization, The Legal Text The restiThe Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiation, Cambrige, hal 122 dan 140.
2 bid, hal. 127.

84

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



Terkait harnomisasi standar dan penerapan pemangaling
pengakuan dalam penerapan suatu standar secapa wdgnesia sebagai salah
satu negara anggofasosiation of South East Asian Natio@dsSEAN) telah
mengakomodir proses harmonisasi standar dalam nma&gidsia Tenggara
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia N@Shdmahun 2010 Tanggal
21 Desember 2010 tentang Pengesdgneement on thASEAN Harmonized
Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regi{Persetujuan ASEAN
Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peraldtistrik dan
Elektronika). Meskipun proses harminisasi stan@alaregional Asia Tenggara
berjalan secara bertahap namun usaha ini diharapkam memberikan
kemudahan bagi sesama negara-negara anggota ASEkRIN melakukan
perdagangan serta memberikan posisi tawar yang ledsar dengan negara-
negara lain selain anggota ASEAN. Ketentuan Peatiresiden Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 ini berlaku sejagganhl Januari 2011.

Agreement on The Asean Harmonized Electrical andctEinic
Equipment Regulatory Regimeatau Persetujuan = ASEAN mengenai
Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Lidaik Elektronika adalah
suatu perjanjian kerjasama mengenai penerapan fpeagaPeralatan Listrik
dan Elektronika di negara-negara anggota ASEAN oftedia, Brunei
Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, iRdip Singapura,
Thailand, serta Vietnam). Yang dimaksud Peralat@sirik dan Elektronik
dalam Perjanjian ini adalah semua peralatan barmgemai listrik dan
elektronik yang terhubung secara langsung atauasar ke satu daya
bertegangan rendah atau baterai bertenaga, tetihi termasuk Peralatan
Telekomunikasi dan tidak berlaku bagi peralatanisadeersetujuan ini berlaku
bagi negara-negara anggota yang melakukan tindpkagaturan Peralatan
Listrik dan Elektronik.

Tujuan diadakannya Persetujuan tersebut adalaf’dhtu

143pgreement on The Asean Harmonized Electrical arettEinic Equipment Regulatory Regime
(Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cangduran Peralatan Listrik dan Elektronika),
Pasal 1.
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a. meningkatkan kerjasama di antara Negara-Negara @tagglalam
memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatamusia serta
kekayaan dan perlindungan lingkungan terkait pariggrerdagangan
peralatan listrik dan elektronik di ASEAN;

b. menghilangkan pembatasan bagi perdagangan Peralastmk dan
Elektronik melalui harmonisasi persyaratan tekiis gendaftaran;

c. memfasilitasi negosiasi atas Perjanjian Saling Blemgn dalam Penilaian
Kesesuaian antara ASEAN dan negara-negara lairkatampok negara-
negara (blok-blok);

Persyaratan Dasar (Essential Requirements) ASEANtuku
Harmonized Electrical and Electronic Equipment (BEdflalah Kesehatan,
Keamanan, Keselamatan dan LingkungiBL)**. Sertifikat yang diterbitkan
Lembaga Sertifikasi Produk atas kesesuaian stagdag disebut dengan
Certificate of Conormity(CoC) berlaku maksimum 3 tahun sejak tanggal
diterbitkart*>. Prosedur Registrasi pada Instansi yang Berweff@egulatory
Authority) harus disenyelesaikan tidak lebih darihari kerja atau 7 hari
kalender setelah penyerahan Sertifikat Kesesua@oC) dan pemenuhan
persyaratan administrasi oleh pemohon. Dalam hasasinstandar ASEAN
Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Penguji di aragnegara anggota
ASEAN yang telah terdaftar di ASEAN dianggap tetaémiliki Memorandum
Recognition of Arrangement(MRA). Harmonisasi Prosedur Penilaian
Kesesuaian ASEAN untuk EEE menggunakan Sistemfigasii ISO 1 atau 5
Prosedur sertifikasi harus mengikuti skema yarngit&idalam :

a. ISO/IEC Guide 67: 2004 "Conformity Assessment -Bomehtals of
Product Certifications";

144 Agreement on The Asean Harmonized Electrical aedtEinic Equipment Regulatory Regime
(Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cangdturan Peralatan Listrik dan Elektronika),
Appendix B angka 1.

145> Agreement on The Asean Harmonized Electrical aedtEinic Equipment Regulatory Regime
(Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cangdturan Peralatan Listrik dan Elektronika),
Appendix C angka 3.2.
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b. ISO/IEC Guide 53:2005 “Conformity assessment -Goodaon the use
'of an organization's quality management system pnoduct
certification”; dan

c. ISO/IEC Guide 28: 2004 "Conformity assessment -&uwd on a Third

Party Certification System for Product" atau daladisi terbarunya.

Perjanjian ini mensyaratkan Negara Anggota untuknéfipkan
Undang-Undang dan/atau Pedoman Teknis serta Karem®tdministrasi yang
diperlukan serta Membangun infrastruktur teknis gyadiperlukan untuk
melaksanakan Perjanjian ini termasuk system pemantpasar yang efektif
dan/atau persyaratan kewajiban produk yang rele@mgi Negara-Negara
Anggota yang mempunyai Tata Cara Pengaturan Pamalatstrik dan
Elektronik, Negara Anggota harus tunduk kepada KerSiektoral Bersama
untuk Peralatan Listrik dan Elektronik melalui Sslariat ASEAN Negara-
Negara Anggota. Namun bagi Negara-Negara Anggatg fidak mempunyai
Tata Cara Pengaturantersebut, Persetujuan ini tidakajibkan mereka untuk
membentuk peraturan yang baru.

Peralatan Listrik dan Elektronik yang beredar dsgsmasyarakat,
harus sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B wyemyebutkan bahwa
setiap peralatan listrik yang beredar dipasaraaktloerbahaya bagi kesehatan
dan keselamatan manusia, kerusakan pada peraktika dipergunakan secara
normal sesuai dengan kegunaan, kondisi dan petwgol telah ditetapkan
oleh pabrikan atau badan yang berwendh@eralatan Listrik dan Elektronik
yang berada di pasar tidak boleh menyebabkan Keanskngkungan pada
alasan yang logis. Pengaturan tentang perbaikagkuimgan, kearifan
lingkungan, rasio penggunaan sumber daya alam d#ifmhbahkan dalam
Regulasi Teknid?’ Peralatan Listrik dan Elektronik yang tidak mertgnu

ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan sditelpngan lingkungan

146 | ampiran B Persetujuan ASEAN Mengenai Harmoni$asa Cara Pengaturan Peralatan Listrik
dan Elektronika), Paragraf 1.
147 Lampiran B Persetujuan ASEAN Mengenai Harmoni$asa Cara Pengaturan Peralatan Listrik
dan Elektronika, Paragraf 2.
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yang ditetapkan maka masing-masing negara anggotiasarkan ketentuan
masing-masing harus mencabut pendaftaran masiniggna®duk’*®

Negara-Negara Anggota dapat menguatkan dan menkagkapaya
kerjasama mengenai Peralatan Listrik dan Elektrgeikta bekerja sama pada
area yang tidak tercakup oleh perjanjian kerjasddadam perjanjian ini yang
diatur tidak terbatas pada membangun atau menikeykaeralatan Listrik dan
Elektronik terkait fasilitas infrastruktur namun ga mendorong dan
mempromosikan kerjasama tentang: Penilaian dastragi produk Peralatan
Listrik dan Elektronik, menguji dan sertifikasi Rtatan Listrik dan Elektronik
serta akreditasi dan penunjukan Lembaga Penilaiasestaian; dan
pemberitahuan peringatan keamanan Peralatan LiktrikElektronik:*®

Jika terdapat sengketa antara Negara Anggota,itent@rpretasi atau
implementasi dari Persetujuan ini termasuk Lampirampirannya, harus
diselesaikan secara damai dengan cara konsultdaraamegara-Negara
Anggota yang bersengketa. Komite Sektoral Bersaerald&an Listrik dan
Elektronik dapat membantu konsultasi tersebut. Jkagketa tidak dapat
diselesaikan, sengketa tersebut akan diselesaikanmit Protokol Mekanisme
Penyelesaian Sengketa ASEAN (yang ditandatangawggéd 29 November
2004 di Vientin, Laos}>®

Palam Perjanjian ini terdapat Komite Sektoral Bex@dagi Peralatan
Listrik dan Elektronik, komite ini bertanggung jalw untuk mengefektifkan
fungsi Persetujuan ini, yang termasuk, tetapi tidédrbatas pada,
mengoordinasi, meninjau dan mengawasi penerapganian ini termasuk

Lampiran-Lampiranny&>* Komite ini juga bertuga&?

148 | ampiran C Persetujuan ASEAN Mengenai Harmoni$ask Cara Pengaturan Peralatan Listrik
dan Elektronika, Paragraf 5.2.

149 persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Carg&turan Peralatan Listrik dan
Elektronika Pasal 10.

150 persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Car#&uran Peralatan Listrik dan Elektronik,
Pasal 11.

151 persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Carg#&turan Peralatan Listrik dan
Elektronika, Pasal 4.

152 persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Carg&turan Peralatan Listrik dan
Elektronika Pasal 12.
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a. membuat keputusan dan mengadopsi aturannya sesedia prosedur-
prosedur hanya melalui persetujuan;

b. dapat membangun atau berkonsultasi kepada siapaupiuk tujuan
penerimaan saran dalam hal apapun dari sains #ars telam dalam
lingkup Peralatan Listrik dan Elektroni;

c. dapat mengambil alih peranan Komite Sektoral BeeasBeralatan Listrik
dan Elektronik serta Perjanjian Saling Pengakudantgencantuman,
penangguhan, penghapusan dan verifikasi LaboratoriBengujia
dan/atau Lembaga Sertifikasi sehubungan dengaretBgran ini dan
Perjanjian Saling Pengakuan Sektor ASEAN bagi BtxalListrik Dan
Elektronik;

d. berkoordinasi dan mengawasi penerapan Perjanjian tarmasuk
Lampiran-Lampirannya, dibantu oleh Komite Konsult&andar dan
Kualitas dan Sekretariat ASEAN. Perjanjian ini bkd pada saat
diratifikasi atau diterima oleh semua negara peatamfjan bersama
Sekjen ASEAN dan ketentuan dalam Persetujuan jpatddiamandemen
oleh perjanjian tertulis dari semua Negara-Negarggbta.

Mekanisme pelaksanaan ketentuan dalam perjanjiha ASEAN
Harmonized Electrical and Electronic Equipment Ratpry Regime
dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mdio 02/M-
IND/PER/1/2011 tentang Tata Cara Pengakuan Terh&#apfikat Produk
Peralatan Mesin dan Elektronika Dari Lembaga PamilKesesuaian Di
Negara-Negara ASEAN. Peraturan Menteri ini menyautbahwa Sertifikat
Produk Peralatan Listrik atau Elektronika yang Hbikekan oleh Lembaga
Sertifikasi Produk yang telah terdaftar di ASEAMjW diakui oleh Lembaga
Sertifikasi Produk di dalam negEfl Pengakuan atas sertifikat produk dari
lambaga sertifikasi di negara-negara ASEAN yanglaiar di ASEAN
dikeluarkan dalam bentuk SPPT SNI. Pengakuan igaitfiroduk dari lembaga
sertifikasi di negara-negara ASEAN didasarkan pé&onan dari pemilik

153 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2/M-IND/PHRD11 tentang Tata Cara Pengakuan
Terhadap Sertifikat Produk Peralatan Mesin dantElaka Dari Lembaga Penilian Kesesuaian Di
Negara-Negara ASEAN, Pasal 2.
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sertifikat tersebdt*. Sertifikat SPPT SNI yang merupakan pengakuan atas
sertifikat produk dari lambaga sertifikasi di nesyamegara ASEAN di keluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi yang telah ditunjuk Menteerindustrian dalam
rangka pelaksaan pemberlakuan SNI. Sertifikat ydigluarkan berlaku
selama 3 tahun sejak diterbitkah

Perjanjian ASEAN untukHarmonized Electrical and Electronic
Equipmenimerupakarpionir dari perjanjian harmonisasi standar prodik Hi
ASEAN. Munculnya produk elektronik sebagai pionialam harmonisasi
standar di ASEAN disebabkan baiknya sistem manajemedustri dalam
memberikan data yang akurat serta ketertarikankunempermudah membuka

akses pasar.

PENGGUNAAN HARMONIZE SYSTEM (HS) DALAM PENENTUAN
PRODUK YANG SNINYA DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

Pemberlakuan SNI secara wajib bidang perinduswiah regulator
dituangkan dalam suatu Peraturan Menteri PerinduastiKetentuan dalam
peraturan ini akan diberlakukan secara non diskasii baik untuk produk
dalam negeri maupun produk impor. Untuk memberikapastian dalam
penamaan produk baik untuk produk impor maupun ndafeegeri, dalam
Regulasi Teknis yang dibuat menggunakiammonizy System (HS) codalam
penamaan produk yang SNinya diberlakukan secaia.vizgfinisi HS tersebut
adalah nomenklatur tarif yang merupakan sistemdsatamternasional untuk
nama dan nomor guna mengklasifikasikan produk ydipgrdagangkan yang
dikembangkan serta dikelola oleh Organisasi KepseaDunia (WCOY®.
Organisasi WCO merupakan sebuah organisasi antarpgah independen
dengan anggota lebih dari 170 negara anggota yanigasis di Brussels,
Belgia™”.

*Ypid, Pasal 3
bid, Pasal 7.
156 http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonized_System
157 http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonized_System
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Meskipun pemberlakukan SNI secara wajib tidak terlsecara
langsung dengan pengenaan bea masuk pada produk mapnun untuk
penamaan produk yang diberlakukan SNI secara W#pbmenggunakan HS
sebagai pengenal produk karena terkait dengan geamdan internasional.
Penamaan produk dengan menggunakan HS dalam sigeedagangan
internasional tertuang dalathe International, Convention on the Harmonized
Description and Coding System (HS Conventidh)mplikasi dari penerapan
SNI terkait dengan bea masuk akan sangat terlddd pemaparan Bab IV tesis
ini. Gambaran cara menggunakan Buku Tarif Bea Masulonesia yang
merupakan panduan penamaan barang dalam lintasgaeghn Internasional
terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bean DCukai
Nomor SE - 37/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksamargdgunaan Buku Tarif
Bea Masuk Indonesia 2007 (BTBMI 2007). Ketentuani ilahir
dilatarbelakangi bahwa berdasarkan Keputusan RresrRepublik Indonesia
Nomor 35 Tahun 1993, Indonesia telah menjadi cotnbrg party darithe
International, Convention on the Harmonized Dedaoip and Coding System
(HS Convention):>®

Sebagai salah satu contracting party d#s ConventionIndonesia
telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnag&a&BMI, terakhir
BTBMI 2004 yang disusun berdasarkan Amandemen HE 2ian ASEAN
Harmonised Tariff Nomenclatug®&HTN). Selain dari pada itu sebagai salah
satu negara ASEAN, Indonesia telah memberlakulstersiklasifikasi barang
berdasarkalASEAN Harmonised Tariff Nomenclatu(AHTN) berdasarkan
Protocol Governing the Implementation of the ASEMWBrmonised Tariff
Nomenclaturd AHTN) mulai 1 Januari 2004

158 pembukaathe International, Convention on the Harmonized diggion and Coding System (HS
Convention).

159 syrat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nd®or 37/BC/2006

180 syrat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nd®or 37/BC/2006
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Materi pokok BTBMI 2007 terdiri atas:
Sistem klasifikasi barang impor yang ditetapkandbsarkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMKR/Q006
tanggal 15 Nopember 2006;

Sistem klasifikasi barang impor yang ditetapkandbsarkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMKR/Q006
tanggal 15 Nopember 2006;

Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalagka skema
Common Effective Preferential Tariff (CEPT) for AKTyang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republiloniesia Nomor
125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006;

Besarnya pembebanan tarif Pajak Pertambahan NR&N)Y yang
ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tdli983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paajudfan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesiduial983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264ga@hana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-unddmmor 18 tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 dvoh28,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

Pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang M¢éR@hBM) yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuanggulbtik Indonesia
Nomor 569/KMK.04/2000dan Nomor_570/KMK.04/200@ebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepuatienteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 39/KMK.03/200a&nggal 28 Januari 2003
dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesi@mai
620/PMK.03/2004anggal 31 Desember 2004;

Ketentuan larangan/pembatasan impor barang tertgamg antara lain

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindnstr dan
Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 sebagaiméata beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Rergtrian dan
Perdagangan Nomor 751/MPP/KEP/11/2002 dan tataaniagor dan
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peredaran bahan berbahaya tertentu ditetapkan daekda Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/KIP¥6/2003
tanggal 17 Juni 2003 serta peraturan instansigdaimnya,

Penyajian dalam BTBMI dalam betuk tabel dimanaapad 9 kolom
table yang masing-masing kolom memiliki fungsi pgoigngan yang berbeda-
beda. Pembedaan ini didasarkan pada sismtem ké&ssifatau penggolongan
atas jenis produk atau barang. Berikut penjelagapetinci sebagaimana
tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bean DCukai
Nomor SE - 37/BC/2006:

a. Kolom pertama adalah kolom "Pos/Subpos/PosTarifigy@encantumkan
nomor pos/subpos sebagai berikut :
1. 4 (empat) dan 6 (enam) digit pertama berasal @&s Harmonized

System-World Customs Organization (HS-WCO);

2. 8 (delapan) digit berasal dari teks AHTN;
3. 10 (sepuluh) digit merupakan teks berasal darianrdiarang dalam
bahasa Indonesia, kecuali :

a) yang 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 1702.30()). berasal

dari teks AHTN;

b) yang 4 digit terakhirnya "00.00" (misalnya 1702C&D00)

merupakan teks asli HS - WCO.

4. husus uraian barang dalam bab 98 merupakan te&sdbetari uraian

barang dalam bahasa Indonesia.
b. Kolom kedua adalah kolom "Uraian Barang" dalam baHadonesia yang

disusun dengan pola sebagai berikut:

1. Uraian barang pada pos (4 digit) dan subpos (6)diggrupakan
terjemahan dari teks HS-WCO;

2. Uraian barang pada subpos ASEAN (8 digit) merupagemahan
dari teks AHTN;

3. Uraian barang pada pos tarif nasional (10 digitjupakan teks

berasal dari uraian barang dalam bahasa Indorkesiaali:
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C.

a) Yyang 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 1702.30().berasal
dari teks AHTN;
b) yang 4 digit terakhirnya "00.00" (misalnya 1702(D00) berasal
dari teks HS - WCO.
Kolom ketiga adalah kolom "Description of Goods'lasha bahasa Inggris
yang disusun dengan pola sebagai berikut :
1. Uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6 digityupakan teks HS-
WCO dalam bahasa Inggris;
2. Uraian barang pada subpos ASEAN (8 digit) merupaéks AHTN
dalam bahasa Inggris;
3. Uraian barang pada pos tarif nasional (10 digitjupakan terjemahan
dari teks bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggasali :
a) yang 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 1702.300).
merupakan teks AHTN;
b) yang 4 digit terakhirnya "00.00" (misalnya 1702C&D00)
merupakan teks asli HS - WCO.
4. Khusus uraian barang dalam bab 98 merupakan te&sdbelari uraian
barang dalam bahasa Indonesia.
Kolom keempat adalah kolom "Bea Masuk Umum" yangeaatumkan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor benakum yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuanggpulitik Indonesia
Nomor 110/PMK.010/200€@nggal 15 Nopember 2006;
Kolom kelima adalah kolom "Bea Masuk CEPT" yang o@riumkan

pembebanan tarif bea masuk yang berlaku untuk if@@ang dari negara-
negara ASEAN dalam rangka Skema CEPT yang ditetapkadasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006;

Kolom keenam adalah kolom "PPN" (Pajak PertambaNdai) yang
mencantumkan pembebanan tarif PPN yang ditetapkardabarkan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1988bagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
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g. Kolom ketujuh adalah kolom "PPnBM" (Pajak Penjuakstas Barang
Mewah) yang mencantumkan pembebanan tarif PPnBNj ghitetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republilonesia Nomor
569/KMK.04/2000 dan Nomor _570/KMK.04/2000sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan éfdierf{euangan
Republik Indonesia Nomar 39/KMK.03/20@&8nggal 28 Januari 2003 dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
620/PMK.03/2004anggal 31 Desember 2004;

h. Kolom kedelapan adalah kolom "Larangan/Pembatasayéng

mencantumkan ketentuan larangan atau pembatasangbanpor yang
ditetapkan instansi teknis terkait antara lain hsadkan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/KIPP7/1997

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputuddenteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 62/MPP/KERIO2/Zdan tata
niaga impor dan peredaran bahan berbahaya tertelitietapkan

berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dawdlaBangan Nomor
254/MPP/KEP/7/2000, serta ketentuan instansi tdkimsya;

i. Kolom kesembilan adalah kolom "Keterangan" yangedimskan untuk
mencantumkan keterangan tambahan yang dianggap genl ketentuan
lain yang belum ditampung pada kolom-kolom sebelann

Dalam pemberian nama produk yang akan diberlak@kéinya secara
wajib pemerintah menggunakan HS code 10 digit neaip teks berasal dari
uraian barang dalam bahasa Indonesia. Penggunaancad® 10 digit
diharapkan telah dapat mendefinisikan produk yaigerthkukan SNinya
secara wajib secara detail dan terperinci sehingtek terjadi kekeliruan.

Penerpan SNI secara wajin melalui Regulasi Tekr@mberikan konsekuensi

bahwa Produk dengan nomor HS yang tercantum dalkegual&si Teknis tidak

dapat masuk ke dalam daerah pabean Indonesia seuaslah sebelum

memenuhi ketentuan SNI.
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LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Untuk melancarkan proses sertifikasi dalam penergpidl bidang
industri, Pemerintah dalam hal ini Kementerian iirstrian akan menunjuk
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dambaga Sertifikasi
Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji. BerdasarRasal 12 Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 LRENng akan ditunjuk
harus memenuhi ketentuan telah terakreditasi ol&N Kintuk lingkup yang
sesuai dengan SNI yang diberlakukan SNInya secaiiéo,welah memiliki
perjanjian kerjasama dengan Laboratorium Pengaji mbaga inspeksi dan
bagi yang telah memiliki Laboratorium penguji sehdikan lebih baik®
Penunjukan terhadap LPK dimaksud diutamakan bagk Lyang telah
terakreditasi. Berasarkan Pasal 33 Peraturan Meditmaksud menyatakan
bahwa selama belum tersedia LPK yang meliputi Leyalfgertifikasi Produk,
Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yangkteditasi KAN,
Menterin dapat menunjuk LPK yang telah dievaluasmgetensinya oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yangirsadiubah namanya
menjadi Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutalustri, Kementerian
Perindustrian. Evaluasi yang dilakukan tersebutaalemp*?

a. Aspek legalitas perusahaan;

b. Kompetensi untuk melakukan pengujian, inspeksi atatifikasi produk
yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkaamd&NI dengan
pertimbangan sarana uji dan metode uji yang digamak

c. Sarana inspeksi yang memadai dan metode inspekg gagunakan
untuk inspeksi produk; dan

d. Saesor dan petugas pengambil contoh serta tendigdaddim jumlah

yang memadai untuk sertifikasi produk;

161 | ihat Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian dio86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar
Nasional Indonesia Bidang Industri
162 ihat Pasal 33 Peraturan Menteri Perindustrian dio86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar
Nasional Indonesia Bidang Industri.
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Terakreditasi oleh KAN sebagai Laboratorium Pengugmbaga Inspeksi
produk untuk lingkup yang sejenis.

Berdasarkan semua Peraturan Menteri Perindustriantartg
Pemberlakukan SNI secara wajib, penunjukan LPK yaglgm terakreditasi
hanya berlaku selama dua tahun. Apabila dalam aluantLPK yang ditunjuk
dan belum terakreditasi belum juga mendapat alasidibleh KAN maka
penunjukan tersebut akan berakhir dan dicabut. rDakenyataan proses
akreditasi KAN memakan waktu yang sangat lama dtak tdapat diprediksi,
banyak yang telah mengajukan proses akreditastedahn dilakukan penilaian
namun sampa dengan mendapatkan akreditasi bisdimetiari dua tahun.
Lamanya waktu proses akreditasi ini lebih disebabkaerja KAN yang tidak

profesional:®®

PEMBERLAKUAN SNI BJP SECARA WAJIB

Krisis ekonomi global pada tahun 2008 telah menkberidampak
yang buruk pada seluruh sektor. Krisis ekonomi glotelah menurunkan
kemampuan daya beli masyarakat. Pada awal trini2008 dampak krisis
mulai dirasakan oleh dunia usaha dengan ditandhimkelemahnya permintaan
akan produk-produk ekspor, menurunnya beberapa ahakgmoditas
internasional, ditambah dengan pelemahan nilarukgiah terhadap USE?

Sebagai dampak lanjutan dari memburuknya kondisiiadwsaha,
maka beberapa perusahaan yang padat tenaga kka dan berencana
melakukan pemutusan hubungan kerja, antara laia jpadistri tekstil, industri
baja, industri pulp & paper, industri elektronikdustri otomotif, dan industri
plastik. Indikasi memburuknya kondisi usaha padahirakahun 2008

diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2609.

183 Berdasarkan hasil rapat dalam pembahasan pembanl&N| secara wajib bersama para para
pihak terkait, di Kementerian Perindustrian.

184 Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Jakaiftayulan IV 2008, hal.28.

%% bid, hal 29.
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Pada Tahun 2009 produksi Baja nasional pada &tdgntdah yaitu 3,5
juta tort®. Hal ini disebabkan kondisi industri baja ditah@009 jatuh hingga
ketitik ekstrim. Gambaran kondisi yang ekstrim dapat terlihat data ekspor
produk Baja Pelat dan Gulungan Canai Panas sebagaimimakud dalam
Lampiran 1 tesis ini.

Harga baja dunia yang sempat menembus titik teitihgmgga US$
1.250 per ton pada Juli 2008 kemudian merosot dewgpat hingga hanya
US$ 450 per ton awal 2088’ Merosotnya harga baja HRC tersebut bertahan
hampir di sepanjang tahun 2009, bahkan pada Meb 20@ncapai titik
terendah hanya US$ 395 per ton. Dengan demikiargrjki produksi dan
penjualan industri baja di dalam negeri merosostidasepanjang 2009, rata-
rata turun 27,5%. Tingkat pemanfaatan kapasitg@sang (utilisasi) produsen
baja juga anjlok menjadi hanya 35%-40% dari kondmimal yang berkisar
60%° Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Keererp sepanjang
2009 pertumbuhan industri logam dasar besi danrbajasot ke titik terendah
sepanjang 5 tahun terakhir menjadi -7,19% dibar@ingdengan 2008 yang
masih tumbuh sebesar 1,3%.

Kondisi harga baja dunia baru pulih mengalami pgkatan yang
cukup signifikan di penghujung tahun 2009, dimaadgpDesember 2009 harga
HRC dunia menyentuh US$ 585 per ton dan Febr@di® 2neningkat menjadi
US$ 620 per ton®® Perbaikan kondisi ini tidak memberikan dampakgyan
signifikan terhadap kondisi industri baja karendga Januari 2010 Perjanjian
Perdagangan Bebas ASEAN-China dimana ancaman pradpkr yang
memasuki pasar lokal dengan nol persen bea masuk sdngat mengancam
industri nasional. Telah menjadi rahasia umum bahmdonesia, sebagaimana
kebanyakan negara ASEAN, tidak akan mampu menglingguiuk China."

Dapat dibayangkan pada saat sebelum memasuki GSHE&AN Free Trade

156 Badan Standardisasi Nasional, SNI Penguat Daym$aingsa, Jakarta, 2010, hal. 56.
157 http://www.duniaindustri.com/baja/443-ketika-hatugia-dunia-mulai-bangkit.html
168 H
Ibid.
189 |bid.

170 http://m.inilah.com/read/detail/85343/baja-bangkiukan-faktor-dumping
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Area (CAFTA) pun, negara-negara Asean sudah kebanfiroduk dari China
dan saat perdagangan bebas ASEAN-China diberlakbkanmasuk produk
impor menjadi nol persen dengan demikian produkn&hakan semakin
mencengkeram pasar domestik. Industri nasionahpemangis karena PHK tak
terelakkan. Akibat krisis, kemampuan masyarakatkunmiembeli baja dan besi
turun drastis. Sehingga, PHK terhadap 18 ribu keayadi industri besi dan
baja.'’™*

World Steel Associatiomengungkapkan negara-negara pemasok bijih
besi, seperti Brazil dan Australia, kini meningkatkharga bahan baku karena
China, India, dan Kawasan Timur Tengah masih meniesgtabilan produksi
baja dititik tertinggit’> Sementara itu, harga besi bekas (scrap) yang dienja
bahan baku kelompok baja long product, seperti pesiil dan penunjang
infrastruktur, juga meningkat di kisaran yang lebiéndaht’® Di tengah
resesiglobal, China justru memacu produksi bajarsebesar-besaran hingga
melonjak13,5% menjadi 567,8 juta ton. Karena it@aJakgan pengusaha
mengkhawatirkan dampak implementasi liberalisasap&hina- ASEAN-ree
Trade Agreemen{ACFTA) yang dapat memacu impor baja secara besar-
besaran dari Chind.’

Terkait dengan upaya pemulihan industri baja dkioesis ekonomi
global sebanyak sembilan negara menerapkan protekgi industri baja
menyusul penurunan permintaan secara global d@mgidterugian yang masih
dihadapi sektor ini. Proteksi tersebut di antarai@agan menaikkan tarif bea
masuk, pengetatan impor khusus, dan subsidt’g&embilan negara tersebut
adalah Tiongkok, India, Malaysia, Iran, Thailandetdam, Amerika Serikat,

1 |bid.

172 http:/lwww.scribd.com/doc/47238306/Kondisi-Indiraja-Indonesia-Hadapi-
Pasar-Bebas-Ac-Fta-2010

173 http:/mww.scribd.com/doc/47238306/Kondisi-Indirgaja-Indonesia-Hadapi-
Pasar-Bebas-Ac-Fta-2010

17 http:/lwww.scribd.com/doc/47238306/Kondisi-Indiraja-Indonesia-Hadapi-
Pasar-Bebas-Ac-Fta-2010

175 http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=5205
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Uni Eropa, dan Rusid® Tindakan pengamanan pada masing-masing negara

tersebut adalah:

a. Tiongkok menghapus pajak ekspor baja sekitar 5% emaikkan
keringanan tarif importéx rebat¢ untuk bahan baku baja.

b. India berencana meningkatkan tarif pengamanan gandgn (safeguard)
impor baja canai panagot rolled coildHRC) sebagai respons dari
permintaan Essar Steel Ltd.

c. Malaysia memberikan subsidi harga gas dari Petrbimagga 25% untuk
industri baja di negara itu.

d. Iran meningkatkan tariff bea masuk baja sebesar. 10%

e. Thailand menyepakati bantuan senilai 100 juta lzahtt US$ 2,8 juta
untuk industri baja.

f.  Vietnam menghapuskan pajak ekspor 5% untuk prodigt ari negara
tersebut. Selain itu, Vietham berencana menaiklennbasuk impor baja
khusus untuk konstruksi dari 8% menjadi 25%.

g. Amerika Serikat menerapkan kebijakan ‘American Bugerican’ yang
berlaku untuk proyek-proyek publik agar menggunaseoduk baja dari
US Steel ketimbang produk impor.

h.  Sedangkan Uni Eropa menerapkan kebijakan pengéetatzor baja dari
Tiongkok. Rusia menaikkan tariff bea masuk untudpk baja canai,
pipa, dan steel tubes sekitar 15%.

Seperti telah disebutkan pada Bab | bahwa telajadiepraktek
dumping oleh negara China, Singapura, Ukraina, &Rdaiwan, India, Korea,
Malaysia. Beberapa negara dimaksud telah dikenaBaea Masuk Anti
Dumping (BMAD). Untuk memberlakukan dumping banysaha yang harus
dilakukan, seperti penyidikan anti dumping yang roetahkan pembuktian
dan waktu yang cukup lama serta masih terdapat kgkman untuk tidak
terbukti.

178 http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=5205
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Untuk mengatasi ketidakpastian bagi perlindungadusiri dalam
negeri dengan pertimbangan ekonomi tertentu makaepetah mengambil
suatu langkah kebijakan dengan memberlakukan SNiarae wajib.
Pertimbangan yang menjadi dasar pemberlakuan SNI:

a. Tindakan pengecualian yang diperbolehkan dalam WTO,;

b. Indonesia telah memiliki Standar Nasional IndonegaNI) BjP yang
sejalan dengan Standar Internasional khususnyan Jamarnational
standard;

c. Penerapan SNI diharapkan akan meningkatkan kughtaduk yang
diproduksi produsen dalam negeri dan mejamin prodydor yang akan
masuk ke dalam daerah pabean Indonesia memilikt&sigang sama.

d. Kebijakan penerapan standar juga akan melindunggikmen.

Dengan diberlakukannya SNI BjP secara wajib mak? ¥jng tidak
memenuhi persyaratan SNI tidak dapat beredar diatlapabean Indonesia.
Pemberlakuan SNI secara wajib merupakan pembernaketentuan yang
bersifat teknis untuk menghambat BjP impor.

Meskipun kemampuan produsen dalam negeri belum mampuk
memenuhi keseluruhan kebutuhan dalam negeri kdyx@namampu memenuhi
kebutuhan sekitar 70% kebutuhan dalam negeri naguoa menjamin kualitas
bahan baku pada produk hilir terkait dengan kesafamseperti tabung gas,
kerangka struktur bangunan, kerangka produk otdnRifta dan lain-lain maka
pemberlakuan SNI BjP merupakan pilihan yang tepahag menjamin
keselamatan manusia.

Pemberlakuan (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulhu@gmnai Panas
(Bj.P) secara wajib. Penerapan SNI secara wajib ditiangkan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PHR009 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bajabaran, Pelat dan
Gulungan Canai Panas (B).P) Secara Wajib sebagainedah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER009. Berdasarkan
Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian dimaksadl@dNomorHarmonized
System(HS) 10 digit yang diberlakukan SNI Baja Lembardelat dan
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Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib. Ke 19 ddohiS dimaksud
terdapat dalam table berikut:

Tabel 6
HS BjP yang Diberlakukan SNI 07-06-01-2006
Jenis Produk No.SNI Pos Tarif/ Harmoniz

D
o

System (HS)
Baja Lembaran, Pelat dan 07-06-01-2006 72.08.25.10.00
Gulungan Canai Panas 72.08.25.90.00
72.08.26.00.00
72.08.27.00.00
72.08.36.00.00
72.08.37.00.00
72.08.38.00.00
72.08.39.00.00
72.08.51.00.00
72.08.52.00.00
72.08.53.00.00
72.08.54.00.00
72.08.90.00.00
72.11.13.10.00
72.11.13.90.00
72.11.14.10.00
72.11.14.90.00
72.11.19.10.00
72.11.19.90.00

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3BMR/PER/3/2009

Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai PanaB)(Bjot rolled

coils) merupakan lembaran, pelat dan gulungan baja yédmgatddari baja

102

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



berbentuk slab yang dilakukan melalui tahapan gros#nai panas diatas
temperatur rekristalisasi’

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikepakla produsen
yang mempu menghasilkan BjP sesuai dengan ketei@hid 07-06-01-2006.
Untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan T&Na(SPPT SNI) BjP,
produsen harus mengajukan permohonan kepada LS#trgad memenuhi
persyaratan:

a. telah memenuhi persyaratan administrasi dengan mgéman dokumen
asli dan menyerahkan copy:

1) lzin Usaha Industri dengan lingkup usaha BjP bagdpsen dalam
negeri sedangkan untuk produsen luar negeri hawogash izin sejenis
dari negara setempat yang diterjemahkan dalam aahdsnesia;

2) Sertifikat Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oléhrektorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan ataserisi dari
pemilik Merek dengan ketentuHfi
a) Dalam satu merek yang sama tidak untuk digunakiim ldari 1

(satu) SPPT SNI;

b) Produsen BjD melampirkan surat pernyataan tidak naka

menggunakan beberapa SPPT SNI dalam 1 (satu) Merek

c) Untuk BjP yang berasal dari impor, pada SPPT SNiusa

dicantumkan nama produsen dan nama importir.
b. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), sedeagan SNI

19-9001-2001 atau I1SO 9001:2000 atau revisinyanakmiliki:

1) Peralatan pengendalian mutu sesuai dengan pei@y8hil; dan

2) Laboratorium uji atau kerja sama pengujian dengdroratorium uji
yang telah memenuhi ISO 17025

c. Hasil produksi harus memenuhi persyaratan SNI Ilsartan hasil uji

dengan:

Y77 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nom&/IMLTA/PER/8/2009, angka 1.2.
178 |_ampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nom&/IMLTA/PER/8/2009, angka 3.2.
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1) memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratm yang
ditunjuk Menteri Perindustrian;

2) memperolehh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Labaatm Penguiji
negara asal atau dalam negeri yang telah teraksediteh KAN atau

ditunjuk Menteri Perindustrian.
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BAB IV
ANALISA PERMASALAH

A. BAJA PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN SNI 07-060-2006

Baja Pelat dan Gulungan Canai Panas adalah lembpedat dan
gulungan baja yang dibuat dari baja berbentuk gkaig dilakukan melalui
tahapan proses canai pands® Pabrikan dan para pengguna jenis baja ini
umumnya menyebut produk ini baja hitam sebagai pemberhadap produk
baja lembaran dingin yang juga biasa dikenal selazaja putih*®* Ketebalan
pelat baja lembaran panas berkisar antara 0,18g&i®p mm, sedangkan
lebarnya antara 600 hingga 2060 mm. Produk bajadesim canai panas dapat
diberikan dalam bentuk coil dan pelat. Kondisinggat berupa gulungan atau
sebagai produk yang melalui progeekling danoiling (hot rolled coil-pickled
oiled atau HRC-PQ

Dimensi produk Baja lembaran dan gulungan Canaa$herdasarkan

jenis produk:

a. Pickled & Oiled Hot Rolled Sheet b. Annealed Steel Sheet and Strip

Thickness 1,8 — 0,6 mm - Thickness 0,2 - 3,00 mm
Width 600 — 1250 mm - Width 655 — 1250 mm
Coail ID 620 — 2000 mm - Coail ID 508 — 2000 mm
Coil Weight 10 — 23,4 MT - Coil Weight 23,4 MT

c. UN - Annealed Steel Sheet andl Annealed Steel Sheet

Strip - Thickness 0,4-2,0 mm

- Thickness 0,2-2,0 mm - Width 565 -1250 mm
- Width 762 — 1250 mm - Coll ID 762 — 4880 mm
- Coll ID 508 — 2000 mm - Coil Wieght 3,0 MT

180 peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Meskskil dan Aneka Nomor;
181 hitp://www.bumn.go.id/krakatausteel/tentang-kamitfuct/
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- Coil Weight 23,4 MT

e. As Rolled
- Thickness 0,2 -2,0 mm
- Width 762 — 1250 mm

- Coail D 508 — 2000 mm
- Coil Weight 23,4 MT

Penggunaan baja lembaran panas meliputi aplikdigiaap seperti
dalam Konstruksi Umum & Las contohnya konstruksnlpatan, konstruksi
gedung / bangunan, konstruksi kapal, kontainekit&ifat baja dalam aplikasi
ini memiliki kekuatan menengah sampai dengan tingdgviedium-high
strength)'® Aplikasi General Pipe & Tube seperti dalam piparak kecil dan
sedang untuk keperluan struktur dan non struktatatmya pilar, konstruksi,
rangka baja / steel frame, linepipes furniture omdtive part®® Sifat Baja
dalam aplikasi ini memiliki kekuatan rendah dan sregah, memiliki
kemampuan las dan kemampuan membentifBaja canai panas juga
merupakan bahan baku bagi baja tahan korosi. Agilika digunakan pada
jembatanexpose structuregiang listrik, kargo kontainer, gerbong kereta, ap
bangunan, gedung, industrial machinery. Sifat bajam penggunaan aplikasi
ini berkekuatan tinggi, sifat mampu las, ketahakanosi yang lebih baik®

182 power Point, PT Krakatu Steel, 2009
183 H
Ibid.
84 |hid.
185 | pid.
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SNI 07-0601-2006 atau SNI BjD telah dibuat padauta®006. Di
dalam standar ini diatur tentang ruang lingkup,aacnormatif, istilah definisi,
simbol dan klasifikasi, syarat mutu, pengambilantab, cara uji, syarat lulus
uji, dan penandaan untuk baja lembaran, pelat damgan canai pana&®

Acuan normatif standar merupakan acuan di dalandatayang wajib
dilaksanakan. Di dalam SNI 07-0601-2006 terdapatahdar nasional dan 1
standar internasional yang menjadi acuan dalamrgeae SNI BjD baik bagi
produsen maupun Laboratorium Penguji. Keenam statidesud adalatf’

a. SNI07-0408-1989%Cara uji tarik logam.

b. SNI07-0410-1989Cara uji lengkung tekan logam.

c. SNI07-0308-1989Cara uji komposisi kimia baja karbon.

d SNI 07-0371-1998Batang uji tarik untuk bahan logam.

e SNI 07-0372-1989Batang uji lengkung untuk bahan logam.

f. JIS G 1253-2002ron and steel — method for spark discharge atomic
emission spectrometric analysis.

Dalam SNI 07-0601-2006 Baja Lembaran Gulungan Cdtemas
(BjP) didefinisikan sebagabaja yang berbentuk pipih, dibuat dari baja
berbentuk slab yang dilakukan proses camanas diatas temperatur
rekristalisasi®. BjP memiliki 3 bentuk dengan ukuran yang berbedseda.
BjP ada yang berbentuk gulung@&mbaran (baja dengan ketebalan lebih kecil
dari 6 mm (t < 6 mm)pelat (Bj P lembaran dengan ketebalan lebih bdsar a
sama dengan 6 mm (t6 mm)*®° BjP memiliki simbol pada msing-masing

produk yaitd®®

186 SNII 07-0601-2006, Pasal 1.
187 SNI 07-0601-2006, Pasal 2.
188 SNI 07-0601-2006, Pasal 3.
189 SNI 07-0601-2006, Pasal 3.
199 gNI 07-0601-2006, Pasal 4.
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Tabel 7

Simbol Penamaan BjP

Simbol Kelas Sifat Penggunaan

BjPC Komersial commercial quality

BjPD Penarikandrawing quality

BjPE Penarikan dalam déep drawing
quality)

BjPS Penarikan dalam non aging( aging
deep drawing qualidy

Dimensi yang diukur dalam SNI BjD adal&bal, lebar dan panjang
dengan satuan milimeter (mnmalam standar ini masih diperbolehkan ada
toleransi tebal, lebar dan panjang. nilai kuaktasatas luluh yang dinyatakan
dalam satuan kg/mm2 atau N/mm2 (1 kg/mm2=9,81 N/mm&n nilai
regangan dinyatakan dalam persen. Berikut gambdedal BjP yang
diberlakukan SNI secara wajib serta toleransinya:

Tabel 8

UKURAN TEBAL NOMINAL
satuan dalam milimeter
1,8 2,0 2,25 25 28 3,0 3,2 36 4,0 45
50 56 6,0 6.5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 | 12,0
12,7 | 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 | 220
240 | 250
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Tabel 9
UKURAN DAN TOLERANSI TEBAL

satuan dalam milimeter

Tebal Lebar
nominal L<1600 | 1600 <L <2000 | 2000 <L < 2500 | 2500 <L < 3500

1,80 +0,16 - - -
2,00 +0,19 + 0,25 - -
2,25 + 0,20 +0,29 - -
2,50 +0,22 + 0,29 + 0,29 -
2,80 +0,22 + 0,29 + 0,29 -
3,00 +0,22 +0,29 + 0,29 -
3,20 + 0,24 + 0,34 + 0,34 -
3,60 + 0,24 + 0,34 + 0,34 -
4,00 +0,45 + 0,55 + 0,55 -
4,50 +0,45 + 0,55 + 0,55 -
5,00 + 0,50 + 0,60 + 0,60 -
5,60 + 0,50 + 0,60 + 0,60 -
6,00 + 0,50 + 0,60 + 0,60 + 0,75
6,50 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
7,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
8,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
9,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
10,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
11,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
12,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
12,70 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
13,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
14,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
15,00 + 0,55 + 0,65 + 0,65 + 0,80
16,00 + 0,65 +0,75 + 0,75 + 0,95
17,00 + 0,65 +0,75 + 0,75 + 0,95
18,00 + 0,65 +0,75 + 0,75 + 0,95

Selain dimensi di dalam SNI ini juga mengatur sifyg@nandaan pada

BjP sesuai dengan gambar berikut:

Simbol pada pemakaian tanda produk Bj P dapat dilihat pada penandaan sebagai berikut:

BjP X
Baja canai panas
Kualitas/Sifat penggunaan ¢
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Untuk mendapatkan SPPT SNI maka setiap BjP wajimemeihi
ketentuan dalam syarat mutu dalam SNI. Syarat rdatam SNI BjP teruang
dalam Pasal 5 SNI 07-0601-20686yang terdiri dari dimensi (dalam bentuk
ukuran tebal, lebar dan panjang nominal sertago), Komposisi kimia, Sifat
mekanis, Sifat tampak dan bentuk.

Sifat tampak permukaan BjP harus bebas dari caeag yakan
mengganggu pada proses selanjutnya. Cacat dendms rkegan untuk BjP
pelat dapat dihilangkan dengan proses gurinda. |[dea gurinda maksimum
adalah 7% dari tebal dengan luas permukaan cacata?2Ppelat dan lembaran
pada satu sisi, perbaikan dengan sistem pengeidsirdiperbolehkan®?

Pengambilan contoh dilakukan secara acak (rand&m)ji yang
dilakukan untuk mendapatkan SPPT SNI terdiri dari:

a. Uji komposisi kimia;

b.  Uji mekanik (uji tarik, uji lengkung); serta

c.  Uuji sifat tampak dan bentuk;

syarat lulus uji apabila pengujian dan pemberialdaulus uji dilakukan oleh
badan yang berwenang, kelompok dinyatakan lulusapgibila contoh yang
diambil dari kelompok tersebut memenuhi syarat mapabila syarat mutu
tidak terpenuhi dapat dilakukan uji ulang dengaml@h contoh uji sebanyak
dua kali jumlah dari contoh yang gagal untuk keloknyang sama, apabila
hasil uji ulang memenuhi syarat mutu, maka kelompersebut dinyatakan
lulus uji. Kelompok dinyatakan tidak lulus uji jilksalah satu syarat mutu pada
uji ulang tidak terpenut*

Penandaan pada produk yang telah memenuhi keten8&iin
dilakukan pada label produk. Selain Tanda SNI damalabel juga memuat
nama dan logo pabrik pembuat, komoditi yang merkamukelas produk,

spesifikasi, ukuran (tebal x lebar x panjang), Nonmentifikasi (Nomor

191 jat SNI 07-0601-2006

192 gN| 07-0601-2006 Sub Pasal 5.4.1
193 5NI 07-0601-2006 Sub Pasal 6.2
194 SNI 07-0601-2006 Sub Pasal 8.
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gulungan dan Nomor leburan), Jumlah lembaran edias kemasan BjP dan
Berat dari setiap kemasdm®

B. MASALAH -MASALAH YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN
PEMBERLAKUAN SNI BJP SECARA WAJIB

Pemberlakukan SNI Baja Lembaran, Pelat dan GuluQgarai Panas
(BjP) secara wajib dilatarbelakangi oleh kondistlustri baja yang tengah
berada dalam keterpurukan. Ancaman masuknya prodp&r dengan harga
yang kompetitif namun dengan kualitas yang magierntiinyakan merupakan
landasan pemberlakuan SNI BjP secara wajib. Pentash SNI tersebut
diharapkan akan memberikan jaminan kualitas pro@ug ada di pasar.

Meskipun BjP bukan merupakan produk akhir dari bajan
keberadaannya tidak bersentuhan langsung pada rkenswakhir namun
jaminan kualitas BjP akan sangat mempengaruhi prodihir yang
menggunakan BjP sebagai bahan baku. Selain perigabaperlindungan dan
keselamatan, pemberlakuan SNI BjP juga didasah alean pertimbangan
ekomoni yaitu menghambat masuknya produk impor ykapgat mempengaruhi
industri dalam negeri. Alasan untuk memberikanrggs terhadap Baja dalam
hal perlindungan dari produk impor adalah dikaremakbaja merupakan
industri strategis yang memainkan peranan vitalkipembangunan diberbagai
bidang. Dasar hukum bagi pemerintah untuk membeiaijdkan pemberlakuan
SNI BjP secara wajib berdasarkan pertimbangan ekoradalah Pasal 4
Peraturan Menteri perindustrian Nomor 86/M-IND/P&R009.

Penerapan SNI BjP secara wajib oleh produsen dikawktdengan
kepemilikan Sertifikat SPPT SNI Baja Lembaran Pelah Gulungan Canai
Panas (BjP) serta membubuhkan tanda SNI pada setiaguk dengan
penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah Hilamenerbitan SPPT
SNI BjP dilakukan oleh LSPro yang telah terakresiitalek KAN dan atau

195 SNI 07-0601-2006 Sub Pasal 9

196 paraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER009. Pasal 3.
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ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. Lembaga SedifiProduk (LSPro) akan
menerbitkan SPPT SNI setelah melakukan pengujiaeskmian mutu BjP
dengan persyartan di dalam SNI serta melakukant aquefierapan Sistem
Manajemen Mutu (SMM) sesuai dengan SNI 19-9001-48@ 9001:2000
atau revisinyd?’

Pengujian yang kesesuaian mutu produk oleh LSPry y@dak
memiliki laboratorium penguji dapat disubkontrakgengujiannya pada
Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi ok&kN atau ditunjuk oleh
Menteri Perindustrian atau Laboratorium Penguijiluidir negeri yang telah
terakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Negara terhpaoratorium penguiji itu
berada sepanjang Lembaga Sertifikasi Negara dirdakslah memiliki
perjanjian salang pengakuan at®lwtual Recognition Arrangemen(iVRA)
dengan KAN, serta negara dimaksud telah memilikigpgan bilateral dengan
negara Indonesig®

Persyaratan memiliki perjanjian bilateral dengargama Indonesia
bertujuan untuk mendapatkan posisi tawar yang @et@ntara negara
pengekspor dengan Indonesia. Hal ini disebabkangs&ali walaupun telah
memiliki MRA antar lembaga sertifikasi negara mgsinasing namun pada
kenyataannya masing-masing negara tidak pernathan@iRA dimaksud dan
penolajan terhadap produk atau sertifikasi hasil sgring sekali terjadi.
Perjanjian bilateral antar negara akan memberikasisp tawar yang sama
sehingga ketika kita menerima masuk suatu baramwrirdari suatu negara
dengan mutu yang disepakati dan hasil pengujian léddooratorium Penguiji
negara bersangkutan maka negara pengekspor bargaghgrus menerima
barang dari negara Indonesia dengan mutu dan haesilgujian dari
Laboratorium Penguji dalam negeri.

Pengawasan pemberlakuan dan pelaksanaan SNI B#Pase@jib
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPrenhdPetugas Pengawas

Standar Barang dan Jasa di Pabrik (PPSP) dari Kernmn Perindustrian,

197 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PHR009. Pasal 5 ayat (1).
198 peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PHR009. Pasal 5 ayat (2).
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B.1.

sedangkan pengawasan untuk barang yang telah beiguesar dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan. Pengawasan oleh LSPiakhla secara berkala
melalui surveilan minimal 1 (satu) kali dalam seiah

Berdasarkan Lampiran XVII Peraturan Menteri Pergtdan Nomor
109/M-IND-PER/10/2010 tentang Penunjukan Lembagail&#lan Kesesuaian
Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standaynalaindonesia
(SNI) Atas 58 (Lima Puluh Delapan) Produk InduS§ecara Wajib terdapat
satu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang tetalakreditasi oleh KAN
yaitu LSPro Pustand Kementerian Perindustrian, daiaoratorium Penguiji
yang telah terakreditasi oleh KAN vyaitu LaboratarilPenguji Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustdan Laboratorium
Penguji Balai Besar Logam dan Mesin BBLM Kementeri@erindustrian.
Yang terakhir adalah satu Lembaga Sertifikasi Pkoduyang belum
terakreditasi yaitu LSPro Baristand Industri Suyaba

Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan MenteridRestiman tentang
pemberlakuan SNI BjP secara wajib telah mengalabekapa permasalahan
baik yang ditimbulkan dari sistem pengaturan yadg maupun permasalahan
yang timbul karena kondisi teknis serta kurangngéormasi pada saat
pembuatan kebijakan. Permasalahan-permasalahan tyabgl memberikan

akibat yang melingkupi industri terkait.

PENGATURAN TENTANG PENGECUALIAN

Penggunaan Nomor HS sebagai penentuan jenis prgaiud akan
diberlakukan SNI BjP secara wajib sebagaimana domhkdalam Pasal 2
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PERgebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian N@84vl-IND/PER/3/2009
telah menimbulkan permasalahan karena dalam satyaAd§ sama terdapat
berbagai jenis BjP atau produk lain yang tidakingkupi dalam SNI 07-0601-
2006.
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Jenis BjP yang tidak termasuk dalam lingkup SNI0601-2006
diatur dalam klausul pengecualian penerapan SN)@DA-2006 sebagaimana
diatur dalam perubahan Pasal 2 Peraturan Mentarnid@strian Nomor 01/M-
IND/PER/3/2009 serta Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Indusgam
Mesin Tekstil dan Elektonika Nomor 19/ILMTA/PER/8(D tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Shemslanal Indonesia
(SNI) Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai PéB@gy Secara Wajib
pada Bab Il angka 2.4.

Pasal pengecualian penerapan SNI 07-0601-200®htersenyatakan
bahwa:

“Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas) (Bghg memiliki

kesamaan nomor Pos Tarif (HS) sebagaimana dimalaach Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Perindusstrian Nomor 38/M-IND/PEFO09 tidak

diberlakukan SNI 07-06010-2006 secara wajib apabimiliki spesifikasi

tertentu yang digunakan sebagai bahan baku”

Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nomor 19/ILMTA/REB/2009 Lampiran

mengatur lebih spesifik tentang jenis BjP yangkidéerlakukan SNI secara

wajib yaitu:

a. BjP dengan ketebalan di bawah 1,8 mm dan atauadi 26 mm;BjP
dengan spesifikasi teknis yang dipergunakan khususk keperluan
bahan baku kendaraan bermotor dan komponennyastmderalatan
listrik konsumsi dan elektronika berikut kompeneany

b.  BjP yang digunakan khusus untuk keperluan bahan padduk ekspor.

Pengecualian ini telah menimbulkan banyak integsietbaru dan dapat
menimbulkan persepsi atas adanya pemberlakuanirdisksi bagi barang
yang sejenis.

Kalimat “memiliki spesifikasi tertentu yang digureaksebagai bahan baku”

Telah menimbulkan kebingungan karena kalimat ipiadi@iartikan bahwa:

199 ihat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri PerinirsNomor 38/M-IND/PER/3/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian NO-d/1-IND/PER/1/2009.
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a. BjP yang memiliki spesifikasi tertentu yang tidakmsa dengan SNI 07-
06010-2006 yang digunakan sebagai bahan baku tglb memebuhi
ketentuan SNI 07-0601-2006; sedangkan

b. BjP yang memiliki spesifikasi tertentu namun tidhgunakan sebagai bahan
baku maka wajib memenuhi ketentuan SNI 07-0601-2006

Sebagaimana telah disebutkan bahwa BjP bukan memparoduk
akhir dengan demikian pengaturan pengecualian mékabekerancuan. Jika
dalam pengaturan pengecualian tersebut tidak meakbadantara penggunaan
sebagai bahan baku atau tidak, namun memberikans fpiada perbedaan
kepemilikan Standar Khusus tersendiri yang dapd&ulkdikan dari hasil
pengujian maka akan lebih mudah dipahami. Sebagaiiols kalimat yang
dapat digunakan dalam peraturan dimaksud adalah:

“Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai PanaP)(Bang memiliki
kesamaan nomor Pos Tarif (HS) sebagaimana dimalaiadh Pasal 2 ayat (1)
tidak diberlakukan SNI 07-06010-2006 secara wapibbda memiliki standar
khusus tersendiri dan wajib dibuktikan dengan $leati Hasil Uji sesuai
standar khusus yang digunakan”

atau pilihan ke dua adalah akan jauh lebih bailbidgpéidak ada pengecualian

dengan sangat memastikan nomor Pos tarif yang seargait

Kalimat pengeualian di dalam Peraturan Direkturdéeal ILMTA Nomor
19/ILMTA/PER/8/2009 Lampiran mengatur lebih spdsifentang jenis BjP
yang tidak diberlakukan SNI khususnya:

“BjP dengan spesifikasi teknis yang dipergunakamskis untuk keperluan
bahan baku kendaraan bermotor dan komponennyastingheralatan listrik
konsumsi dan elektronika berikut kompenennya”

merupakan kalimat yang muncul dari unsur politikebratan pengusaha
otomoif yang memiliki peranan salah penyumbang kmremian terbesar di
Indonesia telah menyebabkan terjadinya perbedadakpan. Alasan yang

digunakan untuk mendapatkan perlakuan khusus adehatva standar yang
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mereka gunakan dalam memproduksi produk harus padé standar yang

mereka miliki, dalam hal ini standar otomotif daaktronik Jepang

BjP yang digunakan khusus untuk keperluan bahaa pedduk ekspor.

Kesulitan pelaksanaan peraturan pengecualian maki@& bertambah
pada saat suatu jenis Baja dengan nomor HS yang dangan karakteristik
sebagaimana dimaksud dalam Bab Il angka 2.4 nienfentuk dan
penampakan yang sama dengan BjP yang diberlakukdins&cara wajib.

Kesulitan seperti ini sangat sering dihadapi oletugas Bea dan Cukai sebagai

gerbang masuknya produk import.

Perlakuan yang diberikan kepada BjP yang tidak rtiikekan SNI

BjP secara wajib adalah dengan mewajibkan kepeamilBurat Pertimbangan

Teknis dari Direktur Jenderal ILMTA? Untuk mendapatkan Surat

Pertimbangan Teknis ini harus memenuhi persyaratmministratif yang

berupa Suarat Izin Usaha Industri (1Ul), Surat ldsaha Perdagangan (SIUP),

Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib PajaR\WR)*** Rencana

impor yang meliputf®?

a. Jenis Produk BjP sebagai Bahan Baku;

b. Jumlah kebutuhan;

c. Jadwal pelaksanaan impor;

d. Jenis dan spesifikasi produk yang menggunakan Bjfagai bahan baku
(melampirkarcopy mill certificat¢ dari perusahaan pemohon;

e. Melampirkan surat permintaan / kontrak dari perasahpengguna BjP
khusus bagi perusahaan bergerak di bidang perdagaatgu industri yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa pematatga pembelahan.

Pengaturan yang tekait dengan BjP impor sebagaindgsebutkan
dalam Bab VI angka 6.1 huruf b Peraturan Direkemdé&ral ILMTA Nomor
19/ILMTA/PER/8/2009 menggambarkan adanya perbedaperlakuan

200 ihat Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri PerindustNomor 38/M-IND/PER/3/2009 tentang
201 | ampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nom®fILMTA/PER/8/2009 Bab IV angka 6.1
huruf a

202 | ampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nom®fILMTA/PER/8/2009 Bab IV angka 6.1
huruf b
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pengecualian antara produk impor dengan produkndalageri yang akan
digunakan sebagai bahan baku.

Ketentuan dalam Bab VI angka 6.1 huruf b Peratubarektur
Jenderal ILMTA Nomor 19/ILMTA/PER/8/2009 dapat dikan bahwa BjP
impor mendapatkan pengecualian pemberlakukan SN060Z-2006 yang
digunakan sebagai bahan baku ekspor wajib memulétimbangan teknis
sedangkan untuk produk dalam negeri yang akan digum sebagai bahan
baku produk ekspor tidak wajib memiliki Pertimbang@eknis. Perbedaan
perlakuan ini telah melanggar ketentuan WTO khugudtational Treatment.

Pengaturan pengecualian dalam pemberlakuan SNase@gib sering
kali terjadi lebih sulit dan menimbulkan masalallgpaaat produk yang diatur
merupakan bahan baku dari produk hilir. Pengatpeargecualian pada produk
yang merupakan bahan baku produk hilir akan barsgMali terjadi karena
masing-masing produk hilir cendrung memiliki persyan lebih khusus bagi
bahan bakunya.

Sebagai perbandingan pengaturan pengecualian yeargptkan pada
produk hilir adalah pengaturan pengecualiannya ddagkait dengan produk
yang akan di ekspor ke luar negeri. Produk yangatili Indonesia dan akan
diekspor ke luar negeri mereka akan tunduk padamtstandar negara tujuan
ekspor.

Pangaturan pengecualian ini terjadi dikarenakannysdaketidak
samaan fungsi penamaan antara pengaturan penaragang bdalam lintas
perdagangan internasional sebagaimana diatur dalaen International,
Convention on the Harmonized Description and CodiSgstem (HS
Conventiordengan batasan di dalam pengaturan pada SNI.

Fungsi pengkodean barang/jasa pada lintas perdagantgrnasional
adalah untuk mendapat data statistik atau menfillikysi statistik sebagaimana
disebutkan pada Pembukatire International, Convention on the Harmonized
Description and Coding System (HS ConventioDalam statistik untuk
mengolah data yang ada dari keseluruahn total pspuhaka akan dibagi

dalam kelompok-kelompok yang sifatnya cendrung kgrspesifik. Sedangkan
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dalam hal penerapan standar penggunaan HS dihargekia barang dengan
nomor HS yang diharapkan dapat menggambarkan #aessikhusus barang
tersebut seperti diatur dalam standar yang dibekkak

Pemberlakuan suatu SNI secara wajib akan lebih afemg kesulitan
di masa yang akan datang apabila tetap diselarasagan penggunaan HS.
Penamaan HS akan mengalami perubahan di Tahun @6agan hanya
menjadi delapan digit pengelompokan. Delapan gigitgelompokan ini akan
bersifat lebih umum dibanding dengan yang berlaat &i yaitu 10 digit®

Untuk mengantisipasi benturan-benturan pengatueany yerjadi hal
yang sangat perlu diperhatikan adalah kematangEmdaenyusunan standar
terkait dengan ruang lingkup produk yang akan diaRembuatan standar
dimasa depan diharapkan dapat melingkupi keselorupeoduk dalam
kelompok HS yang sama.

Pemberlakukan pengecualian pemberlakuan SNI BjP gafen
pertimbangan sebagaimana telah disebutkan dilakuleargan memberikan
kewajiban kepada pengusaha atau importir yang aksmbuat atau
mengimpor BjP yang dikecualikan dalam pemberlakBbih BjP secara wajib
untuk memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari DivekJenderal Pembina
Industri sebagaimana telah disebutkan dalam PasgtX(4) Peraturan Menteri
Nomor 33/M-IND/PER/ 3/2008°* Pemberlakuan pengecualian ini pada
awalnya telah memberikan masalah pada pelaksanstam®ational single
window. Hal ini terjadi karena jalur atau sistem yang ¢atiak dalam nasional
singel window tidak ada sistem pengecualian. Nakanena kebutuhan yang
ada maka dibuat sebuat kesepakatan untuk membsatein baru.

Indonesia telah mulai melakukan proses pembentoksional single
window untuk fasilitasi perdagangan pada tahun 2006 seldzagian dari
prakarsa yang lebih besar untuk membe®BEAN single windowPerjanjian
Pembentukan dan Pelaksana®BEAN single windowyang ditandatangani
oleh menteri-menteri ekonomi ASEAN pada bulan Ddsam2005, dan

203 |nformasi dari Direktorat Jenderal Pembina Industr
204) ihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nod&sM-IND/PER/3/20009.
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ASEAN Protocol tentan\SEAN single windowang ditandatangani Menteri
keuangan se-ASEAN pada bulan Desember 2006, meangendorong utama
pembentukarsingle windowtersebut. Protokol tersebut mengharuskan ke-6
negara anggota ASEAN untuk membentd8W masing-masing pada tahun
2008%%° Untuk melaksanakan hal tersebut, Menko Perekormomiembentuk
Tim PersiaparNSWpada tahun 2006, yang diketuai oleh Menteri Keuanga
dan Deputi IV Menko Perekonomian bertindak seb&gaia harian.

ASEAN Single Window (ASW) adalah suatu environmelithana
sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikam di-integrasikan,
sehingga mampu meningkatkan kinerja penangananaitdiatas barang antar
negara Anggota ASEAN, utk mendorong percepataneproestoms clearance
dan cargo releas®® National Single Window (NSW) adalah sistem yang
memungkinkan dilakukannya :

a. Single Submission of data and information;
b. Single and Synchronous processing of data andnaton;
c. Single Decision-making for customs release andafez of cargoes

Pengertian umum Indonesia National Single WindovNSUV)
Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 241 Sistem nasional
Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu grapgian data dan
informasi secara tunggal (single submission of dated information),
pemrosesan data dan informasi secara tunggal dakrosi (single and
synchronous processing of data and information), pembuatan keputusan
secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan pdmgeluaran barang
(single decision making for customs clearance atehse of cargoes).
Penerapan Sistem NSW di Indonesia dilakukan mefaduaigoperasian Portal
Indonesia National Single Window (INSW), yang dapmhfkses melalui
halaman utama (homepage) dari situs resmi (offigetbsite) Indonesia NSW
yang mempunyai nama domain atau alamat website -&déiess) di

http://www.insw.go.id.

205 Competitiveness at frontier, 2008.
208 http://www.insw.go.id’home?page=1/about/about.html
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B.2.

Sistem elektronik yang ter-integrasi secara nasiogang dapat
diakses melalui jaringan Internet (public-networklang akan melakukan
integrasi informasi berkaitan dengan proses pemamgdokumen kepabeanan
dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-imysorg menjamin keamanan
data dan informasi serta memadukan alur dan priosesnasi antar sistem
internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepaan, perizinan,
kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lao tgakait dengan proses
pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor-ifipPada tataran internasional
maupun regional ASEAN, terdapat beberapa penge8iagle Window dari
berbagai perspektif, yang diuraikan dan dituanggada berbagai dokumen
formal di tingkat internasional maupun regionalpesé yang tertuang dalam
ASW Agreement dan ASW Protocol, dalam penjelasanrldV&ustoms
Organization (WCQO) dan World Trade Organization WTserta beberapa
Organisasi dibawah United Nation (URY.

PERSYARATAN NILAI CPI/CPK UNTUK MENDAPATKAN SIRTIFIKAT
SPPT SNI

Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nomor 19/ILMTA/REB/2009
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dagaWasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Pelat datui@an Canai Panas
(BjP) Secara Wajib mengatur secara terperinci tent&elengkapan dan
persyaratan yang harus dipenuhi produsen BjP untekdapat SPPT SNI.
Untuk mendapatkan SPPT SNI terdapat banyak 3 patsyautama yang harus
dipenuhi yaituA®®
a. Kelengkapan Administrasi;

b. Penerapan Sistem Menajemen Mutu; dan

c. Hasil produksi harus memenuhi persyaratan SNI lsarétan hasil uiji.

207 hitp://www.insw.go.id/home?page=1/about/about.html
298 hitp://www.insw.go.id/home?page=1/about/about.html
299 _Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nom®&fILMTA/PER/8/2009 Bab IIl angka 3.2.
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Kelengkapan administrasi terkait dengan perizingaha yang sesuai
dengan lingkup BjP baik dari dalam negeri atauzuesin yang sejenis bagi
produsen dari luar negeri, Sertifikat atau Tand&ddaerek yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektudiAKI) Kementerian
Hukum dan HAM dan atau perjanjian lisensi dari gémmerek dengan
ketentuan dalam satu merek yang sama tidak ungyikndkan lebih dari satu
SPPT SNI. Bagi produk impor harus terdapat kejelaatang produsen
pengimpor serta importir yang melakukan impr.

Produsen dalam negeri seperti PT. Krakatau SteBIT.Gunung
Rajapaksi, PT. Gunawan Dian Jaya semuanya mekarap&istem
Manajemen Mutu Produk dengan ISO 9001 dengan miersdirtifikat 1SO
serta memiliki peralatan pengendalian mutu. Tinglkatmodalan dan teknologi
yang digunakan perusahaan baja merupakan salakesatidahan bagi mereka
dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. Hal ini bdiskan dengan
penerapan Sistem Manajemen Mutu maka jangka waktukukembalinya
modal pembangunan dan peningkatan keuntungan akeyatslebih cepat dan
berpeluang lebih besar.

Yang menjadi kendala dalam pemberian SPPT SNI ladidém hal
pemenuhan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direlénderal ILMTA
Nomor 19/ILMTA/PER/8/2009 Bab IV angka 4.2.1 huraftentang proses
pengambilan contoh untuk setiap kelas berdasarkamakpuan proses
produksi Capability process indgxDari produsen dalam negeri:

Tabel 10

Produsen BjP Dalam Negeri

Perusahaan Kelompok_Komoditi Izin_Kapasitas Satuan
BAJA TEHNIK
REKATAMA, PT HRC/PLATE 18.000 Ton
BLUE STEEL INDUSTRIES,
PT HRC/PLATE 120.000 ton
ESSAR INDONESIA, PT HRC/PLATE 6.000.000 Ton

210 ampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nom®fILMTA/PER/8/2009 Bab Ill angka 3.2.
huruf a.
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GUNAWAN DIANJAYA

STEEL Tbk., PT HRC/PLATE 860.000 Ton
GUNUNG RAJAPAKSI, PT HRC/PLATE 1.400.000 Ton
INDO STEEL, PT HRC/PLATE 90.000 Ton
JAVA PACIFIC, PT HRC/PLATE 600.000 Ton
KAWAI NIP, PT HRC/PLATE 12.000.000 Buah
KRAKATAU POSCO, PT HRC/PLATE 4.500.000 Ton
KRAKATAU STEEL, PT HRC/PLATE 600.000 Ton
PETRASTEEL, PT HRC/PLATE 96.000 Ton
SEMANGAT BANGUN

NUSANTARA, PT HRC/PLATE 154.000 Ton
SINAR SURYA

BAJAPROFILINDO, PT HRC/PLATE 192.000 Ton

Sumber: Direktorat Jenderal Basis Industri Manufakt

baru hanya PT. Krakatau Steel yang mendapatkai SRIPBjP dari
LSPro Baristand Industri Surabaya. Ketentuan pehmmuCPI/CPK sulit
dipenuhi karena produsen lokal kurang memperhitandgtontrol kualitas mutu
produk dengan sistem statistik.

Merupakan hal yang sangat aneh terjadi dalam peaer&egulasi
Teknis karena dalam prakienya produsen dari luagemelebih mudah
memenuhi ketentuan dalam Regulasi Teknis dibandimgkengan produsen
dalam negeri. Jika dilihat secara teori ketentuamsyaratan pemenuhan
CPI/CPK merupakan sesuatu yang ideal untuk dilakualeam menjamin mutu
produk namun karena tidak semua produsen memiéknatian khusus pada
sistem tersebut sehingga terjadilah masalah dinggra Ada sekitar depalan
prousen asing yang telah memperoleh SPPT SNI Bgdelkipan perusahaan
tersebut yaitu "Shang Shing Steel Indstrial Cod, LChung Hung Steel
Corporation, ESSAR Steel Algoma Inc, Essar Steehited, Global Steel
Phillippines, Hyundai Steel Company, Megasteel SBND.

Konsep pemberlakuan Cpi/Cpk merupakan usulan dadusen baja
terbesar di Indonesia. Konsep telah diterapkan padses produksi sehingga
dapat menjamin kualitas mutu produk meskipun dgkmyka waktu tertentu

produsen harus membuat jenis produk yang berbedta-becara bergantian.
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Kenyataannya konsep Cpi dan Cpk belum menjadi parh&husus dari
produsen lain di Indonesia.

Cpi/Cpk merupakan analisa kemampuan proses yamns ldakukan
dalam mengadakan pengendalian kualitas melalueprsatistik. Kemampuan
proses berkenaan dengan keseragaman proses, sehangpelitas merupakan
ukuran keseragaman proses. Analisa ini digunakankumengukur kinerja
kerja?**Analisa ini menguiji variabilitas dalam karaktetiskierakteristik proses
dan apakah proses mampu menghasilkan produk yasgaisedengan
spesifikasi. Manfaat dari analisa ini adalah:

a. Dapat menciptakan output yang seragam;

b Kualitas dapat dipertahankan atau bahkan ditinggika

c. Membantu dalam membuat perancangan produk;

d Mengurangi biaya mutu total dengan memperkecil di&egagalan

internal dan eksternal;

e. Membantu dalam pemilihan pemasok;

f. Memperkirakan seberapa baik proses dan mamasieransi;

g. Mengurangi variabilitas dalam proses produksi;

h. Membantu dalam pembentukan internal untuk pengmmdahterval

antara pengembalian sampel;
I. Merencanaan urutan proses produksi apaluita @engaruh interaktif
proses pada toleransi;

J- Menetapkan persyaratan penampilan bagi alat baru.

Batas toleransi adalah batas spesifikasi yangtditan berdasaran kebutuhan
pelanggan. Proses analisa kemampuan proses melalui:
a. Indeks kapasitas proses€p

Indek kapasittas proses dihitung berdasarkan formula [USl:] / 6s,

USL adalahupper specification limitdan LSL adalah Lower specification

11 Diktat Pengendalian Kualitas, Modul 1V, Analisieitampuan Proses , Pusat Pengembangan
Bahan Ajar Universitas Mercubuna, halaman 1

212 /incent Gasperz, Strategi Dramatik Reduksi Biaga Bemborosan mneggunakan endekata lean
Sigma, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 41
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limit dari CTQ (critical to quantiti) yang ingin di kerldan. Persyaratan
asumsi formula ini adalah proses harus berdistribaisial dan nilai rata —
rata proses proses (X — bar) harus tetap sama mlerigatarget (T) yang
berarti nilai X - bar proses harus tepat berad@migah interval nilai USL
dan LSL. Jika persyaratan asumsi dapat dipenuhiamiaka dapat
menggunakan informasi berikut sebagai referensiukunmnenentukan
kapabilias proses sedang dikendalikan.
Perlu memperhatikan bahwa nilai Cp dan kapabilpasses dihitung
menggunakan kapabilitas proses 3 sigma sebagaemefekarena formula
Cp = [USL-LSL] / 6s, diciptakan untuk mengendalikaumalitas 3 sigma.
Misalnya, jika pengendalian kapabilitas proses yaingginkan adalah 4,5
sigma maka nilai Cp harus sama dengan 4,5/3=1%abarkan konsep ini
kita dapat menentukan nilai Cp pada kapabilits aigententu.

b. Indeks kapabilitas proses (Cpk)
Indeks Kapasitas Proses (Cpk) dihitung berdasétamla™®

Cpk = Z — minimum /3; Z — minimum [ZL, ZU]

ZL =[X - bar] /s dan ZU = [USL —X bar]

X-bar adalah nilai rate-rata CTQ proses; dan

S adalah nili standar deviasi CTQ proses

Patut dicatat bahwa formula Cpk = Z — minimum/3ipgtekan untuk

mengendalikan kapabilitas proses 3 sigma, sehireggbila kita akan

melakukan pengendalian proses 6 sigma maka indeh&pis disesuaikan

dengan menggunakan referens pengendalian 3 sigeragad demikian

akan terdapat hubungan antara indeks Cpk dan Képsiproses pada

berbagai tingkat sigma, hubungaan antara Cpk dpabk#as proses itu

adalah sebagai berikut:

23 Vincent Gasperz, Strategi Dramatik Reduksi Biaga Bemborosan mneggunakan endekata lean
Sigma, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 41
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Cpk Kapabilitas
Proses
0,33 1,0
0,5 1,5
0,67 2,0
0,83 2,5
1,00 3,00
1,17 3,5
1,33 4,0
1,50 4,5
1,67 5,0
1,83 55
2,00 6,0
2,17 6,5
2,33 7,0

Ada beberapa hal yang digunakan sebagai gambarkm danalisa

kemampuan proses dan nilai indek Cpk, yaitu:

a. Nilai rasio kemampuan proses tidak dapat berubpbrgeperubahan

pusat proses;

b. Nilai rasion kemampuan proses sama dengan Indeks appbila

proses berada pada konisi terpusat.

c. Nilai indeks Cpk selalu sama atau lebih kecil qada kekampuan

proses,

d. Standar Cpk secara defato sama dengan 1, yangjokanrbahwa
proses yang menhasilkan produk yang sesuai depgaifikasi;

e. Nilai Cp lebih kecil dari ada 1 menunjukan bahwasgss ,emghasilkan

produk yang sesuan dengan spesifikasi;

f. Bilai rasio kemampuan proses lebih kecil dari 1 omgwnkan proses

tidak baik atau tidak layak;
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g. Nilai Cpk sama dengan nol menunjukan rata-ratai riflpk sama
dengan 1 berarti sama dengan batas spesifiasi;

h. Nilai Cpk negatif menunjukan rata-rata berada dr kpesifikasi;

I.  Nilai rasio kemampuan proses yang dikehendaki adelbih besar

atau sama dengan 1;

j-  Nilai rasio kemampuan proses sama dengan 1 bbeartangan proses
mana dengan spesifikasi.

Pelaksanaan produksi yang berdasarkan pesanamprolehsen untuk
meminimalisir kerugian merupakan suatu alasan ut@haKrakatau Steel
untuk menggunakn analisa Cpi / Cpk untuk menjamiriunproduk meskipun
pembuatannya tidak berkesinambungan. Mengingatripgsabiaya dalam
proses produksi dalam industri baja maka prosedupsys didasarkan pada
pesanan. Ketidakpastian pesanan ini dapat mempdnghkualitas produk.
Salah satu sistem yang digunakan untuk mengkohktralitas produk adalah
penggunaan metode statistik yang diaplikasikamad&ai / Cpk.

Strategi produksi berdasarkan pesanan dapat dikeaksaalam
strategi yang bernamdust In Time (JIT) strategynerupakan integrasi dari
serangkaian aktivitas desain untuk mencapai prodeddsime tinggi dengan
menggunakan minimum persediaan untuk bahan bakumauk jadi. Konsep
dasar dari sistem produksi JIT adalah memprodul@iyk yang diperlukan,
pada waktu dibutuhkan oleh pelanggan, dalam jundabluai kebutuhan
pelanggan, pada setiap tahap proses dalam sisteduksi dengan cara yang
paling ekonomis atau paling efisien melalui elinsingpemborosan (waste
elimination) dan perbaikan terus — menerus (cootien process
improvementf!* Dalam system Just In Time (JIT), aliran kerja dikalikan
oleh operasi berikut , dimana setiap stasiun Kergak statior) menarik output
dari stasiun kerja sebelumnya sesuai dengan kednutierdasarkan kenyataan
ini, sering kali JIT disebut sebagaull System(system tarik). Dalam system
JIT , hanya final assembly line yang menerima jddwaduksi, sedangkan

semua stasiun kerja yang lain dan pemasalpglie) menerima pesanan

21 hitp://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_%28bus#s%29
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produksi dari subkuens operasi berikutnya. Dengaia kain, stasiun kerja
sebelumya (stasiun kerja 1 ) menerima pesanan ksodiari stasiun kerja
berikutnya (stasiun kerja 2 ), kemudian memasokiykaitu sesuai kuantitas
kebutuhan pada waktu yang tepat dengan spesifjesaj tepat pula'®> Dalam
kasus seperti ini, stasiun kerja 2 sering disebbagai stasiun kerja pengguna
(using work statiopn Apabila stasiun kerja pengguna itu menghentikan
produksi untuk suatu waktu tertentu, secara ot@rsdtisun kerja pemasok
(supplying wotk station akan berhenti memasok produk, karena tidak
menerima pesanan produksi.

Perusahaan yang menggunakan produksi JIT dapatngkatikan
efisiensi dalam bidang®
Lead time (waktu tunggu) pemanufakturan;
Persediaan bahan, barang dalam proses, dan preldskis
Waktu perpindahan;
Tenaga kerja langsung dan tidak langsung;

Ruangan pabrik;

-~ o o0 T p

Biaya mutu;

Pembelian bahan;

«

Penerapan produksi JIT dapat mempunyai pengarula gétem
akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapaeizagai berikut’’
a. Ketertelusuran langsung sejumlah biaya dapat dkdithgn;
b. Mengeliminasi atau mengurangi kelompok biaya (cpebls) untuk
aktivitas tidak langsung;
c. Mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporanrinési selisin biaya
tenaga kerja dan overhead pabrik secara individual;
d. Mengurangi keterincian informasi yang dicatat dafarork tickets”
Berbicara jaminan kualitas produk sebenarnya dakaategi produksi
Just In Time (JIT) juga terdapat jaminan mutu giesduk yang dihasilkan.

Secara traditional manufaktur sebagai pembuat jreetelah produk dibuat

213 |bid.
ij http://magussudrajat.blogspot.com/2011/01/pendentdherbagai-strategi-dan.html
Ibid.
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melakukan kegiatan menyortir produk yang memenyharat. Dalam strategi
JIT bertujuan untuk mencegah terjadinya proses qréirgn tersebut karena
dianggap membuang waktu dan menyarankan menggunafikiu tersebut
untuk mencegah terjadinya produksi yang buruk. Daféosofi JIT dikenal
dengan “Do it Right The First Time"(kerjakan secara benar sejak awal).
Pendekatan JIT padkeotal Quality Managemerit Pengendalian kualitas Total
(TQM) bertujuan untuk membangun suatu sikap yarmgdsarkan pada tiga
prinsip, yaitu?'8
a. Output yang bebas defect adalah lebih penting adaiputpu itu sendiri;
b. Defect, kesalahan, kerusakan, kemacetan dan segagiapat dicegah;
c. Tindakan pencegahan adalah lebih murah dibandingrke

Dalam strategi JIT untuk menghilangkan kerusakanu pdiciptakan
continuous productionflow (aliran produksi yang terus menerus) dalam
pengertian bahwa proses produksi perlu dibuat Isthimana semakin lancar
aliran produksi semakin baiRengertiarContinuous productiofow ini bukan
sekedar menggunakan alat-alat otomatis namun sikégpk menghentikan
sistem produksi secara otomatis apabila ditemukdanya kerusakan pada
produk pada sistem produksi tersebut. Sebagairtedaa disebutkan bahwa
Cpi/Cpk merupakan analisa kemampuan proses menupaimg harus
dilakukan dalam mengadakan pengendalian kualitdalungroses statistik.
Kemampuan proses berkenaan dengan keseragamans,preshingga
variabelitas merupakan ukuran keseragaman proses gapat menunjukan

kestabilan proses produksi.

B.3. PENGAWASAN PELAKSANAAN SNI BJP

Terkait dengan pelaksanaan SNI BjP , sejak tan@galei 2009
seharusnya sudah tidak ada lagi BjP yang tidak memeketentuan SNI
beredar di wilayah pabean Indonesia. Seperti tdlaBbutkan bahwa hanya

satu produsen dalam negeri yang dapat memiliki SBRIT dengan demikian

218 Gustitia Putri Perdana, Aplikasi Just in Time p&gausahaan Indoneisa, Universitas Sebelas Maret
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muncul pertanyaan bagaimana perusahaan yang beismn rhemenuhi
ketentuan untuk mendapatkan SPPT SNI. Secara Iqugkasahaan tersebut
tidak dapat menjual hasil produksinya di dalam yélapabean Indonesia atau
dengan kata lain produk yang mereka hasilkan hdrelspor. Di sisi lain
kebutuhan BjP dalam negeri pada saat belum dihédennya SNI BjP secara
wajib hanya dapat terpenuhi sebesar 60-70% totalitkban dalam negél.
Dengan demikian kebutuhan dalam negeri akan lednitydk dipasok oleh BjP
impor.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tirara Menteri
Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI BjP secajid wenindakan terhadap
perusahaan yang melanggar merupakan buah simaldkam®aa di satu sisi
kebutuhan industri domestik belum bisa terpenytabda perusahaan tersebut
diberikan tindakan pencabutan izin maka akan barseldali pengangguran
yang terjadi.

Secara ideal pengawasan penerapan SNI telah dilalsdat pra pasar
sampai dengan produk berada di tangan konsumemag&skan Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tabdd henyatakan bahwa
tanggung jawab pengawasan penerapan SNI wajib deradh instansi teknis
yang memberlakukann$§® Untuk Standar yang terkait dengan industri maka
instansi teknis yang menetapkan adalah Kement&gaimdustrian. Dalam hal
pengawasan pelaksanaan SNI BjP secara wajib makaemterian
Perindustrian bertanggung jawab atas semua hal yengdi terkait
pengawasan. Di sisi lain Kementerian Perindustmmerupakan pembina
industri yang notabene memiliki tanggung jawab kntoemajukan industri

sehingga akan sulit untuk memberikan sanksi padizstn.

219 Byku Pengantar Standardisasi, Badan Standardisaginal (BSN), Tahun 2009, hal 56.
220 pasal 8 Peraturan Kepala Badan Standardiasi Nbmiahun 2011.
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C.

ANALISA TERJADINYA PENYEBAB PERMASALAHAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN SNI BJP SECARA WAJIB

Dalam menerapkan Regulasi Teknis harus melakukgiankaisiko.
Kajian resiko ini terkait dengan tersedianya infasmnilmiah dan teknis,
teknologi pemprosesan terkait atau kegunaan akljiran dari produi’.
Regulasi Teknis tidak dapat diberlakukan lagi apakeadaan atau tujuan yang
menyebabkan ditetapkannya peraturan tersebut @ik lagi, atau apabila
keadaan dan tujuan yang berubah tersebut dapg@adidangan cara yang tidak
terlalu membatasi perdagang&n

Apabila diruntun dari proses pembentukan kebijaRamberlakuan

SNI wajib sebagaimana diatur Peraturan Menteringdasgtrian Nomor 86/M-

IND/PER/9/2009 maka kita harus meninjau ulang dajaoses pengkajian

terhadap perlunya suatu standar diberlakukan sewajib dalam sebuah

Regulasi Teknis Pasal 5 ayat (1) Peraturan MeR&industrian Nomor 86/M-

IND/PER/9/2009.%?® Sebagaimana telah diatur dalam Lampiran | Menteri

Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 analisa faah pemberlakuan

SNI secara wajib meliputi segi:

a. aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan liregkbidup (K3LH);
Keterkaitan pemberlakuan SNI BjP dengan faktor leesatan sangat
erat. Seperti telah disebutkan bahwa BjP merupddaran baku dari
berbagaimacam produk seperti Tabung Gas LPG yangpaiean produk
yang tidak dapat disahkan dari kehidupan manusiaemo saat ini
dimana sebagian besar orang telah menggunakantgen dehidupan
sehari-hari, Struktur pondasi bangunan, dapat yarigkan apabila bahan
baku yang digunakan dalam pembuatan baja yang dkgumakan
sebagai kerangka struktur bangunan memiliki kusltang buruk maka

malapetaka akan terjadi.

221 TBT Agreement Pasal 2.2.
22 TBT Agreement Pasal 2.3.
%3 | jhat Pasal 5 ayat (1) Perauran Menteri Perinthrstdomor 86/M-IND/PER/9/2009.
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b. validitas materi SNI yang akan diterapkan, teripaslaatu produk;
Dilihat dari tahun penerbitan SNI 07-0601-2006 ragapat dikatakan
valid dan tidak ketinggalan jaman. Dari tahun pbiten hingga tahun
pemberlakuan tidak lebih dari lima tahun. Selainaituan normatif yang
digunakan dalam SNI 07-0601-2006 juga telah mengamta suatu
standar internasional yang banyak digunakan berlvesgmra dalam hal
ini Japan International Standar@|S).

c. Kesiapan industri/dunia usaha yang akan menerapkiiantara lain dari
aspek teknologi, finansial, sumber daya dan lam-la
Dari aspek finansial, sumber daya dan teknologdpsen BjP tidak
memiliki permasalahan mengingat industri ini mekgraindustri dengan
teknologi tinggi dan memerlukan tingkat permodatang besar. Namun
disisi lain tidak banyak produsen BjP di Indonetstiak memiliki atau
tidak melakukan sistem pengendalian mutu yang sama.

d. Keseimbangan permintaan dan penawaran terhadapkoyaeg SNinya
akan diberlakukan wajib;
Dilihat dari kemampuan produksi produsen dalam nggég baru hanya
mampu memenuhi sekitar 63% kebutuhan dalam nedgiii,informasi
ini tergambar bahwa terdapat ketidak seimbang#arapenawaran dan

permintaan.

DAMPAK PADA INDUSTRI TURUNAN

Industri turunan dari BjP tidak akan terkena dampédhri
pemberlakuan SNI BjP secara wajib karena ketent8&H wajib tidak
diberlakukan bagi BjP yang digunakan sebagai b&ladka sebagaimana telah
di sebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Raratdenteri Perindustrian
Nomor 38/M-IND/PER/3/2009 menyatakan bahwa Baja haran Pelat dan
Gulungan (BjP) sebagaimana dimaksud pada ayatikéruhlikan bagi BjP
yang memiliki spesifikasi tertentu yang digunakagbagai bahan baku.

131

Analisa pemberlakuan..., Enny Santiastuti, FHUI, 2012



Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Lampiran PewatuDirektur Jenderal

ILMTA Nomor 19/ILMTA/PER/8/2009 tentang Petunjuk Kres Pelaksanaan

Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Ind¢8&Hd)aBaja Lembaran,

Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Waiib IBangka 2.4 yang

menyatakan bahwa:

a. BjP dengan ketebalan di bawah 1.8 mm dan atawadi2i mm;

b. BjP dengan spesifikasi teknis yang dipergunakarskbwntuk keperluan
bahan baku pada industri kendaraan bermotor dapdoemnya, industri
peralatan listri konsumsi dan elektronika berikotnponennya; atau

c. BjP yang dipergunakan khusus untuk keperluan bdbaku produk
ekspor.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa BjP merupbéhan baku dari
banyak produk hilir dan bukan merupakan produk raikang dapat langsung
dipergunakan dengan demikian ketentuan pemberlaBbisecara wajib yang
terkait dengan alasan keselamatan tidak akan tenp&arena produsen dapat
memberikan alasan untuk tidak memenuhi SNI 07-GBII6 karen dibuat
untuk digunakan sebagai bahan baku serta menmylédgiskasi khusus. Hampir
setiap produk akhir memiliki ketentuan khusus untBKP yang akan
dipergunaka sebagai bahan baku. Sebagai cont@dgaieiana telah disebutkan
industri elekronik dan industri otomotif telah menai secara khusus kepada
Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk dapd@kiimemenuhi ketentuan
SNI 07-0601-2009 dan telah diakomodir dalam Pesatudirektur Jenderal
Industri Logam, Mesin dan Elektronika Nomor 19/ILKPER/8/2009. Saat
ini industri pipa juga akan dibuat instrumen harahatontarif seperti SNI.

Berdasarkan SNI 1452:2007 (SNI Tabung Gas LPGgnddfasal 5
tentang Syarat bahan baku menyatakan bahwa bahan tahung yang
digunakan sesuai dengan SNI 07-3018-2006, Bajadeanipelat dan gulungan
canai panas untuk tabung g TG) atau JIS G 3116, kelas SG 26 (SG
255),SG 30 (SG 295%* Pada Sub Pasal 5.2 menyatakan bahwa bahan baku
untuk Cincin leherr(eck ring sesuai dengan JIS G 4051 kelas S17C sampai

224 jhat Pasal 5 SNI 1452:2007.
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dengan S45€% Untuk bagian Cincin kakif¢ot Ring dan pegangan tangan
(hand guard, bahan bakunya sesuai dengan SNI 07-0722-198@, &mai
panas untuk konstruksi umum, JIS G 3101 kelas S3$480 sesuai dengan
bahan untuk badan tabung yang bersangkitan.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa sistemugengn standar
produk yang merupakan kewenangan Badan Standaridasional tidak
harmonis. Hal ini terbukti dengan munculnya starglandar baru yang dapat
saling bertentangan satu sama lain ataupun tidakgsmembutuhkan satu
sama lain baik antar bahan baku dan produk hilirr§tandar sering kali

digunakan sebagai alat politis untuk menguasairpakal.

225 ihat Sub Pasal 5.2 SNI 1452:2007
226226) ihat Sub Pasal 5.3 SNI 1452:2007
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisa pemberleiiia

Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bgfhadap

Perlindungan Industri Baja, dapat ditarik kesimpusahwa:

1. Dalam ketentuan WTO setiap negara anggota WTO hadayeat
melakukan tindakan perlindungan dengan penerapabdtan tarif.
Selain penerapan hambatan tarif tindakan lain yapat dilakukan
oleh negara anggota untuk melindungi industri dateegeri adalah
merupakan tindakan pengecualian. Ketentuan tent@amgakan
pengecualian ini diatur dalam Pasal XX GATT.

2. Proteksi yang dilakukan berdasarkan ketentuan peadan dalam
GATT mengarah pada pemberlakuan hambatan non $ai&h satu
Putaran Perundingan GATT yang menghasilkan ketanteatang
hambatan non tarif adalah Putaran Tokyo. Dari Rataersebut
telah menghasilkan salah satu hambatan non tanfy yerkait
dengan pemberlakuan standar yaltie Agreement On Technical
Barrier To Trade(TBT). Perjanjian ini sering kali disebut sebagai
Sandard Code. Pemerintah negara-negara anggota dapat membuat
hambatan atas dasar alasan-alasan kesehatan, lk&aman
perlindungan konsumen, atau lingkungan hidup. Peathean TBT
tidak boleh menciptakan hambatan yang tidak pgerjadi.

3. Dalam perjanjian TBT penerapan standar dan sistemilgian
kesesuaian diharapkan akan dapat meningkatkarerefisproduksi
dan memfasilitasi produk industri untuk masuk ke sgra
internasional. Selain dari pada itu penerapan ReguTeknis,

Standar, termasuk pengemasan, persyaratan labsédur penilaian
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kesesuaian melalui regulasi teknis dan standark tit@leh
menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perugayh

Dalam Perjanjian TBT ditentukan bahwa negara-negarggota
WTO dalam membuat Regulasi Teknis, standar dan egus
penilaian kesesuaiagang memiliki kesesuaian dan keharmonisan
dengan standar internasional ISO, IEC dan Codexnétiarius
sebagai acuan dalam membuat peraturan atau keabigikhidang
standardisasi. Pengaturan ini didasarkan Pasal 2.8, Annex 3(F)-
(G) Perjanjian TBTCode of Good Practice dan pasal 5.4 dan 5.5
mengatur regulasi teknis. Secara sederhana ketemtiiadisebut
sebagaPrinsip Harmonisasi. Selain dari pada itu dalam Perjanjian
TBT terdapat Prinsip Transparansi. Prinsip ini menggambarkan
keterbukaan antar anggota WTO dalam hal pembentalauetu
Regulasi Teknis. Dalam prinsip Transparasi berbaiwa setiap
negara anggota ketika membuat atau menerapkan segtlasi
teknis, standar maupun penilaian kesesuaian wajimuwimkan dan
memberikan kesempatan kepada publik untuk memlrerika
tanggapan terhadap rancangan regulasi teknis,astaiash prosedur
penilaian kesesuaian yang akan dikeluarkan.

Dalam menerapkan Regulasi Teknis harus melakukpankasiko.
Kajian resiko ini terkait dengan tersedianya infagnilmiah dan
teknis, teknologi pemprosesan terkait atau kegureddmr tujuan
dari produk. Regulasi Teknis tidak dapat diberlakukan lagibépa
keadaan atau tujuan yang menyebabkan ditetapkapayaturan
tersebut tidak ada lagi, atau apabila keadaanujaarn yang berubah
tersebut dapat dicapai dengan cara yang tidakluensembatasi
perdagangah

Penerapan standar sebagai pilihan pemerintah umiekberikan
perlindungan terhadap industri dalam negeri terkaihgan upaya

pemerintah untuk meningkatkan daya saing produkustrd

! The Legal Texts The Result of the Uruguay RounMokilateral Trade negotiations, Preambule
Agreement on Technical Barrier To Trade, WTO 2008, him 121.

2TBT Agreement Pasal 2.2.

® TBT Agreement Pasal 2.3.
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Indonesia di pasar internasional. Penggunaan teg§nobuna
menjain  mutu produk serta pelaksanaan manajemeng yan
mengkontrol kualitas produk dalam pengolahan sud#yer alam,
modal dan tenaga kerja diharapkan akan menghasititaduk
industri yang memiliki keunikan dengan kualitas d@arga yang
bersaing dasuperior perceived value.

7. Krisis ekonomi global telah menurunkan kemampuagadbeli
masyarakat. Sebagai dampak lanjutan dari membuaukayndisi
dunia usaha yang salah satunya adalah industri. Pada Tahun
2009 produksi Baja nasional pada titik terendaltuyaj5 juta toft
Hal ini disebabkan kondisi industri baja ditahu®09 jatuh hingga
ketitik ekstrim. Kondisi harga baja dunia baru pulinengalami
peningkatan yang cukup signifikan di penghujunguta2009,
dimana pada Desember 2009 harga HRC/BjP dunia mary&JS$
585 per ton dan Februari 2010 meningkat menjadi 62 per ton.
Perbaikan kondisi ini tidak memberikan dampak yangnifikan
terhadap kondisi industri baja karena pada 1 Jag040 Perjanjian
Perdagangan Bebas ASEAN-China dimana ancaman priatjud
yang memasuki pasar lokal dengan nol persen beakmasan
sangat mengancam industri nasional.

8. Untuk mengatasi ketidakpastian bagi perlindungatusitri dalam
negeri dengan pertimbangan ekonomi tertentu, petaéri
mengambil kebijakan dengan memberlakukan SNI sewab.
Pertimbangan yang menjadi dasar pemberlakuan SNI:

a. Tindakan pengecualian yang diperbolehkan dalam WTO;

b. Indonesia telah memiliki Standar Nasional IndonegiaNI)
BjP yang sejalan dengan Standar Internasional |dmysu
Japan International standard;

c. Penerapan SNI diharapkan akan meningkatkan kuglitaduk

yang diproduksi produsen dalam negeri dan mejanmalyk

* Badan Standardisasi Nasional, SNI Penguat Daysy®singsa, Jakarta, 2010, hal. 56.
5 .
Ibid.
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impor yang akan masuk ke dalam daerah pabean Isdone
memiliki kualitas yang sama.
d. Kebijakan penerapan standar juga akan melindunggoen.

9. Pemberlakuan SNI BjP secara wajib dituangkan daReraturan
Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 ttergy
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Rajabaran,
Pelat dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wealihgaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindusiiamor 38/M-
IND/PER/3/2009. Aturan lebih lanjut dan bersifatngat teknis
dalam hal pelaksanaan pemberlakuan SNI BjP secaapb w
dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Lotytesin Tekstil
dan Aneka Nomor 19/ILMTA/PER/8/2009.

10. Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian guna pelaks
sertifikasi telah dikeluarkan Peraturan Menteriifdrstrian Nomor
32/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga |Biami
Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bajgbhean Pelat
dan Gulungan Canai Panas (BjP) Secara Wajib ydab ticabut
dan diganti dengan Peraturan Menteri Perindustdamor 109/M-
IND/PER/10/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaia
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan PengaBteatar
Nasional Indonesia (SNI) Atas 58 (Lima Puluh Detgp&roduk
Industri Secara Wajib. Pemberlakuan SNI BjP 4 (djpalan sejak
tanggal ditetapkan.

11. Pelaksanaan pemberlakuan SNI BjP secara wajib kanya
menimbulkan masalah yang disebabkan:

a. kurangnya kajian resiko dalam pebuatan kebijakajiaK resiko
ini terkait dengan tersedianya informasi ilmiah d#eknis,
teknologi pemprosesan terkait atau kegunaan akiuan dari

produlé;

® TBT Agreement Pasal 2.2.
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12.
a.
b.
13.
B. SARAN
1.
a.
b.
2.

Perbedaan lingkup tujuan antara aturan internakidatam
penggunaan pos tarif yang bersifat lebih umum datagan
pengaturan dalam SNI yang lingkupnya sangat sgesifi
Perumusan aturan pemberlakuan SNI BjP yang saling
bertentangan satu sama lain menimbulkan kebingurdgn

ketidak pastian hukum.

. Tidak adanya harmonisasi standar di dalam negeri;

Lemahnya kinerja beberapa Ilembaga pemerintah yang
menangani proses perumusan standar dan akrediasbdga

Penilai Kesesuaian (LPK).

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberlal&nh BjP

secara wajib menyebabkan:

kegagalan pencapain tujuan perlindungan industi @ari BjP
impor;

dilema penegakan hukum terhadap pelanggaran katentu
pemberlakuan SNI BjP secara wajib yang disebabletidak
mampuan produsen dalam negeri dalam memenuhi total

kebutuhan dalam negeri.

Permasalahan yang timbul pada penerapan SNI Bf#sse@jib tiak

terkait langung dengan pelaksanaan ketentuan daATT

melainkan kesalahan proses analisa dan kinerjankelgaan.

Untuk menanggulangi keadaan akibat kesalahan dpkmmmusan

diharapkan segera dilakukan peninjauan ulang dambpkan

terhadap hal-hal yang terkait dengan :

BjP yang termasuk dalam lingkup SNI 07-0601-2006;
Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi proddaam
negeri untuk memperoleh SPPT SNI sesuai denganrikpuoren

dan sistem yang dipergunakan secara umum.

Pengkajian ulang SNI 07-0601-2006 sehingga linglgapdapat

diperluas dan dapat mempersempit perdedaan peagatlengan
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aturan Harmonize System dan mengakomodir produk la#d-hal

yang belum diatur.

Merupakan hal yang wajib dilakukan bagi regulatatui:

a. Melakukan kajian resiko secara lengkap dan menyilur
sebelum memberlakukan suatu SNI secara wajib;

b. Pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksa
suatu kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib.

c. Mengevaliasi kebijakan yang telah diambil guna mjani ulang
keefaktifannya dan kegunaannya.

Dalam penyusun Standar diharapkan kandungan peagatialam

standar harus bersifat konferhensif dan harmortisr astandar yang

terkait. Sebagai contoh apabila SNI BjP tetap dabeikan secara

wajib maka SNI tersebut harus dapat mengakomodutkéan

persyaratan sebagai bahan baku dari berbagai prodiukUntuk

pembentukan SNI produk hilir BjP, bahan baku yaigginlakan juga

harus mengacu pada SNI BjP, sehingga tidak terjadi

ketumpangtindihan.
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